BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1390, 2018 KEMENRISTEK-DIKTI.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi agar
tercipta birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien,
dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, perlu
disusun peta jalan reformasi birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
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Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

S. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PETA JALAN REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1
Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 merupakan
pedoman dan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
Reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan melalui program-program:

a. manajemen perubahan;
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b. penguatan pengawasan,;

c. penguatan akuntabilitas kinerja;

d. penguatan kelembagaan;

e. penataan tata laksana;

f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
g. penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

[y
.

quick wins.

Pasal 3
Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PEREANTUEAN MENTER] EISET,
TERMNCGLOGL, BAN PENDIDULAN TINGOGL
RETPURLIK TNMHONESTA

NOMOR 39 TAHLUN 20313

TENTANG PETA JALAN REFOLRMASI
RIRCGREEAST KEMENTERIAN RISET,
TERNOGLOGL, AN PENLIDIEAN TINCGGL
TAHUN 20013 20319

L. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

L pengetatinen dan teloologl Jptek) dao pendidikeans Goggi merupakan
laktor sang penting dalaon peinbangunan di Indonesia, Lal ind tercerinin
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taliun 1945
vang menjadi acnan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. 1Indang-
Ulnlanig Dasan Negara Eepublik hidonesia 1915 unandenen ke-1 Pasal
28 00 aval (1) dan Pasal 31 avat (1, ayat (3) aval (1), dan ayae (3)
merupakan dasar hukum pembangunan lptck nasional dan pendidikan
tinggi.

Dzlann Lndang-Undang Das=u Negaus Hepablik Indonesio 1395 Pasal 28
C avat (1] dischutkan bahwa “Sctiap orang berhak mengeombangkan dird
melalii pemienuihan kelmtuhan  dasarnva,  berhak  mendapatkan
pendidikan, dan memperaleh manfaat dari Tprek, seni, dan bhudays demi
weeniipkatkan Kiealits hidupoya dan demd kesejalhiersan ol
erinsia®, BSclanjulin g dalaon Pasal 31 aval (1) Unclang-Undag Dasare
Nepars Republik Indonesia 1915 dijelaskan baliwa scliap wanga 1@
berhak mondapatkan pendidikan. Scmeoentara im, TFasal 31 ayarn (3)
Lindang-Undang Ilasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan
balrwa *Pewmeritttall mengusabakan Gdain menyelengearalcin saln sislent
perelidilearn nasional vang ek lkan keinsaen dan kelakowaan serta
aklilak wmalia dalan raneks mencerdaskann kebadopean Daeaagsa, yvang
diatur dengan undang-undang”™. Di samping itu, Pasal 31 ayat [4)
ITndang-TIndang Thasar Negara Nepublik Indonesia 1915 menjelaskan

Dadirwa negars  wemprioritaskanl  anggaeann peldidikan sekurang-
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kurangnva 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Dalam Pasal 31 avat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menvatakan
bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
mienjunjung  tinggi nilai-nilai agama dan  persatuan bangsa untulk
memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” Pernyataan
ini secara jelas mengukuhkan Iptek sebagai “engine of tomorrow”™ yang
memiliki peran penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan

kesejahteraan rakyat,

Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanva akan memberikan
kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya
meningkatkan kemajuan dan  kesejahteraan masyarakat, jika
pembangunan Iptek dan pendidikan tinggl mampu menghasilkan produk
teknologi dan inovasi serta sumber dayva manusia vang terampil untuk
memenuhi kebutuhan masvarakat atau dapat menjadi solusi bagi

permasalalian nyata vang dihadapi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
melaksanakan program reformasi birokrasi tahun 2015-2019 sehagai
pijakan dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas
birokrasi dan kualitas pelayanan publilk. Pembenahan awsal dimuolai
dengan upaya mereformasi tata kelola pemerintahan yang mendorong
efisiensi penvelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga
mengubah mental aparatur. Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan
diharaplkan melalui reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang
berbasis kinerja. Pada tahun 2025 diharapkan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah  beranjak pada latanan

pemerintahan yang dinamis.

Inti pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologl, dan
Pendidikan Tinggi adalah  perubahan mental aparatuar. Namun,
perubabian  tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langlkal-
langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus
ditujukan kepada seluruh elemen sistem yvang melingkup aparatur,
Untuk itu, Kementerian Riset, Telnologi, dan Pendidikan Tinggi berusaha

untuk mengikuti irama reformasi  birokrasi sebagaimana yang



diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Talun 2010 tentang
Grand Desigm Reformasi Dirckrasi 20012025 dan Peraturan Menteri
Perlayagunaan Aparmiur Negarn dan Fefmasi Birokeasi Nomor 11

Taliun 20173 wenlang Read Map Felormasi Birokras: 2015-2014%,

Dasar Hukum

MNazar hukum yang dijadikan pedoman dakan pelaksanaan Reformnasi

BGirckrasi Eementerian Riset, Teknelogi, dan Pendidikan Tinggi adalah:

L. Undang-Undang NMonwor 17 Tahiun 2007 lenlang Boncais
Peanbaniguwiian Jaligha Padijoiig Nasional 2005- 41205,

2. Peranran  Presiden Nomor 2 Tabhnn 2005 fenfang Rencana
Fembangunan Jangka Panjang Nasicnal 2015-2019;

G Poratuan residen Nomor 81 Taban 2010 lewlaug Grand  Desigh
Relorieesi Birokrosi 2310-20205;

4. Peraniran Presiden Nomaor |3 Talinn 2015 ienfang Kemeneerian Rizser,

Teknolegl, dan Pendidikan Tingsgi;

o

Poraturan Montern Peidayaguiiaan Aparatur Nogoea dan Boeloriast
Hirokrasi Nomor 70 Tabir 2011 tendang Pedomwan Pengajuan
Drobounnen Usalan Helornasi Birokrasi Kenteoderiagf Lem bags,

0. Peraniran Menteri Pendayapanaman Aparanir Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 'Tahun 2001] tentang Pedoman Penvusuanan Road
Map Retorniasi Biroknasi Kemanteviand Lembags dan Penerintah
Daeraly

7. Peraturan Menteri Mendayagunsan Aparatur Negara dan Feformasi
Birckrasi Womor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman FPelaksanaan
Progratm Manajemen Pernbahan;

#. Peraluran Menteri Peodayaguiiza Apacalur Negama dan Felorasi
Birokrasi Nowmor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukwararn
Keberhasilar Belorimosi Bivokrasi,

9. Peratiiran Monteri Pendayagunaan Apatanlr Negata dan Reformasi
Birokrasi WNoemor 12 Tahun 20110 tenfang Pedoman Penataan Tata
l.aksana (Busimess Process);

Liy, Peraiiian Menderi Petxdayagoleaan Apavaing Negara dan Kelirimessi

Birokrasi Nomor 13 Talian 2011 tentang Pedomsun Pelalosaraaly Quick

Wimns,
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L1, Peraturan Mentert Pendayaguiaan Aparatur Negara dear Belorinasi
Birokrasi Nowor 14 Tahwn 2011 wemaneg Pedouan Pelaksanaam
Program Manajcmen Pengetahaan (Knowiledge Management);

12, Peranuran Menteri Perndayaguiaan Apacaingr Negara don Relorimasi
Birakrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan
Pelaksan@an  Relovinasi Bivokeasi  d@oy Tungj@onesn Kinerja Bagi
Kemnenterianyf Lo bsyae;,

1.3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birekrasi Moawor 1 Taluin 20012 tentang Pedoman Penilaian Maudicd
Pelaksanaan Refornasi Birokrasi,

4. Peraturan Monteri Fendayagunaan Aparatur Negora dear Belormmasi
Birckrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petinjnk Teknis Penilaian

Mandiri Pelaksanaan FEeformasi Girokrasi Secara Chiline;

13, Peraliian Menteri Petulayagulsaean Apataiin Negara dan Beforissi
Birokrasi Nowor 37 Taliun 2013 wntang Pedotzn Peay usunar Road
Map Belonunasi Buokyasi Peinerintat Dacrali

16y, Peratiiran Menteri Pendayaguna@an Aparatiir Negara dan Reformasi
Birokirasi Meoamoer 14 Talwnr 20104 tewtang Pedoirann Fwvaloasi
Feirasi Birokrasi listansi Peierintal;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomer 11 Tahun 2015 rentang Road Mop Reformasi
Hirokrasi 2015-2019;

18, Peratuan Mentorn Eisey, Peknologl, dan Pendidikan Tingggi Nomor 15
Tatiugl 2015 lenitang Oreanisasi an Tala Benja Kewncicrian Riset,
Teknolegl, dan Mendidikan Tinggi; dan

1%, Peratiiran Menreri Riser, ‘Meknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 50
Tatiun 2017 lenkany Rencaim Stalegis Kelnenteriaan Risel, Teknolopi,

leinn Penididilars Tiogeed Talionn 20013 2019,

Keranglka Reformasi Birolkrasi

Reformasi Birolorasi merupakan sebiah o perubahan besar dalam
paradigma dan tara kelola pemerintahan Indonesia. Kefarmasi birokrasi
beriupian wnk enciplakan hivokrast pemecintahe vang  pridesiooal
dlengaal kaoakicr adaplil, berintegritas, beckineja Gnggi, bersity dan Debas

korupsi, keluwsl dann e polisie, s welayanl publik, notrad, scjatitera,
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berdedilias, dan meiegang 1eguln nilai-nilad dasar dan kede etik aparaiar

L ez

[Feformasi birckrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih
[overiappingt  antar Awngsi-fingsi pemerintahan, melibatkan  juraan
peeawad, dan memerlukan anggaoan vang tidak sedikit, Belain jlo,
roefonnast birokrzest punl perlu menada ulang proscs baokias daat ingkal
tleved tertinpel hingga wrendalh Qan melakoakan terobosanl bard
{nrovation Breakthrough) dengan langkah-langkah hortahap, konlkrer,
realistis, sungguh-sungguh, herfikir di luar kebiasaan/ratinitas yang ada
[out af the box thinking], perubalun paradigma (@ rew paradigm shift), dan
degan upava luayr biasa (Business not as psual). Olel keucoa i,
refonnasi birokiasi nasionsd perlu werevisi dan wemnbangon berbogad
regulasi, memodernkan erbagal kebijakan dan prakek manajemen
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah, dan menyesuaikan tugas
fingsi instansi pemerntah dengan paradigma dan peran bam,

Mada  whun 2019, porubabian atau perbaikan dibacapkan dapal
diwujpdlean, vaim dengan mrciptanva kualitas penvelenggaraan
peerintahan vang baik, hersih, dan hebas komipsi, kolasi, serta
nepelisie. Selain ita, diharapkan pala dapal teovajoud pelavanan polilik
vang sesual deigaan harapan asysarakal dann haapan Bangsa lndonesia
sang sewakin meaju dan meenp bevsaing dodaom dinsonika global yeoag
scmakin kectat, kapasitas dan akuntabilitas lkincrja birokrasi scimalkin
baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set serta culfure-setf
vang mencerminkan integritas dan kinega semakin ringei. Tujuan akhir
dalam lima tahun ke depan diberapkan, melaloi reformasi birokreasi
perterittah sudaly beranjak ke talvapan penerviilalian oy berleasis
kinerja dan pada talowy 200235 dilinaplean pemerintalisn sudaly berasjak

Pl tadarizon poemerinitatian vang dineonis.
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DYNAMIC GOVERNANCE

PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY

RULE BASED
BUREAUCRACY

Gambar I.1 Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

a.

penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi
pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan hasil

(outcomes),

seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang
didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk
memudahkan pengelolaan data kinerja: dan

setiap pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit
kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi
secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas
dan fungsinya. secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap
kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi

birokrasi:

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yvang efektf dan efisien

( 3 Birokrasi yang memliliki pelayanan
\ publik berkualitas

Gambar [.2 Sasaran Reformas: Birokrast,
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Untuk mewujudkan 3 (tiga] sasaran reformasi birokrasi sebagaimana
disebutkan pada Gambar 1.2, ditetapkan area-area perubahan birokrasi.
Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi
diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung
pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan
reformasi birokrasi tersebut meliputi: a) mental aparatur; b) organisasi; c)
tata laksana; d) peraturan perundang-undangan; e) sumber daya
manusia aparatur; {) pengawasan; g) akuntabilitas; dan h) pelayanan
publik.

ST §
Iebun, wfwh (L whben, (erimer Sun el
L A T e

/ Ovgmnband yung vt oyl das gt
Lt Gt )

AREA PERUBRANAN

Gambar [.3 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental
aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui
langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga
harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.
Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat
dilihat pada gambar di bawah ini:

2018, No. 1390
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MENTAL/

PERILAKU
APARATUR

Gambar 1.4 Keterkaitan Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.
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O. GAMBARAN BIROHEERAS]I EKEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
FENDIDIEAN TINGGI

A, Kondisi Kementerian Riset, Teknologl, Dan Pendldikan Tinggi

Amanat Peraturan Presiden Memor 13 tahun 2013 tentang Kementerian
Fiset, Teknaologi, dan Pendidikan Tingei menvatakan bahwa wntnk
membani Presiden dalain menyelenggarakan peinerinttalisag negara,
kementerian Kiset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi mempnnyal tugas
e elengparalon wrnsal pemerinbaliae di bidang riset, leknolegl, dan

pendidikan tinggi.

Dalam melaksanakan mgas tersebar, Kementerian Hiser, Teknologi, dan

Perelidilan Tingel menyvelengesraban funesi:

1. peramnsan, penetapan, dan pelaksanaan kebijalkan di bidang
standar knalitas sistem pembelajavan, lembaga pendidikan tinggi,
sumber dava e sin serta soaean e den) prasarsae pendidikson Gogel,
dan keteyjangkauan lysamn pendidikan Gl

2. perumusan dan penetapan kehijakan di bidang standar kualitas
lembaga penelitian, sumber dava manusia, sarang d4an prasarane
Tiscl dan teknologd, perguatan ovast dar miscl serta pengein Dagaan
tekonolegl, poetnguasaan alile eknologs, pengliEian Bensmpoaln aadit
tcknolegi, porlindungsnn Ilak EKekavaan [ntelektual, perceopatan
ponglasazn, petmanfaarat, dan pemajnat tiset dan teknelogi;

3. koordinast dan sinkronisias] peladssanean Kebijalan i bidaog
kelembagaan, suinber daya, poenguatan riscl dan pelgombaagan,
serla poengiatat ovash oo pengetalioan dan telawalogi;

4. pemberian izin fertulis Kegiatan penelitian dan pengembangsn oleh
pergurian tinggl asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing,
badauy wsobi asing, deonr oty asbag di wilavall Negara Kesaloan
Fepublik liklonesia;

5. pemberian izin rertulis kegiatan peneliian dan pengembangan
terapan il peongetalan dan lekuoelogl yalg Bersike linggi dan
berbahava sesuai dengan ketentuan peraniean periindang-nndangan;

G, Koondinsst pelaksansan agas, poinbiangaa, dan peuberizon doakung:an
administrasi  kepada  schumh unsur organizasi di lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
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7o pengclolaan Darang bk fkckavaan nepard yang meijadi ageong
jawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

#. pongawasan alas pelaksansen oeas diD lioglkuogan Lenentlerian
Rimed, Tekriclogh, deans Pendidikean Tioged; da

9. pelaksanaan dnkangan snbstantif kepada seluroh unsure organisasi
di lingkungan Kementerian Riset, Tekndloei, dan Pendidikan Tinggi.

SlsliEl organisasi Kenlenlerian W]iset, Teknologl, daan Pendidika Vinges

terdiri dari 7 {tujuh) unit utama dan 3 ({tiga) staf ahli, yvaitua:

L. Selret:nixt Jenderal;

2. Dhrcktorat Jendeeral Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

3. [rektorar Jenderal kelembagaan lmu Pengerabuan, Teknologi, dan
Pendidikean Uinggi;

4. Threktorar .Jenderal Sumber Dava 1ima Pengerahnan, Teknologi, dan

Fendidikan Tinggi;

L1

Lirekteral Jenderal Penguatan Fisel daan Pengeibaunan,

L. Thnirektorar Jenderal Pengnatan Tnovasi;

7. hispekiorat Jdederal;

8. Staf Ahli Ridang Akadomik;

3 SBraf ahli Bidang Infrastrakmr; dan

L3, Sl Aldi Bidane Boelevansi dan Produlslivitas,

Hen il wtiana didakung olelr 24 (tiga pudal enpal] Eselen 1T yang
(e dari ditckloral dan pusal-pusal, serta 1249 (sermlos dose pululy
cinpat) Pergurostr Tingegi Negerh dan 14 {owpal belas)  Loovdinesi
Perguruan Tinggl Bwasta ([Kopertis) yvang terschar di seluruh provinsi di
Indonesia,

Lementerian . Hiset,  ‘Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga
mengkoordinasikan Lembaga Pemerintahh Non Kementerian [LFNEK)
berdasarkan Peraturan Presiden Nomwer (¢1 Tahun 2005 fentang
Periibahan Kesnam atas kepumsan Presiden Noo 103 Tahun 2001
tentug Kedodukear, Tuigas, Fuuipsh, Kewetlanigan, Susue Orgaaiisas],
dan 'ata kerja Lemibaga 'emerintall Non liementerian, terdind atas:

1. Lembaga llmu Pengetahuan Indenesia (LIF];

2. Lembaga Penerbeatigat dann Anlaviksa Nasional (LAAN]

3. Hadan Pengkajian dan Penerapan Teknologl (HPPT);
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4. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN),
3. Badan Pengawas Tenaga Nubklir (BAPETIEN); dan
6, Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Kementerian  Riset;,  Teknologi, dan  Pendidikan Tinggi  juga
mengkoordinasikan dan mengelola lembaga-lembaga sebagai berikout:

1. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LEM Eijkman];

2. Pusal Peragaan lptek (PP IPTELR); dan

3. Agro Techno Park (ATP) Palembang,

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan EPJMN 2015-2019
tlan menjalankan amanal sesuai tugas dan lungsinya, maka pada tahun
203153-201%  hementerian  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

menetapkan visi:

“Terwujudnya pendidikan tinggi vang bermutu serta kemampuan

iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa®

Pendidikan tinggi wvang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan
lulusan vang herpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan
kemampuan ilmu  pengetahusn dan  teknologl  (iptel) dan  inovasi
dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga penelitian dan pengembangan
serta perguruan  tinggi dalam  melaksanakan kegiatan penelitian,
pengembangan, dan penerapan iptek vang ditunjang oleh pembangunan
faktor input (kelembagaan, sumber dava, dan jaringan). Sementara itu,
makna daya saing bangsa adalah koniribusi iptek dan pendidikan tinggi
dalam perekonomian vang ditunjuklkan oleh keunggulan  produk
teknologi hasil penelitian dan pengembangan yvang dihasilkan oleh
industri/ perusahaan  yang didukung oleh lembaga penelitian dan
pengenibangan (LPNIK, LPE, Badan Usalia, Perguruan Tinggi) dan tenaga
terampil pendidikan tinggi.
Sebagal upayva untuk mewujudkan wvisi tersebut di atas, maka misi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
1. meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi
untuk menghasilkan SDM vang berkualitas;
2, meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan
nilai tambah produk inovasi; dan
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3. mewujudkan tata kelela pemicrintahan vang baik dalam rangka
reformasi birckrasi.

Blisi it mencakop apayi menpawab permasalaban pembangiina iplek
oy poendidikan tinggl pada periode 20015220149 dalaon aspek pembelajaran
ey kenalwsiswaanny,  Kelembagaan,  sumboer dava,  isel dan
pengembangan, dan penguatan inovasi.

Utk mencapsi visl dagl misi hememterian Fisctl, Teknologi, dan
Cerelidilean Tingel dan weinecahkan pennasadatieoy yvang dibiadapi, waka
visi dan misi terscbut dirmmmuskan ke dalam bentulk yvang lebih terarah
dan operasional berupa permniusan tujuan strategis (strategic godls)

rerdini atas:

1. meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi

untuk keungegulan daya saing bangsa;
2o meningkatnya inowvasi unbuk kevnggudan days saing Dangsa; dan

3. terwujudnya  tata kelola  pemicrintashan  vang  cofcktif, cfisico,

berintegritas dalam rangks reformasi birokrasi.

Untnk el secors lebibt kookel  ketercapalan tujian slealegis
ersebul pevla ditetapkan ukuran  indikator twjuan twersebut sceora
kuantitantil. Dalam ranecangan s tahion ke depan, ndikator kinerja
rijian sreategis dinkur dengan indeks pendidilan ringgi pada rahnn 2019
dirargetkan berada pada peringkat 56 {lima pulah enam) besar dunia
dengan nilai 3,0 {lima kama nal) dan indeks inovasi Indonesia pada tahun
20010 yane dilargetkan berada pada periigleat 206 fduwa palull enam) besa
s dengany milaa 4,4 {ciopal kows cipead).

Tujuan smrategis tersebur kenmudian dijabarkan dalam 3 (lima) sasaman
stralegis  sestal  dengan permasalabeal-permasalabian vaug  leaus
dizclesalkan dalay Eurun waklion 2015-201%, Sasan salegls lerscbal
terdivi atas:

1. meningkatnya relevansi, knantitas, dan kualitas pendidikan tinggi;
2. meningkatnym kemzaupuan iplek dean movast; dall

3. terlaksananya reformasi birokrasi,

Uniunk wendukung pelaksan=a=an wisi dan peocapaian joatn sorta
sersatlan slralogls, Kewncnlenan Riscel, Tekoologl, daon Pendidikan Tuigei
melaknkan reformasi rokras pada aspek kelembagaan, rata laksana,

sumber daya manusia Aparatre Sipil Negara, pengawasan, aknntahbilitas,
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scrta poningkatan kualitas pelayanan, Retormasi birokrasi diharapkan
mampu mengungkit terjadinya reformasi lavanan di Kementerian Kiset,
Teknologl, dan Fendidikan Tinggi, sesual dengan amanat Perataran
Menteri PAN dan Hetformasi Birokeasi Nomaore 11 Talhnn 20135 tentang Hoad
WMap  Eelwwasi Bhokms) 201522019 Terdapat 8 [delapann)  area
poerubabag vang menjadi bhoas  lewenlerian Bisel, Tekoologh, dan
Fendidilean Tmgel dalmn mclaksanakan 1velornasi birokaast, yailu:
1. Manajemern Peribalian
4. Penguatan Peraturan 'crundang-undangarn
3. Penguatan Kelembagaan
A, Peagualaon Tat Lalisaig
9. Penguatan Sistom Manajomoen 8T Aparanow
0. Penguuatan Sistem Pengawasan
7. Pengualan Akunilabilitas Kinerja
#, Peningkatlan Nualitas Pelayaiao Pulilik, vang terdioi atas:

a. l'cnguatan Lavanan Mahasiswa

Penguatan Lavanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
o Pengualan Lavakan Hisel dan Pengendring:an

d. Penguatan Lavanan Kelembapaan

B. Harapan Pemanghku Eepentingan

1. Harapan Pemangku Hepentingan Terhadap Perkembangan Ilmu
Pangetahuan dan Teknologi

Ferkembangan situasi perekonomian dunia vang terus berkembang
ke arah keterbukovan  pasar daol penglinlegrasixn pereleonoiulian
wenuniul Indoiesia leruws s ncmperkoal daya seoang delgan
memantaatkan keunggulan vang dimiliki. Untuk itu, masvarakat
Iptek yang terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan,
Perguruan Tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan ssluruh
pemangka  kepentingan  bidang  Iptek mengharapkan  peran
Kemetilerian - Kiset,  Tekoologh  dens Pendidikan Tioggi ik
meningkatkan dan wemperkokoln daya saing ckonomi pasional

dongan mewuuol ke proErain - prograan ivala,
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Presiden dan Wakil Prosiden menghartapkan agar Kementerian Rizset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapar memberikan kontrilmsi
dalant wenjvab kebotohan fekoologl  nasional,  woenciptakan
lapeniganr kevjel dengan basis wlawlogl, dan kontribusi lerhadap
pertunbubizn ckonowi. Bemwenitava itu, Dewan Perwakilan Rakyal
TR momintur Kementerian Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
mntuk dapat menviapkan telneclagi vang dibutuhkan oleh industri

dlan masyarakal,

i samping iy, Lkementerian  Perencanaan  [Pombangunan
MWasional/Tadan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan
Kementerianl Keuangaal Lerfobus agar kemenlerian Bisel, Telaologi,
dan Pendidikan gl dapsd wemnberikan konsuibusi terhadap
pertumbulian ckenomi.  Kementcrian  tclknis  terkait meminta
Kementeriann EFiset, Teknolegi, dan Pendidikan Tinggi dapat
melvediakan reknologi-telknelogl murakhir yang siap untak dipakai

sesital dengan rantangan di lapangan.

Lembaga penelitian dan  pengembangan mengharapkan  agar
Kementerian  Riset, Teknnlogi, dan Pendidikan Tineggi dapat
menyvediakan pendanaan dan sarana prasarana Iptek yang memadai
dan wendereng peanlaatann lasil penelitiznn daoy pengenboigal,
Industri meominta lementerian Riset, I'cknolegl, dan Pendidikan
Tinggl untuk menyodiakan peralatan produks] dengsan  teknologi
murakhir, teknologi  produksi (improvisasi),  feknologi nnmk
pengambangan produk (diversifikasi proaduk), siumber days mannsia
tersempil, dokuigany wntuk peningkaba produklvitas, daag #isk
sharing. Masyvarakat juga mcongharapkan kementerian  Risct,
Teknolegl, dan Pendidikan Tingei untuk menviapkan teknclogi tepat
guna dan produk-produk  telnologi yang harganya  terjangkan

[kom petitif].
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Tabel I1. | Harapan Pemangku Kepentingan terhadap Iptek.

Pemangku

Kepentingan

1 Presiden dan Wakil a.  meningkatkan kualitas hidup manusia
Presiden [ndonesia;
k. menngkatkan  produktivitas  rakyat
dan daya saing di pasar internasional:
c.  mewnmdkan  Kemandirian  ekonom
dengan menggerakkan sektor strategis
ekonomi domestik; dan

d.  melakukan revolusi karakter bangsa.

| %]

PR menyiapkan teknologi yvang  dibutuhkan

oleh industri dan masyarakat.

3 Kementarian memberikan konstribusi terhadap
PPN/ Badan pertumbuhan ekonomi
Perencanaan dan

Pembangunan

Masional
4 Kementerian memberikan konstribusi terhadap
Keunangan pertumbuhan ekonomi.

5  Kementerian teknis menvediakan teknologi-teknologi mutakhir
terkait yang siap untuk dipakai sesuai dengan

tantangan di lapangan.

5] Lembaga Penelitian a.  menyediakan pendanaan dan sarana-
dan Pengem bangan prasarana [ptek vang memadai; dan
b, mendorong pemanfaatan hasil

penelitan dan pengembangan.

=1

Tiueliistn a,  menyediakan peralatan produksi

dengan teknologi mutakhir;

I teknologi praduksi (improvisasi);

o, lekoologh untuk pengembangan produk
(diversifikasi produk);

d.  SDM terampil,

e, dukungan untuik penmgkatan
produldivitas; dan

[ risk sharing.
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Pemangku

Kepentingan

& Masyarakal menyiapkan  feknologi  tepat  guna  dan
produk-produk  teknologi yang harganya
tepangkan (kompetitil).

Dari aspek regulasi, masyvarakat Iptek mengharapkan Kementerian
Risel, Teknologl, dan Pendidilkan Tinggi uniuk mengeluarkan atan
mendorong terbitnyva regulasi berkailan dengan pengaturan lembaga
penelitian dan  pengembangan menjadi pusat  unggulan,
penganggaran  multiyears  dan  penyvederhanaan  administrasi
keuangan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, block grant
dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, double tax deduction
bagi perusahasan vang mengeluarkan anggaran untuk melakukan
kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber dava
manusia Iptek, alih teknologi dagi luar negeri ke dalam negeri dan
dalam negeri ke dalam negeri, mobilisasi personil lembaga penelitian
dan pengembangan ke industri, dan komersialisasi hasil peneliian

dan pengembangan.

Sementara itu, instrumen kebijakan yang diharapkan dikeluarkan
oleh Kementerian Eiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah
penguatan  kelembagaan, program beasiswa vyang terintegrasi,
penguatan Kekavaan Intelekinal, penguatan jaringan antara lembaga
penelitian dan pengembangan dan industri, program penguatan

kegiatan penelitian dan pengembangan, dan pendavagunaan Iptek.

Harapan Pemangku Kepentingan Terhadap Perguruan Tinggi

Ekspektasi masyarakat pada Perguruan Tinggl berkembang seperti
vang ditunjukkan oleh Gambar 1L1. Pada saat pertama kali
Perguruan Tinggi berdiri, masyvarakat berharap Perguruan Tinggi bisa
memerankan dirinya sebagai agent of education. Saat Perguruan
Tinggi sudah mampu memerankan dirinva sebagai agent of education,
masyarakat berharap lebih, Pergurnan Tinggi tidak hanva dapat
memerankan dirinva sebagai agent of education telapi  juga
memerankan diri sebagai agent of research and developmernt. Harapan

ini terus berlanjut sampai sekarang ini, dimana masyarakat berharap
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Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai agent of
knowledge and technology transfer dan akhirnya sebagai agent of

economic development.

Gambar [I.1 Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi.
{sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Tahun 2015-2019)

Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi
juga bisa berperan sebagai agent of economic development, maka
Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang
dapat memberikan manfaat ekonomis bagai masyarakat secara luas.
Meskipun sekarang ini secara spesifik belum pernah dimonitor
kemampuan Perguruan Tinggi di Indonesia menghasilkan inovasi
vang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, banyak
penelitian-penelitian Perguruan Tinggi vang sudah siap dihilirkan
untuk bisa mendatangkan manfaat langsung kepada masyarakat. Ke
depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk
dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat langsung pada

masyarakat.

2018, No

. 1390
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C. Permasalahan Birokrasi

Agenda pembangunan Indonesia berdasarkan Fencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN] ketiga ([2015-2019) adalah
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pemtbangunan keunggulan kompeltitifl perekonomian dengan berbasis
pada sumber dava alam yvang tersedia, sumber daya manusia vang
berkualitas, serta kemampuan Iptek, Dari sisi dava saing, Indonesia saat
ini menempati posisi ke-34 dalam Global Competitiveness Report (GCR)
tahun 2014-2015. Ini adalah posisi terbaik Indonesia sejak 2010 dimana
ketika itu berada di posisi ke-44 dan sempat menurin di tahun 2012-
2013 dimana [ndonesia berada pada peringkat 50 (lima puluh). Namun
demikian, Indonesia masih berada di bawah Singapura (peringkat ke-2),
Malaysia (peringkat ke-20), bahkan Thailand (peringkat ke-31).

Menurut World Economic Forum (WEF), pilar pembentuk dava saing ada
12 (dua belas) buah, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
berkontribusi terhadap peningkatan indeks dari pilar kelima (pendidikan
dan pelatihan pendidikan tinggi) dan pilar kedua belas (inovasi) dalam

upava mendukung dayva saing.

Untuk mewujudkan peningkatan indeks pendidikan dan pelatihan
pendidikan tinggi dan inovasi, ada dua direct core element yang harus
ditingkatkan oleh Kementerian Riset, Telnologi, dan Pendidikan Tinggi,
vaitu inovasi dan tenaga kerja terampil Pendidikan Tinggl seperti
diperlibatkan dalam Gambar 112, Dua direct core elemernt tersebul
didukung oleh ndirect core element, yailu penclitian dan pengembangan
serta didukung juga oleh dua supporting element, yaitu lembaga yang
berkualitas dan sumber daya yvang berloualitas, Untuk mewunjudkan
peningkatan kedua indels tersebul, maka direct core element, indirect core
element, dan supporting element ini harus ada dan saling mendukung

satu sama lain.
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LEMBAGA YANG

BERKUALITAS INOVASI

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA
BERKUALITAS

TENAGA KERJA
TERAMPIL DIKTI

Gambar 1.2 Kerangka Logis Rementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi dalam Mendukung Dava Saing,
(sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Talhun 2015-2019)

Dalam 5 (lima) elemen tersebut, masih ditemui beberapa permasalahan.
Elemen pertama adalah lembaga yang berkualitas. Data Gilobal
Competitiveness Report (GCR) tahun 2013-2014 memperlihatkan bahwa
kualitas lembaga riset Iptek berada pada posisi 46 (empat puluh enam),
sementara itu Indonesia menempati posisi ke-43 pada tahun 2009-2010
dari 133 (seratus tiga puluh tiga) negara. Oleh karena itu, kualitas
kelembagaan Iptek masih harus ditingkatkan. Gambar II.3 menunjukkan
bahwa lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia belum
menjadi sumber utama bagi teknologi dalam negeri. Beberapa hal yang
perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya aspek tata kelola administrasi
lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah masih sangat rumit

sehingga akan menghambat efektifitas koordinasi.

2018, No. 1390
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Gambar I1.3 Sumber Utama Teknologi Dalam Negeri,
(sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Tahun 2015-2019)

Isu yang cukup mendasar dalam konteks Kelembagaan Iptek adalah
revitalisasi kelembagaan khususnya dalam upaya membangun
fleksibilitas kelembagaan Iptek dan mendorong lembaga penelitian dan
pengembangan untuk menjadi pusat unggulan atau center of excellence.
Selain itu, kelembagaan Iptek lain seperti Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (BPPD) sebagai koordinator Sistem Inovasi Daerah
(SIDa), Taman Sains dan Teknologi (TST) sebagai wahana implementasi
SIDa, dan Inkubator Teknologi juga perlu mendapat perhatian dari
pemerintah untuk didorong menjadi lembaga-lembaga yang unggul
(center of excellence). Salah satu upaya dalam mendukung
berkembangnya Pusat Unggulan adalah dengan mendorong efektifitas
pelaksanaan akreditasi dengan penjaminan mutu lembaga penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata
Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP). Karena pelaksanaannya tidak
bersifat mandatory, belum banyak pranata litbang vang telah
terakreditasi KNAPPP. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan revitalisasi
terhadap kelembagaan KNAPPP dan revisi pedoman KNAPPP selama ini
untuk dapat digunakan sebagai standar nasional dalam proses akreditasi

dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan,

Selain itu, kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam
konteks institusi (Perguruan Tinggl) maupun program studi yang
diindikasikan oleh mayoritas Perguruan Tinggi hanya berakreditasi C dan
masth sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. Disamping itu,
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Pergnruan Tinggl Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan
Pergnimian Tinggi negara lain bahkan masih tertinggal dari negara-negam
di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah lembaga internasional
secara berkala melakukan swivel untuk meny usun peringkatl universitas
terbaik dunia dan menempatkan universitas-universitas di Indonesia,
bahkan vang berstatus paling baik di Indonesia sekalipun berada pada

posist vang masih rendah.

Elemen kedua adalah sumber dava yvang berkualitas, Bertolak dari fakta
vang ada sekarang bahwa berdasarkan data Global Competitiveness
Report (GCR) peringkat ketersediaan ilmuwan dan engieer masih berada
di peringkat 40 (empat puluh) dunia pada tahun 2013-2014. Angka ini
mengalami penumnan jika dibandingkan tahun 2009-2010 yang berada
pada permgkat 31 {tiga pulub satu). Hal ini menunjukkan babwa
kemajuan Indonesia dalam menangani masalah sumber daya manusia
Iptek khususnya ketercukupan jumlah dosen, ibmuwan, dan perekavasa
masilh perlu ditingkatkan. Dari aspek investasi peneliian dan
pengembangan, perbatian pemerintah terbadap Iptek dalam 3 (tiga)
dekade terakhor menunjukkan pemumnan terus menerus. Indikasi bahwa
perhatian  pemerintah  semakin rendah terlihat pada fakta bahwa
sepanjang tabun 1980-2012 terjadi penurinan rasio antara anggaran
vang dialokasikan untuk peneliian dan pengembangan pemerintah
terhadap keseluruban anggaran dalam APBN. Memang secara nominal
rupiah terjadi peningkatan namun rasio terhadap Kesehuuhan AFEN
terus mengalami penurunan (LIPL, 2012).

gt iy e Byl
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CGambar 1.4 Rasio Alokas) Angearan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah.
{sumber Rencana Strategis Kementerian Risel, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Tahun 2015-201%)

Diantara negara-negara G-20 pun, rasio belanga  penelitian dan
pengembangan Indonesia terbadap PDB masih jauh tertinggal. Hal ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia  masih
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ienekonkan iovestasi uedal dan behan menskaukan pada investasi
Il (CGlobal R80D Funding Forecast, 2010, Peincrintady nees il meirupakan
peryedia daaa lerbesan darn juga pelaku lerbesan dert keglatan peieliliany
an pengombangan Ai Indonesia sedangkan sckior swasta masill sangat
terbatas peranannya, baik schagai pelaku apalagi schagai peniedia dana.
[Fasio belanja lithang sektor pererintah di Tndonesia saat ini sehesar
82, 3% (delapan pudoh dua keaua tiga persel), sementara seklor swasia
hanya sebesar 17, 7% (nynh belas koma tajah persen) berdasarkan snrevei
Litbang Sektor Indusod Maoubakoor, 20110 Sebagai perbaoidingae di
negara lain seperti Malaysia, rasic belanja penclitian dan pengembangan
poiterintahinn s atysd scbesar 15% [luoa belas porsen) sedanpgkan scklor
swastanyva schesatr 85% [delapan puluh ima persen) pada tahnn 2006,
Thailand  memiliki  rasio belanga penelitian dan pengembangan
perteritntah sebesar 353% (Lma pudaly lima persen] sedaogkan vang

bersuinber daal swasla scbhosae 1o% {cpad pulul e perseny).

Herkaitan dengan  permasalahan sarana  prasacana,  permasalahan
Pertamg, YAl sarae-prasaraim Hibang vang lelah dibangon di berlaagai
lokasi, di anlavanya vang paling weneagol adalaly di kawasan Posal
Cenclitizny o Pengetalinan daan Toekoologl Scrpong, vaoe di dalasaongys
terlapal 35 (s pulady lims) aboratooiunn yang dikemnbangkan oantok
mendukung fungsi penelitian dan pengembangan berbagai lembaga
penelitian dan pengembangan di anfaranya LIPL, BATAN, BFPT, dan
Kememerian  Lingkungan Hidup o vang perlo dicevitalisasi oink
mendukung relevansi dan produktivitas Iprek. Permasalahan kedua,
saitul tduk weningka b akses mahasiswea belajor di Perguros Ulngsi,
banyak *crguruan Tinggl vang masih kekurangan gedung belajar, asilitas

dan peralatan penelitian.

Remudian, unluk weningkatkan pectouubulan ekemand  agar bisa
nmenjadi negara dengan pendapatan tinggi, Indencsia membutulikan
banryak lenaga lerampil danl berbagsl profost, Sayanguya pendulikan
profesi dan sertifikasi renapa terampil tetlambar dilaksanakan  di
Indomesia. Meskipun pendidikan profesi dokrer, atanfan, dan pengacara
sidah dilaksanakan cukup lama tetapi heherapa pendidikan profesi,
seperil prolest nising ur vinlg saalgat dibuiodibzan di lapaagan kegja saasal
schkarong bolum dilaksaiakan, heterlenubatan yang lebily parady lagi

terjadi padsa sertfibas] enepgs terampil, Satnpai sekarane ojl kowpetensi
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tlann sorlilikast lewasa crampil Dara dilakukan untuak profest dokler dean
dimulai tahun 20 14, Unmik tenaga profesi vang lain misalkan ingingar,

alkantan, dan arsirek belum dilaknlaan sampai sekarang.

Lebutulatl tenaga teratmnpil vang bersertifikat menjad lebih penting Lag
saat diberlaknlkannya Masvarakat Ekonomi ABEAN (MEA). Pada saat i,
renaga terampil vang tidak hersertifikat akan snlit notnk bersaing dengan
lernaga lersan il bersertilikat dalan mendapaticu pekerjaan. Tarlebils kagi
Jikan teegel kerjel tereaun pil neloasesiae wnluk bisa berseadng Qi lappamngan kerja
di luar negeri harus mempunyai sertitikat profesi yang tidak hanva diakui
aleh [ndoneszia tetapi juga diakui oleh negara-negara lain. ke depan,
Indonesia harns segera welakulean serlilfkast pacdon leiaga leraonpilings
agan nizan e bersaing dengan lenaga kepja asing Gl pasar lonaga kerja

doweslke s pun haeriesional,

Permnasalaban lain terkail dengan suwmber dozva pendidilean tingei di
Indonesia jugs terjadl pada Leinhags Peididikan Tenags Kependidikan
(LITURY, Seboetulnya ada dua permasalalian pekok pada peondidikaan calen
guru di LTI, Pertama adalah banvaknya jumlalh LFTK dan vang kedua
adalah  rendahnya mutun LFTHE  vang memipakan wahana untnk

meningkarkan renaga pendidilk.

Elemen ketiga adalah penelitian dan pengembangan vang ditunjulkkan
olch prodnlrivitas Iptek yang dinilal oleh dua indikator yaion paten dan
publikasi ilmiah. Berdasarkan dara dapat dilihat bahwa sekitar 9%
(sewwbil=nn pululy persen) perwobionsn Lalke palewn yang wendaliackan ke
Lircktorat Jenderal Kekavaan Intelcktual Kementerian |lukum dan LLAM
meerupakan patenn dar luae e dan sisaayd sckitae 10% (sepululn
persen]  merupakan paten domestik Tndenesiz, Hal o seeselar
mengindikasikan bahwa sampai saat ini, Indenesia masih terganmng dan
dikuasad oleh wekuologh dawd lwar dibandingkan daoi dalaan negerd
Cerclaflaran paten domestil Indenesia Jika dilibia pada CGeunbar LS dan
Tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 somakin bertambah akan torap
jumlah pendaftaran paten domestik tersebut sangat jauh jika
dibandingkan dengan jymlah pendafraran paten dari luar negen yang
uwengajukan ke Dircklorat Jenderal Bekavaan Intclekiuad Kementerian

Hukyim deny HAM.,
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iambar 1.5 Perbandimgan Paten Domestik dengan Paten Luar Neger
(sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tingg Tahun 2015-2019)

Berdasarkan Tabel 11.2, jumlah paten internasional Indonesia pada tahun
2009 sampai dengan 2011 masih jauh di bawal Malaysia dan Singapura
dan hampir mendekati angka vang dipercleh negara Filipina. Sementara
ity paten domestik Indonesia pada ahun 2009 dan tahun 2010 hanya
separuh dar jumlah paten domestik Malayvsia. Dalam hal ini Indonesia

hanva satu level dengan Filipina.

Tabel 2.2 Jumlah Permintaan Paten antara Negara-negara ASEAN dan Jepang

International Patent Domestic Patent
No Negara
2009 2010 2011 2009 2010 2011
1 Tndonesia 7 e 13 684 795 TAT
2 Malaysia 224 350 203 1.263 1.275 1.136
3 Filipina 21 14 21 [#15%+] 759 822
4 Bingapura 503 ol 143 750 RO5 1.056
5 Thailand 20 72 67 2:441 2.452 2,161
6 Vielnam 5 Q 18 a24 321 403
7 Jepang 29802 32,150 3.875 303.114 296,970 293 885

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Risel, Tekoologi, dan Pendidikan
Tinggi Tahun 2015-2019.
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Ukuran lainnya dari produkiivitas Iptek adalah  jumlal publilasi
jdolumen). Dalam hal ini, menurut Scienfific Journal Ranking (SJR),
Indonesia berada pada peringkat ke-61 dengan !H-index sebesar 112
iseratus dua belas). H-index merupakan indeks komposit dari & (lima)
indikator: (1) jumlah dokumen (publikasi) dari tahun 1996-2007; (2)
jumlah publikasi vang lavak dikutip (ettable decuments); (3} jumlah
kutipan (citations); (4) jumlah kutipan sendiri (self citation), dan (5) jumnlah
kutipan per dokumen (citations per document). [M antara negara-negara
ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam dan Filipina seperti vang

ditunjuklkan pada Tabel 11.3.
Tabel 1.3 Pubikasi llmiah Beberapa Negara.

KEutipan

Jumlah b‘:na’ulip
Peringkat | Neogara | Dokumen per Indelks-H

Hutipan Bondiri
Dohumen

ol Shngapura 145,509 144653 1.hla852 230,654 1355 268
a0 Malayaia G 18T 97018 356,918 G547 T8 125
45 Thailand H#2.209 TOLAT 521817 109 60X 10 56 L&7
61 Indonenia 20,156 19.740 146,670 16,149 1054 113
67 Vietnam 16474 L6116 1256.927 18,541 11,79 Liry
70O Filipina 13,163 12.796 141,070 13.727 1338 L13

Sumber: Heneana Strategis Kemenierian Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi
Tahun 20 15-2019,

Meskipun Perguruan Tinggi memiliki banvak sumber daya manusia
berkualitas  (ilmuwan, akademisi, peneliti), tidak semua ahli
berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang
melahirkan penemuan-penemuan baru. Upaya membangun universitas
risel masih sulit dilakukan karena beberapa kendala, vaitu: (i) banyalk
Perguruan Tinggi lebili berorentasi pada penvelenggaraan program
akademik dan program studi vang laku di pasaran (diploma, keclas
ckstensi) vang menjadi sumber pendapatan; (i) ketiadaan fokus
pengembangan institusi untuk menjadi pusat keunggulan sebagai wujud
mission differentiation; dan (iii) beban mengajar para dosen vang sangat
tinggi serta kurang tersedia waktu dan dana untuk melakukan penelitian,
Kegiatan riset yang jarang dilakukan berdampak pada ferbatasnya

publikasi di jurnal flmiah, tferutama jurnal internasional.



2018, No. 1390 30

Elemen keempat adalah tenaga terampil pendidikan tinggi. Permasalahan
pokok vang mengemuka adalah akses ke layanan pendidikan tinggi belum
merata bahkan ketimpangan tingkat partisipasi antara kelompok
masyarakat kaya dan miskin tampak nyata, masing-masing 43,6% (empat
puluh tiga koma enam persen) dan 4,4% (empat koma empat persen)
(Sumber: Susenas 2012). Kelompok masyarakatl miskin tidalk mampu
menjangkau layvanan pendidilkan linggl karena kesulitan ekonomi dan
terhambat oleh ketiadaan biaya., Kendala linansial menjadi masalah
utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin

untuk melanjutkan ke Perguman Tinggi.

Selainl itu, angka pengangguran terdidik masih cukup tinggl yvang
mengindikasikan bahwa relevansi dan dava saing pendidikan tinggi
masih rendah dan ketidakselarasan antara Perguruan Tinggi dan dunia
kerja. Pengangguran terdidik memberi indikasi bahwa program-program
studi vang dikembangkan di Perguruan Tinggl mengalami kejenuhban
karena peningkatan jumlah lulusan tidak sebanding dengan
pertumbuhan pasar kerja. Bagi Iulusan Perguruan Tinggi vang terserap
di pasar kerja, sebagian besar 60% [enam puluh persen) bekerja di bidang
pekerjaan vang termasuk kategori white collar jobs (manajer, profesional)
vang menuntul keahlian/kelerampilan tinggl dan penguasaan ilmu
khusus (insinvur, dokter, guru). Namun, sebagian dari mereka, yvaitu 30%
ftiga puluh persen) juga ada vang bekerja di bidang pekerjaan yang
bersifat semi terampil (tenaga administrasi, sales) bahkan ada juga yang
berketerampilan rendah schingga harus bekerja di bagian produksi
(bluecollar jobs). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang
dikembangkan di Pergurian Tinggi kurang relevan dan tidak sesuai

dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri.

Perguruan Tinggi juga belum sepenuhnya dapat melahirkan nlusan-
lulusan berkualitas vang memiliki daya saing mumpuni. Relevansi dan
daya saing lulusan perguruan sangat ditentukan oleh penguasaan 3 (tiga)
hal, vaitu: (i) academic skills yang berhubungan langsung dengan bidang
ilmu vang ditekuni di Perguruan Tinggi; (i) generic/ lifeskills vang merujulk
pada serangkaian dan jenis-jenis keterampilan yang diperoleh selama
menempuh pendidikan vang dapat diaplikasikan di lapangan kerja serta
mencakup banyvak hal seperti kemampuan  berpikir  kritiskreatif,

pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan
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kepemimpinan; dan (iii) technical skills yang berkaitan dengan profesi
spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agar berkinerja
bagus pada suatu bidang pekerjaan.

Elemen kelima adalah inovasi. Fakta menunjukkan bahwa pemanfaatan
teknologi dalam negeri di industri masih perlu ditingkatkan. Data hasil
survei Kementerian Riset dan Teknologi-BPPT (2011) terhadap industri
manufaktur seperti yang ditunjukkan pada Gambar [1.6, menyatakan
bahwa 58% (lima puluh delapan persen) teknologi di industri diperoleh
dari luar negeri dan hanya sekitar 31% (tiga puluh satu persen) yang
menyatakan diperoleh dari dalam negeri. Jepang, Cina, Jerman dan
Taiwan menjadi negara yang paling besar teknologinya digunakan oleh
industri di dalam negeri.

Dzlam can Luar

Negerl
%

Tidak
Menyabutkan
L1

Oalam Negeri

NN o Lus Neged

38%

Gambar I1.6 Sumber Teknologi di Industri Manufaktur.
([sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Tahun 2015-2019)

Meskipun anggaran untuk penelitian semakin tahun semakin besar,
besarnya anggaran penelitan sebelum tahun 2015 belum mampu
mendanail penelitian sampai ke hilir, yaitu penelitian yang mampu
mendatangkan manfaat ekonomi secara langsung pada masyarakat luas.
Hal in1 disebabkan hilirisasi penelitian membutuhkan anggaran yang
besar. Sebagai akibatnya, selama ini penelitian di Perguruan Tinggi
kebanyakan berhenti sampai menghasilkan prototipe skala laboratorium,
kekayaan intelektual, dan publikasi internasional. Bagaimana melakukan
hilirisasi penelitian yang telah dihasilkan oleh Perguruan Tinggi
merupakan permasalahan yang harus dipecahkan di masa datang.



2018, No. 1390

-32-

D. Permasalahan Program Reformasi Birokrasi

Dalam calkupan ¥ [delapan] program reformasi birokrasi, permasalahan

sang melclapat perbeatian dalane Ko wakoun Lo b endatang,

ieliputi:

1.

Manajemen Perubahan

hementerian Risct, Teknologl, dsm Pendidikan Tingsl merupakat
Kementerian hart vang berasal dari penggabungan dari Kementerian
Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tingei
Kementerianl Pendidikan dan keboday s, Beranjok dart kondisi
rerscbut, Kementerian Riscl, Teknoloei, dann Pondidikear Tinggl saal
ini memilikl dua daya Kerja vang horbeda, fata nilai vang berbeda,
serta  etika kerja yvang berbeda dalam menyelenggarakan
pemerintahan. keadaan seperti ini akan menjadi masalah apabila

ticlade dibagsani denggan Benar dan tepual,

Disamping itu, perlu juga mewaspadai resistensi vang timbul dari
penvaian dua adaya orgallisasi. Resisteist Gl dar pergeseran
DOLLEL Lsdllel]l pogawsal enuju @nll baeu, Recewdleroigaan seliap
oraang baliws mereka engean wualok berpindady,  bevubal, den
melangkall ke depan apabila kendisi, tempat, dan aturan saat ini
membawa keuntungan bagi dirinva. Layak diketalhui oleh pegawsai,
sefiap pernbahan tidak selaly berdampak negarf atau mamperbumi
keadaan, namin ada nilai positif, nilal kebaikan, serta kenohingan
laimiy s apabila sellap pegoaod mewaidang dengeaul wawasean dan

hikmah dari setiap perubahan.

Uik itu, maka perabalean vang sangal besar di dalam refarimasi
birokrasi ini harus dikelola dengaun baik,. Sualo wodel manajeimen
porubabizo akao dirancang daa dinmplomenlasikan sesual dolgan
kondizi vang ada di Kementerian Risetr, Teknologl, dan Pendidikan

Tinggi.
Fenguatan Pengawasan

Fingsi Satan Pengawasan Infern [SP1) pada satnan-satuan kerja di
lingkuripall Kemenlerisn Eiset, Teknologi, dan Pencidiban Tinggi
belum berpevann daay kovang dapat meljalankan naidalny s secera
optimal, Satuan Pengoavasan Intern (SP) beluwm msmpu mcnjalankan

perannya schapai mitra pimpinan saman kerja yang memberikan
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masukan dan kontribusi pemikiran/gagasan positif untuk
peningkatan kinerja secara optimal. Hasil pengawasan yang
dilakukan Satuan Pengawasan Intern (SFI) belum menjadi bahan dan
referens] utama bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil
kehijakan.

Rapasitas sumber dava manusia pengawasan perlu ditingkatkan agar
dapat berperan sebagai konsultan manajemen dan penjamin mutu.
Berdasarkan amanat Peratiran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah, Inspektorat

Jenderal dan Satuan Pengawasan lnterm (SPI) tidak hanva berperan

schagai pengawas fetapi juga membantu satuan kerja dalam hal
konsultasi dan penjaminan mutu. Namun, hal tersebut belum dapat
diwnjudkan karena keterbatasan kemampuan dan kompetensi

aparalur pengawas.

Disisi lain, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga
menghadapi masalah dalam hal kurangnya jumlah personil aparatur
pengawas. Dengan perubahan nomenklatur Kementierian, postur
organisasi menjadi lebih besar, namnun tdade sebanding dengan
sumber dava manusia aparatur pengawas.,

Belum dapal diselenggaralkannya kegialan pencanangan (launching)
Zona  Integritas  meindju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBEK) di
lingkungan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
secara menveluruh. Pencanangan akan segera dilaksanakan sebagai
wujud komitmen vang tinggi dari jajaran pimpinan Kementerian
Risel, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mencegah tindak
pidana korupsi. Namun demikian Kementerian Risel, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi sesungguhnya telah melakukan berbagai program
untuk mewujudkan Zona Integritas tetapi belum dilakukan seremoni

PENCATATIGANTIVA.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi vang dilalkukan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014, bahwa sccara
umum penerapan manajemen kinerja menunjukan kecenderungan

vang semakin baik dan bersifal implementatii sampai ke level

2018, No. 1390
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cperasional. 1lal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah

pengulkuran kinerja, khususnya indikator kinerja.

Provistinal ldikator Kinevga Uaima el dikakalan selagai akoran
kincrja farmal. Upaya penvempurnasn  indikator kinerja  telah
dilakukan, namun reviu terhadap indikator kinerja tetap perlu
dilaltnkan secara ferus mencrns ank omemastikan  tersedianya
nkuran kinerja yang lebilh relevan, tembkur dan cuknp nnmbk
e presetilasikan tercapai atan tdaknya (njiiany, sasatan dan jugas

brasil [owkcomea) vang elaby direncanakal,

Hal vang peria diperhatikan dalam perumisan dan penvempirnaan

Concd ibcza b By Dt ankara laine

a. relevansl antara indikator dengan kinerja ntama vang akan
cdiwnjudkan; dan

b penelapan Largel Indikator Kinerja Tt perla
mempertimbangkan basis data yang momadal schingga simpulan

pengukuran mengganibarkan capaian yang wajar.

Selaving iton gaal i dengan elaly ditelapkanyag Peesioran Menteri Riset,
Teknolegl, dan Mendidikaon Tioggl Nower 15 Talwnn 2013 tentang
Organisusi dan Tala Eega Kemenlerian Riscel, Tokuologi, dam
Peoeidikan Tinggi, naman beliim oada Porathiran Montord yang
mengatmr  pelaksanasn Siatem Aknntabilitas Kinerja  Tosransi
Femerintah [S8ARTP] pada nnit kerja dan satuan kerja di Kementerian

Risel, Teknelogs dan Pendidilean Tinegl,

Fengnatan Kelembagaan

Penggabmngan dua il ceganisasi, Remenlerion Kisel dan Teknologi
dan Liicklomml Jenderad Ponddidikan Tinggl Kewmeniierizsan Pendidikan
dar kebudayaan, pada heimenlerian Riscl, Tekaologl, dan Pendudikan
Tinggi masih menyisakan persoalan kelembagaan. Desain orpanisasi
vang dirancang saat ini helim aptimal menjawab kebnmihan
organisasi vang ideal. Akibatnea wasih terdapad Gowpang tindib Lugas
e fungsi pada unidl kerja pada ol wlzana scrta masil terdapeliga
besaran organisasi uldl pelabssoe eknls veang Gdak sesiai dengaa
beban kerja yvang harus dilaksanakan, Dalam tataran implementasi,
masih terdapat beberapa program/ kegiatan vang dilaksanakan tidak

sesital dengan migas dan fngsinva, terdapamya ketidakscimbangan
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beban kerja antar bagian, serta kurang berimbangnyva penjabaran
tugas dan fungsi ke dalam progranm/kegiatan penvusunan norna,
standar, prosedor, dan kritleria dibanddingkan dengan

program f kegiatan tasilivasi.

Penguatan Tata Laksana

Tralam Didlanyg tana laksaim masihe ditennid eberagp pelaksaiiaan
program dan kepiatan di lingkungan Kementerian Riset, ‘Meknologi,
dan Pendidikean Tinggl Lelion sepeindunya didasackai atas prosecdure
veudg babou dean lerstauidarisasi. Hal il berakibal pada Loy aiaey youig
scharusnya dapat dilakukan seccara copat acringkali hamus berjalan
LUlpa, PIoscs yallg pastl karons erdapal sistewn et lksao yaag
tidak haik, [Fencrapan  e-Government iclahl  dilaksanakan pada
beberapa layanan Komenterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggl, namun demikian  pemanfaatannva belum efektif efisien, dan
terintegasi dalanmt samm sistem. Selain ito manajemen kearsipan
berbasis lekuologl nfonuasi dan kowoanilasi (PIK) belun Degalan

betike e Belumn ditcrapkan di seme, wnl wilaooa.

Pengnatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Bumber daya manusia Rewenterian Bisel, Teknologi, dan Pendidikan
Tirggl wasih behun wemenuln jumlaly vallg  sesual uniuk
etjadanikany Tusesi orgarniisasi. Dhliogaon deat aspek Lan, e pegawal
vange ada di kementerian Risel, Teknologl, dan Peodidiksaon Tiogei
berbeda dengan kualitas individu vang berbeda dari segi pendidikan
maupun kempetensi lainnva, Sumber dava manusia Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara knalitas kurang
memadai, masih ferdapar kesenjangan  anfara  kuoalifikasi dan
kompetensi  dengan kebumhan  organisasi,  belnm  akurmmnya
peEnempatan pegawai sestal dengan kempelensingg, serta beluin
cloklilya  sislem penegelolaaa kepegonvalan berdasauksan Kineja,
Pornuaesadatizoy lainnea levkaat dengaa dalafindorinasi kepoegaweaia,
vaknl kuranguya  kesadaran  dan partisipasi undl kerja dalaan
mengelela data-data kepegawaiannya schingga berpengaruh pada
tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan
pemanfaatannya secara terpadn, Sementara i, kemenrerian Risef,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggl belnm memiliki sarana pendidikan
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dan  pelatilia yaue dapal diguuakan atnk peovelenggaraan

poladibzu dan pendidikean bagl pegawal.

Pengnatan Peraturan Perundang-Undangan

Masit ada peraluran pernnudang-iarlangan LDidaig Riset, Teknologi,
danr Poadilikan Toggl yoae beloon baomnonss, beluin adaaea peta
poratuan peruilidang-undangan veanlg dibutolikaon, wesile adlaanyz
peraturan peruridang-undangan vang telah selesai masa berlakunya
tetapi belum ada peraturan pencabutan atau penggantinya, dan
masih terjadi implementasi peraturan permmndang-undangan yang
tidlale =esual dengan larapann. Selaill Ny, peraduiall-PperEairEnl vailg
taasit divndangkan aias tea Menteri Pendidikao dan Bebidayaai,
poerlu dilakukan perababian nenjadl peraturan yaog ditidangkat
atas nama Menteri Risct, Teleneologl, dan Pendidikan Tinggi. Scgala
perjanjian . yvang  berkaitan dengan Ponddidikan Tinggl dengat
KemanterianfLembags  lain dan Kemenfarian  Pendidikan  dan
Kelmdayaan sebagail hementerian vang bertangguing jawab, perln
merubsady perpangian wenjadl di Doovaly aulgan Keseoterian Rised,

Teknologal, dany Peididikan Tiogyd

Peninglkatan Kualitas Pelayanan Puhlik

Kemenleriann Riset, lelawlogi, dan Pendidilean Tinged elal mewiliki
letyanpznn nngeulao yaog dapal dinikmeol oleh pemingku kepentingan,
kKhusnsnyva mahasiswa, pondidik dan wenaga kependidikan, pencliti
domestik dan asing, pergurian fnggl, dan satuan pendidikan
lainnya. PDengan berbasis web ataupin layanan manual, Kementerian
Fisel, Teknologi, dan Pendidikao Pinged telahn melasan Dechagai
wacenl kebubond e poinangko kepentingan, Naooon dennikiazg, secsrs
ummuil kuealitas pelayanan publik wasi Delu dapat dikatakan

cptimal dan scsuai dengan standar pelayanan publik.

E. Upaya Mengatasi Permasalahan

kemenerian Risel, Tekinoleei dan Pendidikan Tinegi melakolean Deberam

perclekatan dalaon upsara engsdasi poenuasalabion scsoal kovidor

vetornzsi bivokasi, sclibgea Liasil vanp dilisrapkan dapsl diaplilasiloars

dan mcndukung kinerja pelaksansan reformasi hirekrasi nasional

Adapun langkah-langkah pembenahan vang akan dilakukan:



1.

-37-

Manajemen Perubahan

Kegiatan vang dilaksanakan dalam rmang  hingkap  manajemen
perubatean sebagal langkah pembepahan melipndic 1) penanusan
rencaiil mersjemesll  perubabagg; Q) peugelolaaf pelakesaiinam
porubabizar; 3 poimgusian hasil peralzdizar ) omeinbusd perobetian
borkelanjutan; 3 peugembaigan nilai-nilai untok wenepakkan
integritas; dan 6) peombentukan agen perubahan vang dapat

mendorong terjadinya pernbahan pela pikir.

Tabiapany dalaat periinusan rencalia anajenieln perubalien melipudd:
a)l melakukan pemetaan terhadap pemangko  kepentingan;, b
mengidentifikasi resistensi atau penclakan: ¢ mengenali besaran
peribahan vang  ditnginkan; d) mealaknkan  asesmen kesiapan
organisasi nnnk bernibah; e) mengembangkan strategi perubahan; f)
mengem bangkan  strstegl komwonikash, gl owenunuskan dan
mendofinsilkan struktur barw, dan L) mengembaoogkan stralegl
puladitn,

Tahapan dalam pengelolaan/ pelaksanaan perabahan melipard a)
menglilegrasikan peta jalan kenenterian delgan strateel perubalian

darn stralegl keanvkas, dan b)) mengelola resistensyf poclakan,

Nengan menjalakankan segala mekanisme dan prosedur kegiatan
pada program maajenen pernbaban, dilarapkan segala persoalan
erkail budeya kerja daar rosistensi dapal disclesaikan,  Prograo
wangjeneil  perubalian megadl salaby salu laklor  subkscsiya
pelaksanaan retermasi birokrasi dan dimaksudkan untuk membantu
meningkatkan capaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birckrasi

secara efekrif dan efisien.

Penguatan Pengawasan

Fembenahan di hidang pengawasan perln mendapat perhatian dan
penaugaan  secard serjos, Dilituhikan kerja keras oantok
mem perbaiki dan menvelesaikan perscalan yang menvangkut dengan
kekiiangan joinlah apacaing pelgawas, penitgkaian kapagiiasn
kornpreternsh, danl Kensn pusn aparaliyy peigawss,

Melalni reformasi birokrasi, penpuatan pengawasan teras melakiukan

Lipasave penbenabizn otk neetwsapai tojoan organisasi vang elisien

dat elekl serta taal pada peraturarl, Disaoopiog ilu, wrbeniukoya
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pengelolaan keuangan negara vang andal dan terpercaya. Upaya
pembenahan yvang perlu dilakukan  dalam  area  pengnatan
pengawasan eliputis 1 pembaneoaan unil kecja ook menperoleh
predikar menujn Wilavah Bebas dari Kompsi (WBEK)) Wilavah
Hirakrasi Beraiby dan Mekaoand (WHBM], 2} pelaksanaan pengendalian
gratifikasi, 3) pelaksaan whiistleblowing system; 4) pelaksaiizan
pemantauan benturan kepeontingan: 5) pembangunan SPIP; dan 6

PUIRATLEAIIEAT Poenigad wan wasyvarakat.

Penguatan Aluntabllitas Kinerx{a

Beberapa langkah penguatan akuntabilitas kinerja di Lementerian
Risct, Teknologi dan DPendidikan Tingel vang scdang dan akan
dilakukarn:

a. sehinbungao dengan elabe ditetaplannya Peraiurs Menteri Rised,
Tekinoloed, dan Peidlidiksar Tinggl Noo 15 Tabon 2015 tentaag
Organiisasi dan Tala Kerpa Kewenlerian Rigel, Teknologs, duan
Mendidikan Tinggi, maka perln adanva revisi terhadap Perjanjian
Kineria (PR} 20015, Indikator Kinerja Utama (TR} dan Rencana
Kinerja Talmnan (RKT) 2015;

I, menumnkan indikator kinerja kementerian hingega ke level
ndividun;

oo menynsnn Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi untuk  dismpaikan kepads Kementerian
endayagulizan Aparvalur Negara dan Helorisash o Bivokoasi,
Kementerian Keuangan dan Kementeorian  DPerencanaan
Pemnbangunan Nasionalf GAPPENAS,

d. menctapkan Poganjian Kinerja [PR) secara berjetgang pada anit
kerja dan satuan kervja unruk dissmpaikan kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

&, menyusan Perabaran Menterd lentang Sislent Akantabilitas
Kineja lstansi Powerintal di kewentlerian Escl, Teknologl dan
Pendidikean Tinggi.

. wenyelenpgarakan workshwp  Siswenr Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintaly vang diikoti seluruh satuan kerja mandiri
dadain rvanpks SIDCTRL IAECICT] Kineja dJdan JHeeiatHn

akunrabilitas linenja;
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g reviu dan revisi Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidilean Tinggi Tahun 2015-2019, serta indikator kinerja;

l. pengembangan sistem informasi perencanaan dalam rangha
pemantavan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik
dan anggaran unit kKerja dan satuan kerja mandivi; dan

i. evaluasi dan asistensi ferhadap laporan kinerja (LAKIP) saiuan
kerja dan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja (LAKIP)

untuk satuan kerja baru.

Penguatan Kelembagaan

Penguatan Kelembagasan  dilakukan  melalui evaluasi  dan
restrukturisasi kelembagaan dengan menitikberatkan pada penataan
tugas, fungsi, dan organdsasi unit utama dan unit pelaksana teknis
dengan pembagian kewenangan yvang jelas antar masing-masing unit
kerja. Penguatan kelembagaan pada unit lembaga teknis ferutama
diprioritaskan pada penguatan lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta (Kopertis). Grand design penguatan Keordinasi Perguruan
Tinggi BSwasta (kopertis] dilakukan dengan merestrukturisasi
organisasi menjadi Lembaga Lavanan Pendidikan Tinggi dengan
menambah kewenangan, anggaran, dan peningkatan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia melalui integrasi dosen-dosen
Perguruan Tinggl Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta,

Penguatan kelembagaan mengacu pada visi dan misi Kabinet Kerja
2005-2019 (Nawa Cita] serta EPJMN dan rencana  strategis

Rementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Penguatan Tata Laksana

Dalam penguatan tata laksana, pembenahan dilakukan dengan: 1)
perluasan penerapan e-Govermment vang terintegrasi dalam
penvelenggaraan pemeriniahan dan pembangunan; 2) penerapan
efisiensi penvelenggaraan pemerintahan; 3) implementasi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik; dar 4) penerapan sistem kearsipan vang liandal.

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Pembenahan yang ingin dicapai di bidang Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur adalal terciptanva SDM Aparatur vang
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wemilikly kownpelenst dan berkinega logel. Molala poanngkalan
kompetens siimher dava mammsia ita diharapkan diporoleh sumhber
dava manusia yang memiliki profesionalisme kerja dengan mengacn
pada standar kempetensi minimal dengan menjujung tinggi nilai-
tila ncralilas {kejujurar, keseliaan, kennitmeL) wella
metgenbangkan Ludayva keja, nilad-nilai kerjo dan perilaka positiln
Untuk  itg, laogkaly pewbelsdeo yvong dildkaben  melipotis 1)
perbaikan berkelanjutan sistcml percncanaan kcbutuhan pegawai
Aparatur 3ipil Negara; 2) perumusan dan penetajpan kebijakan sistem
rekrutmen dan scleksi sooara transparan dan horbasis komperensi; 3)
permmnsan dan penstapan kebijakan sisteam promosi secara terbnika;
4] Perummsan dan penstapan kehijakan pengembangan assessmerit
cetder, D) perunlusan dan penclapan Kebijpokoor peniladan Kinelja
pogawai vang sclaras dengan indikater kinerja lementeorian; )
perumusan dan penctapan  kebijakan remunerasi berdasarkan
penilatan kinena pegawai; 7] pomtimsan dan penctapan kehijakan
retuard euried punihsmeri Lerlases Kuena, ]|
pembangunany pengenmbangan sisten informasi ASN, 3 perammsan
datl pernetapan kebijzkatr sistem pengkaderay pegawal ABN, 10)
perumusan dan penctapan kebijakan penanfaatan/ pongembangan
data base prolll kompelenst calon dan pejabal lnggl ASN, 11)
permnszan dan penctapan kKehijakan pengendalian kualitas diklacg
1'2] penerapan sistem promosi secara terlnka,  komperitif, dan
herhasis kompetensi; 13) menvusun dan menetapkan pola karier
pegawad ASBN; 1) peupgokuraa gap compelency allbard pellsaigku
Jebatany dan sy:aal kompetensi jabatany; dann 15) pergoalaan sistei

dan kualias pendidikan dan pelatibian untuk mendukang kinerja.

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Penguatan peraduran Perundang-undangan di linekungan
Remeieiian Fiset, Tekuologl, dan Pendidikan Tinggl dilakukan
maelalni: 1) evaluasi socara berkala berbagal porarmran perandang-
mulangan  vang sedang  diberlakukan; 2] menvempumakan/
mengubah berbagai peraturan perondang-undangan vang, dipaidang
tidlak  relevan lagi, Gonnpeaang ladiy, sau dishaomonis  dengan

peratian perotclang-undamgan baing dan J) melaknloan deregulasi
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untuk memangkas peraturan perundang-undangan vang dipandang

menghambat pelayvanan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang ingin dicapai adalah terselenggaranva pelavanan publilk
vang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau. Untulk
itu, dalam program ini, pembenahan dilakukan melalui: 1) penerapan
pelayanan  satu atap (Unit Lavanan Terpadu); 2] percepatan
pelayvanan, misalkan layanan penyeteraan ijazah menjadi maksimal
15 (lima belas) hari; 3) deregulasi dalam rangka mempercepal proses
pelayanan; dan 4) pembangunan/pengembangan penggunaan

teknologi informasi dalam pelayanan.

2018, No. 1390
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III. AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Melanjutkan reformasi birokrasi yang ielah dijalankan pada periode 2009-
2014, hementerian Kiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berkomitmen
meneruskan program reformasi birokrasi periede 2013-201%. Keberlanjutan
pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yvang baik. Hasil-hasil vang telah diperoleh dari
pelaksanaan reformasi birckrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi
pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjuinyva. Karena ita,
pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan penguatan dari

pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan selanjutova.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan 8 (delapan)
program area perubahan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri
Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
20015 tentang Road Wap Reformasi Birokrasi 2015-2019. Pelaksansan 8
(delapan)  program  area perubahan  reformasi  birokrasi  diharapkan
menciptakan kondisi yvang kondusil untuk mendukung pencapaian sasaran

reformasi birokrasi.

Tarcigtanys budaya kerja posiil yang kondusif kegh
terciptaryn Dirokrasi yang bersih dan shutnbel,
afektl, den efeiea seris masspo membean
pelaynnan yeng berkusiitss

[ | 1. MANAIEMEN PERUBAHAN

I AT : ki vand

2 PENGUATAN SISTEM PENGAASAN H- Ao

Bargkrast  leblh  berkinerin  dan mamgu

3 PENGUATAM AKUNTABILITAS mempertanggnpewebben  Kinedanys  sesusi
'E | KINERA dengan segala SuETher Surmber ¥ang
B diperpemhnrmyy
ﬁ | b Tercipteryn bodeya/peviisio yang lebil koadusd
| 4 PENGUATAN XELEMBAGAAN w dafam upays mewjusdkan birokrash yang efekidt
E neflsien %
2 Beendorong etmiens penyelenggarnsn i"
& | 5 PENGLATAN TATALAKSANS » pemerintahen dan pelayandn, skalgu Jugs setuk | 2
a _mengubah mentel sgsretur =
g 6. PENGUATAN SISTEM MAMAIEMEN |\ Sisten  manajestan  S0B0  yang  mamgu |

SDM APARATUR rhmpghasiiican pagui yang prietions|
7. PENGUATAN PERATURAMN Sixtern peratwan perundang-undangen yarg b=bih

PERLINDARG-UNDANGAN whaktil dun ¥

| B PENRIGRETAN KUALITRE PELETLRAN PUBLID

& P gustan iy s folalu e Mandorong  perubshan  profesionallsme
tmwlhﬂdlhm.nl para “i' 3 =) sarta

i | sxpeidictur ﬂ —
& inghathan kualitas polay

| d.Huﬂ:lliw:liMl‘-

CGambar 111 Program Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pada bagian ini, setiap program arca perubahan akan dijelaskan agenda
kegiatan secara terperinci, mencakup pencapaian program dan kegiatan
vang telah dilaksanakan, rencana aksi vang akan dilaksanakan dalam
periode reformasi birokrasi 2015-2019, kriteria keberhasilan masing-masing
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rencana aksi, agenda prioritas, wakto pelaksanaan dan tahapan kerja,

DENANZEILE iy, Sert Pelrsle anggaiell,

A. Manajemen Perubahan
keberhaszilan pelaksanaan Reformasi Birckrasi didukung salah satunya
dari kemampuan dan kemauan organisasi nnmk melakukan peribahan.
Fertibahan dapat dilaknmkan pada berbagai aspek sepertl, snmber daya
manusia vang berkinerja, peribahan proses bisnis vang lebih simple dan
etekil, hinges pervubalian pola pikic dan bodava kerja pegawar, Upaya-
wpava untuk welakukan poerubabea diladoukean saaara lain dengan
mencraphkan konsepy mwanajemcn porabalioog, vang  diaralikoan pada
perbangunan komitmen dan partisipasi aktif seluruh pegawai dalam

mendukung program Keformasi Birckrasi vang dijalankan,

bMenajoinen perabalizag atan chonge management ook poigekolizig
suinber dava dadain rangks: wencapa ujusa organisasi dengan kinerja
vang lebih baik. lYcrubalhian merupakan pergescran organisasi daci
keadasn sekarang menuju keadasn vang diinginkan. Dalam crganisasi,
peribahan rersebut melipubti struleoar, proses, orang, pola pikir, dan

budayva kerja.

Satu hal penting vang micnjadi serotan dalam pelaksansan organisasi
vang ideal adalah penvelenggaraan tata kelela pemerintahan yang baik,
cfekiif, ofisicn, dan wpat fungsi. Komenteriom Riser, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi menvadar sepermhnya bahwa aspek 1ata kelola
pemerintahan vang haik mernpakan landasan awal bagi kesuksesan
tercapaiin g visi dan sl organisasi. Meooanl, lzeoas diakood jugs,
lantlangan rane dilidlapn organiisast sangallahn beral scwiing dengens
perkembangan dan kewmajuan nasioual dan global vang wenanial
organizasi harlls mampu heradaptasi dengan copat fethadap periibahan-

perubahan dan kecenderungan baru yang tegjadi.

Relorinast birokizst dibsopapkasa akan meujadi pendorong peroabsdiz
untuk wembaws Kemnenerian Risel, Tekoolog, dan Pendidika Tioggi
bergeser atau bergerak dari kondisi saat ini menuju ke keondisi yang
diharapkan. Karena itu, perubazhan vang dikelela secara holistik,
rerstialzmr, dan herorientasi hasil akan sangat membanil organisasi, tim
kerja, individa fstar di dalamnya dalam menjalani *masa rransisi™ mennjn

kandisi hirokrasi vang diinginkan.
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kecendermngan vang diharapkan olehh masyarakat dalam menvilzapi
perttbalean glodsl adalabh lerselengparanya pelavaasan publik secara
primea, dengal berpedomean pada stancdar lavanan publik vaog didelapkan
poerintah. Penyclengeaaan pelay anea publik yaoue baike meigadi davsanr
pPorubalian dia kKelola pelavanenr o vang lelall cleklil den chsicnn.
Fomanfaatan teknalogl imformasi dan komminikasi {TTR) mempakan salah
satu solusi perbaikan pelayanan publik, sehingga akan mempermudsah
proses, mempersingkar waktn, menghemat hiava, dan mengoptimalkan
sinnber  dova, Layaman vawg  berbasis Teknologn  lalormast doaa
Roununikasi (U1K menyetsabkan pertdsahong pola kerja dan pola pikie yang
lebih sistemis, Untuk itu, meoiminl keteladanan dan pemalizona dard
pegawai hementerian Riset, I'cknelogi, dan 'endidikan Tinggi terhadap
tugas dan fungsinya sebagai abdi negara yvang menjunjung tinggi sikap

profesionalisme dalam melavani masyarakat.

Porubalegy sebagaimans sang diinginkan dalay refoast birekrasi
bulkanlal prosces yaung sederliana. Poubatian berpelusae menanculkan
resisleiisl pada individa 1 deadaan orgainsasi. DPolceiisl resisienst bisa
mimenl dan menvebar dalam lingkan pola pikir, budayva kerja, dan
pertibahan sistem. Apabila resistensi dibhiraukan akan menghambat
perkembangan organisasi dan program kerja organisasi. Adapun kondisi

valg diliada)pl saal b welipull:

+  pola pilar (mind-sef): pogawal Kementavian Risct, Teknologi, dan
FPendidikan Tinggi bhelum sepenuhnyva mendukong arganisasi yvang
efisien, eflkiil, prodokil dan professional, Selaine ito pola pikie
pegawal vang Lerovienlas: wekaau, lokus pada kKinerja vaog baik,
danl pencapslan hasl (oudoome) masil perlu dilingkalksan

«  budava kerja [culture-sef): pengpabungan Kementerian Riset dan
Teknologi denpan Dircktorat Jenderal Pendidikan Tinggl entunya
bukan hanya sekedar pengpalmngan secara organisatoris, tapi juipa
peoged bungan budavn kerja. Kedia organisasi sebelotoniiva lelah
e iliki pealia deuy budaya kerja sendivi-sendivi, dime s secars i
keduarnra mewniliki silal belum beronientasi  wcelayani,  minin
prmberday @an, condderung lambal dalam penganlialan keputosan,
masih bersifat tertutup, dan belum berintegrasi.

+  perubalpa sisten (Systefi-sed]: keselurulian sistem yvaug dijalsaakon

saal i1 tasih borsifal stand alome, el sl inlegrasi anlan sistenn,
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Sebagai contoh, sistem pengelolaan kinerja Kementerian Fiset dan
Teknologl hingega saat ini masih digonakan dalam penilaian kinerja
pegawal eks Kememerian Riset dan Teknologi. Begitu juga di
LrirektorarJenderal Pendidikan Tinggi, dalam menilai kinerja pegawai
ot meengguia ke sistem sebelimunya, Hal o Berlako jugs wnink
slstemn lainiva sepertl pengelolasn keusngan, peogelolaann absensi,
dlirl selersiy .
Oleh karena itu, diperlukan pengelelaan terhadap perubahan secara
berjenjang dan memveluruh dengan melaksanakan reformasi birakrasi di
Kementerian  Riset, Teknologl, dan  Pendidikan  Tinggi.  Program
mangajemean pambahan menjadi salah sam faktor rerhadap suksesnya
pelakssnp relormasi bivokrasi dan mewbanta pelaksaonn birekrasi

secala clokiif dann clisicn,

1. Capaian

Kemetilerian Hisel, Teknologi, dan Pendidikean Tinggi telah melakokan
borbaged kegialan guna meliciptakall pola pikic (mind-sef), budaya
kerja [cuiture-set], dan perubahan sistem [sysfem-sef] yang cfelktif,

efisien, produlktif, dan profesional, antara lain:

A, lerbitlvs Peroinran Menterd Risel, Tekonologi, dan Pendidikan
Tinggi Nemor 13 Taliun 2013 lentang Crganisasi du Tala Kevja
di Lingkungan kementerian Risct, Tcknolegi, dan Peondidikan
Tingel. Kemdian dilarngjuikan dongan ponasiaanl pegawal scsuad
dengan migas dan fungsi organisasi vang mencerminkan visi dan
misi Rementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

l. pembentukan Tim Eeformasi Dirckrasi yang disesuaikan dengan
kebuituben organisasi, sesual delgan Sk Meteri Rised, Tekiuslogi,
dant Pendidikeann Tingal Nowor S39M A hp /2015 tanggal 21
Citlobier 20135 tenlaag Thn Kefornnast di Lingkungan hementerian
Riset, Teknolegl, don Pendidilean Tinggl,

. pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birckrasi
Kementerian Risct, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi pada bulan
Juni tahut 20135

d. penvusanan dan panetapan nilai-nilai (valies) Komenerian Riser,
Telinologi, dan Pendidilkan Tinggi,

e sosialisasi budava anti koriipsi, melalui media poster, spanduak,

e Ladnn-Badnn; (lao
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peniunukkaay wodel panutan (rode model] pengembanigsaun Doy o

kerja Kementerian taliun 2009-20 14,

2. BRencana

Fencana aksi yang akan dilabksanakan pada program Manajeinen

Peruthahan tabun 20105-2012 mermipakan lanjutan dan pelaksanaan

Frogram Manajemen Pernbahan tahan H009-2014) dengan heberapa

maxliMkasi, vaila:

A.

LN

d.

cvaluasi terhadap pelaksanaan rugas Tim Reformasi Bivokorasi

vang secara herkala untnk mempercepat pelaksanaan reformasi

hirokrasi di Kementeriai Risel, Tekoeodogi, dan Peodidilean Tinegi;

pengembangan nilad-nilai unoak wenegakkan inlegritas;

pembeniukan agen perubalizan yeulg dapal imendorong terjadiongya

perubahan pela pikir; dan

pembangunan sistem informasi reformasi birokrasi.

Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan vang dicapai sebagai tolok ukur ferlalsananya

rencana aksi, vaito:

A.

pengembangan nilai-nilai antuk menepakkan iniegritas:

1)

2)

4

terciptanva budava kerja Kementerian Kiset, Tekneclagi, dan
Pendidiltan Tinggi;

Lerlalesanen iy sosialisasi danl inlerialisas] vis, misi, da nilai-
Liilad (raties) Kemenciian; dan

terwujudnya kendisi harmonis dan sinergi antar peogawai dan
terbentulnya integritas  terhadap Kementerian Riset,
Teknrlogi, dan Pendidikan Tingei melahii pemalkaian seragam

Lewenlerian Risel, Teknologl, dan Pendidikan Tiogel.

e bentukan agen pernbaliean yvang dapat mendorong tevjadinga

perubalizul pala pikie:

1)

2)

terbentuknya agen perubahan (change agesf] di organisasi
Rementerian; dan

rerlalisananya agenda kepiatan Kevolnsi Menral Instansi,

e bangiiat sistem informasi reknnass Dirokrasi:

1)
<)

Lersedisnya sistemw horinas] veloviasi birokrasi,

Lersedisnya Wwiaga leraunpdl peagelola sistein infooness; dan
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2} termutakhimya bahasan di dalam sistem.
Indikator hasil (ewteome) untik mengukur arca perubahan ini
merupakan Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggl dengan target-target per tahun
sebagai berikul:

Tabel 1L 1 Indeks Capaian Reformasi Birokrasi,

Tahun Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks
47 %% T% TH% BO%h O0%
Capatan

Agenda Prioritas

Agenda  prioritas vang menjadi  kegiatan program Manajemen

Perubahan, meliputi:

4, lerbentuknya agen perubahan Kementerian Risel, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tahun 20135-201%;

h. perumusan budayva kerja sesuai dengan kebutuhan hirokrasi
ideal; dan

. sosialisasi dan internalisasi kegiatan Program Manajemen

Perubahsan.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program
Manajemen Perubahan untuk tabhun 2015 sampai dengan 2019,
sebagai berilut:
a. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas

Tabel II1.2 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengembangan Nilai-

nilai untuk Menegallan Integritas.

Tahapan Kerja Walrin

Perencanaan

Pemictaan terhadap pemangku kepentingan Februan 2018

ldentifikasi budava kerja Kementerian  Riset, Februar s, Mavet 2016

Teknologi, dan Pendidikan Tingei saat im

2018, No

. 1390
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Tahapan Kerja Waktu

Identilikas awal resiskens: lerhadap budayva kerja

baru dan harapan pemangku kepentingan

Melakukan pengukuran  terhadap besaran

perubahan

Pengembangan

Merumuskan nilai dan budaya kerja baru sesuai

kebutuhan hirolrasi ideal

Merumuskat strategl komunikast dan steateg

Manajemen Perubahan

Implementasi

Melaksanakan sosialisasi  dan  internalisasi
Budaya Kerja dan reneana perubahan dengan
menentukan matert, metoda dan tata cara yang
tepat dan efektil kepada pegawal Rementenian

Risel, Teknolopgl, dan Pendidikan Tingg

Implementasi dan penerapan  Budava Kerga
segual tata milal Kementenan Riset, Teknologs,

dan Pendidikan Tinggi

lyplementast strateg dan rencana perubahan

Evaluasi

Evaluasi terhadap  penerapan Budaya Kerga

Kementerian Figet, Teknologi, dan Pendidikan

Tinegi

Melakukan pembaruan terhadap  strategh dan

rencana perubahan yvang tidak relevan

Melakukan diagnosa terhadap kesenjangan dan

mengslols penolakan

Mengimplementasikan tindakan perhaikan

Apnl 2016

Merad, Juli 20106

Agustus 2016

September 2016

September 5.d. Oktober
201a

2016 - 2019

2016 - 2018

2016 - 2012

2016 - 2019

2016 - 2012

2016 - 2019

pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong

terjadinya perubahan pola pikir

Tabel IIL3 Wakin Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembentukan Agen
Perubahan vang dapat Mendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir.
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Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan

Pemetaan pegawal potensial Kementerian Riset, Maret 2016

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Identifikasi tugas dan fungsi Agen Perubalian April 2015
Pengembangan

Perancangan tugas, f[ungsi, dan sosunan Mei 2016

orgamsas Agen Perubahan

Penyusunan struktur organisasi Agen Perubahan Mel 2016

Penyusunan tigas-tugass Agen Perubahan Mei 2016
Implementasi

Fembentukan Agen Perubahan Juni 2016

Sosialisasi Agen Pershahan

Pelatiban bagi Agen Perubahat

Pelaksanaan tugas dan fungs: Agen Perubaban

dalam penyebarang *Virus Perabahan®

Pelakaanaan agenda Revolusi Mental Inatansas

Evaluasi

Evaluasi kinena Agen Perubahan

Evaluasi keberhagilan Agen Perubahan

Menginplementasikan tindakan perbaikan dan

membuat langkah tindak lanjut

Juli s.d. Agustus 2016

September s d. Oktober
2016

MNovember 2016 s.d,

Desember 201%

Jumi 2016 a.d

Desember 20149

Movember 2016 a.d,

Desember 201%

Movember 2016 s.d.

Desember 2019

Mowember 2016 s.d,

Deasmber 20149

c. pembangunan sistem informasi reformasi birokrasi

Tabel IIT,4 Wakiu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembangunan Sistem

Informasi Refrmasi Birokrasi,

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan
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Tahapan Kerja Waktu

Identifikasl Proses Bigmis/Standar Operasional Maret 2016
Prasedur [SOF Alur  Informasi  Pelaksanaan

Reformas: Birokrasi

Pengembangan

Penvasunan Draft Peraturan tentang Kewajiban Aprl s.d. Me1 201G
Penymmpaian  Proses dan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Reformas: Birokrasi ke Pusat Informas
Implementasi

Pengembangan Sistem  Informasi Reformasi Junts.d, Juli 2016
Hirokrasi Kemenlerian  Risel, Treknolog, dan

Pendidikan Tinggl

FPengisian conbent sislem informas BB Apgus 2016 s.d Desember
2019
Pergembangan Sistem  Informasi  Komunikasi September 2016

Pegawai  Kementerian  Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

Fembentukan Lavanan Informasi Reformasi Oltober s.d, Novemler

Birakrasi 2016
Evaluasi

Evaluags efektivitas sistem informasi yang telah November 2016 s.d.

dibangun Desember 2015

Evaluag muatan informasi yang masuk kedalam November 2016 s.d.

s1atemm Desember 201%

Mengimplementasikan tindakan perbatkan dan November 2015 s.d,

membuat langkah tindak lamjut Dezember 20149

6. Penanggungjawab

Mengingat besamya cakupan aktivitas dan pentingnya Manajemen
Perubahan, maka strukiur dan susunan m dalam melaksanakan
program  Manajemmen  Perubahan  harus  dapat  mencerminkan
Echutuhan  tersebut,  Berikutl  susunsan  organisasi Manajemen

Perubahan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
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2018, No

Tabel II1.5 Penanggung Jawal Manajemen Perubahan.

Posisi Jabatan Struktural

Sponsor Program

| Program Spornsorship)

Penasihat
{Adivisar

Manajer Prograim

[Program Managementy

Maonager Proyek

| Praject Managemeni)

Manajer Provek
| Project Managemeni)

Menter Risel, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggn

Sekretaris Jenderal

1. Inspektur Jenderal

2. Direktur Jemderal Pembelajaran  dan
Kemahasiswaan

3.  Direktur Jenderal Kelembagaan [lmu
Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

4, Direktur Jenderal Sumber Daya [lmu
Fengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

5. Direktur Jenderal Penguatan Hiset dan
Pengembangan

6. DMrektur Jenderal Penguatan Inovasi

1. Kepala Biro Perencanaan

2. Kepala Boo Sumber Daya Manunsia

3. Kepala Biro Kenangan dan Umum

4, RKepala Bio Hukum dan Organisasi

5. Repala Biro Kerjasama dan Komunikasi
Pulblik

6, [Kepala Pusat Data dan Informasi mu
Pengetalhuan, Teknelogi, dan
Pendidikan Tinggi

7. Repala Pusat Penelitian, Tmu
Pengetahuan, dan Teknologi

8. HKepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

9. Sekretaris Inspekiur Jenderal

. 1390
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Posisi Jabatan Struktural

10, Inspekiar 1
11, Ispektur IT
12, Inspektur (I

13, Sekretans Direktorat Jenderal

Pembelajaran dan Remalwsiswann

14. Direktur Kemahasiswaan dan

Penyiapan Karier
15. Direktur Pembelajaran
16, Dirskior Penjaminan Muto

17. Seloetans Direktloral Kelembagaan [lmu
Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

18, Direktur Pengembangan Kelembagaan
Pendidikan Tinggi

19, Direktur  Pembinaan — Kelembagaan
Pendidikan Tinggi

200 Direktur  Lembaga Penclilian dan

Pengembangan

21. Direktur Kawasan Sains dan Teknaologi

dan Lembaga Pemumjang Lainnya

22 Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber
Daya llmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Fendiudikan Tinggi

23, Direktur Kaner dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia
24, Durektur Sarana dan Prasarana

25, DMrektur  Kuoalifikas:  Sumber  Daya

Manusia

26, Sckretars Direktorat Jenderal

Penguatan Riset dan Pengembangan
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Posisi Jabatan Struktural

27, Drrektar Sistem Riset dan
Pengembangan llmu Pengetahuan dan
Teknolog

28. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada

Masyarakat
Manajer Proyek 29, Direktur Pengembangan Teknologi dan
| Project Managemeni) Ind ustri
30, Direktur Pengelolaan Kekayaan
Intelektual
31. Sekretaris Direktorat Jenderal

Penguatan Inovasi
F2. Drektur Sistem Inovasi

33, Direktur Perusahaan Pemula Berbasis

Teknologl

3. Direktur Inovasi Industri

7. Rencana Anggaran
Rencana anggaran vang dibutuhkan untul melaksanalan rencana
aksi program Manajemen Perubahan dari tahun 2015 sampai 20149,

schesar:

Tabel ILO Rencana Anggaran Manajemen Perubahan

Anggaran
Kegiatan
{x Rp. 1.000)
1 Pengembangan mnilai-nilai untuk menegakkan 2.000,000
mntegntas
2  Pembentukan agen perubahan vang dapat 1,500,000
mendorong terjadinya perubahan pola pikir
3 Pembangunan  Sistem  Informasi  Reformasi S00.000

Birokrasi

TOTAL 4.000.000
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E. Penguatan Sistem Pengawasan

Dal:an usalia memberikan arall kebijakan  pelaksanaan velomnas
birokrasi dalam Kumn wakm 20153-2019 agar program  relormasi
birokrasi dapat berlangsung sccara cfektif, cfisien, terukur, konsisten,
rerintegrasi, melemhbaga dan herkelanjuran maka perlu disusun peta jalan
refonuasi birokrasi F Kementlerian Risel, Tekuologi, dan Pendidikan
Tinggl.

Sasaran refermasi birokrasi tahun 20153-2019: 1) birekrasi yang bersih
dan akuntabel; 2) hirckrasi vang efeknif dan efisien; dan 3) hirokrasi yang

memiliki pelavanan miblik yang berlaalitas.

[Feformasi birakrasi pada intinva adalah terjadinva perubahan mental
aparaimr. Untuk menmiyu perithalean mental ke arah posifif, diperhikan
progranm Pengnatan  Sistem Pengawasan., Program penguatan sistent
pengaraasan dimaksudilan untuk meningkatkan penvelenggaraat

birokrasi yauee Lersily dan bebas korupst kolusi nepolisnee,

Berdasarkan Peratiiran WMenferi Pendayagunaan Aparatiir Negara dan

Feformasi Birokrasi Nemor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman FEualnasi

Feloruasi Birokrasi di lnstasi Pemerineal, progran Penguadan Bistei

Lrenigevwaisel1n e ULyl Ly

1. meningkatkan keparihan ferhadap pengelolaan keuangan negara
oleh nising-masing  instansi peerintaly,

2. meningkatnya cfcktivitas pengelelaan keuangan negara pada masing

LA islanst poicrintaly;

-

menngkatnya stalus opild Badan Pemeriksa Wenangan lerhadap
pengelolaan keusagall  pegara pads asing-niasing nistansi
pemaerintal; dan

4. menurinnyva tangkar penvalahgunaan wewenang pada masing masing

instansi pemerintalh,

Berdosarkall Peratiivan Menteri Peldayagiosan Aparaiire Negar dan
Helormasi Bivokrasi No 14 Talhwn 2014 wentaug Pedoman Bvaluasi
Feformmasi Dirokrasi di Instansi Memcerintah, terdapat beberapa indikator—
ihdikator Keberhasilan poncapalan program poenguatall pongawasar,

yain:
L. polaksanzen pengendalian gralilikas,

2. penerapan Sistem Pengendalian Internal;
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3. penanganan engaduan masyarakat;
4. pelaksanaan wisthleblowing system;
5. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;

6. pembangunan zona integritas dengan menetapkan unit Kerja untuiek
memperoleh  predikat menuju Wilavah Bebas dar  Korupsi
(WBEK)/Wilavah Birokrasi Bersih dan Melavani (WBEM]); dan

7. kondisi aparatur Pengawasan lntern Pemerintah.

Untuk mencapai keberhasilan program ini perlu dilakukan perencanaaan
pelaksanaan vang tepat dan matang vang dijabarkan dalam peta jalan
vang merupakan panduan bagi pelaksanaan program. Dalam mencapai
tujuan prograun  penguatan  pengawasan  perlu  dilakukan  adanya
beberapa langkah keglatan yang dapat mendorong fercapainya program
pengawasan dalam mempercepat tercapainya sasaran program reformasi

birokrasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidiltan Tinggi.
1. Capaian

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan
penggabungan  dari Kementerian  Riset  dan Teknologih  dengan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggl Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Untul itu apa yvang telah dicapai kementerian Riset dan
Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi periode sebelum
berintegrasi dapat digunakan sebagai landasan starting point untulk
lebih memperbaiki dan melanjutkan program reformasi birokrasi di

Kementerian Risel, Teknologi, dan Pendidilkan Tinggi.

Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidilkan
Tinggi telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan tingkat /nilai

capaian diatas 70 (tujuh pulul).
Beberapa capaian vang sudah dilakukan:

4. penetapan unit crganisasi sebagal zona integritas dan Wilayah
Bebas dar Korupsi (WBRK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayvani
(WEBM), sebelum terjadinya integrasi antara Kementerian Riset
dan Teknologi dengan Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi,
kedua organisasi ini telah melaksanakan dan mengembangkan
program  reformasi  birokrasi  diantaranyva adalah program
penctapan zona integritas  dan Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBE)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melavani (WBBM)] vang

No. 1390
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dihadiri dari perwakilan Kementerian Pendayapunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Komupsi

dan instansi lain terkait;

b, penetapan Unil Pengendali Gratilikasi sebagai unit administrasi
pengelolaan dan pengendalian gratilikasi;

o, penyusiunan peraturan terkait whistleblowing system;

d. penvusunan peraturan lerkail benturan kepentingan;

e, pembangunan Sistem Pengendalian Intern; dan

f.  penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi.

Rencana Aksi

Dalam pencapaian Keberhasilan program kegiatan terdapat beberapa
rencana aksi program penguatan pengawasan. Program aksi yang

akan dilakukan terkait dengan penguatan pengawasan sebagai

Unit Kerja

menuju Wilayah

perangkar peraniian

Menter terkait

berikul:
Tabwel 1LY Reneana Aksi Penguatan Pengawasan.
Kegiatan Hondisi Sekarang Rencana Aksi
I. Pembangunan 1. Belum terdapat 1. Pembuatan

peratian Menteri
terkait

Bebas dari pembangunan pembangunan
Kormpsi Wilayah Bebas dar Zona integritas,
(WBLR)/ Wilayah Korupsi Wilavah Bebas
Birokrasi Hersih (WBK)/Wilayah dari Korupsi
dan Melayam Birokmasi Bersih dan (WBK}, Wilavah
(WEBEM) Melayani (W BEM) Birokrasi Bersih

Belam ditetapkan
unit kerja sebagail
zona integritas dan
Wilavah Bebas dari
Koruipsi

(WBK)/ Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani (W EBBEM)

dan Melayani
(WBEM).
Penetapan unit
organisasi sebagai
percontolan
pembangunan
Wilavah Bebas
dari Korupsi
(WBK) /Wilayah
Birokrasi Bersih



2.

3.

Kegiatan

Pelaksanaan
Pengendalian

Gratifikasi

Pelaksanaan
Whistleblowing

Sipsfem

1.

_57-

Hondisi Sekarang

Belum terdapat
perangkatl peraturan
menteri terkait unit
pengendali
gratifikasi.

Belum terdapat unit
kerja yang
melakukan
pengelolaan
adminitrasi dan
pengendalian
gratifikasi

Belum dilakukan
sosialisast lerkait
upaya pengendalian
gratilikasi

Belum terdapat
perangkat peraturan
menten terkait
wisthleblowing
siystem

Beham terdapat unit
kerja vang
melakukan
pengelolaan

adminitrasi dan

2018, No

Rencana Aksi

dan Melayani
(W BBM)
Pembangunan
unit organisas:
sebagar Wilayah
Bebas dari
Korupsi
(WBK}/Wilayah
Birokrasi Bersih
dan Melavani
(WBEM)

Pembuatan
peratinan Menteri
terkaift
pengendalian
gratifilkasi.
Penetapan unit
kerja pengendali
gratifikasi
Sosialisasi dan
pPenATEANAT

gratifikasi

Pembuatan
peraturan Menteri
terkait
wisthieblowing
sipstem

Penctapan unit
kerja pengelola
wisthleblosing

system

. 1390
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Kegiatan Hondisi Sekarang Rencana Aksi
pengendalian 3.  Sosialisasi dan
risibelehlosing penanganan
syystein wristhieblowing

3. Belum dilakukan system
sosialisas lerkail
wisthleblowing
spstem
4. Pelaksanaan 1. Belom terdapat 1. Pombuatan
Pemantauan perangkat poraturan peraturan dan
Benturan METgenai pedomanan
Kepentingan penanganan penanganan
benturan bennuran
kepentingan kepentingan.

2. Belim terdapat unit 2. Penetapan unit

kerja vang kerja vang
menangani benturan menAngan
kepentingan benturan

3. Belum dilakukan kepentingan
sosialisasi dan 3. BSosialisas: dan
evaliasi atas penanganan
penanganan benturan
benturan kepentingan
kepentingan,

5. Pembangunan 1.  Belum terdapat 1. Pembuatan
Sistem perangkat peraturan peratiumn Menter
Pengendalian menteri terkait SPIP, dan pedoman
[nstansi 2. Belum terdapat unit pelaksanaan
Pemerintah kerja yang terkait SPIP,
(SPIF melakukan 2. Penetapan unit

pembinaan dan kenja pembina

pembangunan SPIP, pelaksanaan dan
3. Belum dilakukan pembangunan

sosialisasi dan SPIP

evaluasi terkait 3. Sosialisasi dan

pembangunan SPIP evaluasi terkait

SPIF.



6.

T
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Kegiatan
Pengaduan 1.
masyarakat
Pengaduan 2.
masyarakat

3. HKriteria Keberhasilan

Kondisi Sekarang

Belum terdapat
perangkat peraturan
mengenai
PenAngAnAT
pengaduan

masyarakat

Belum terdapat unit
kerja vang
Imrenangani
pengadian
masyarakat

Belum dilakukan
sosialisasi dan
evaluasi atas
penanganan
pengaduan

masyarmkat

]
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Rencana Aksi

Pembuatan
peraturan dan
pedomanan
PenANgaTAT
pengaduan

masyarakat

Penetapan unit
kerja vang

e TIATIEAT
pengaduan
masyarakat
Sosialisasi dan
penanganan
pengaduan

masyarakat.

Perubahan sebagai hasil dari reformasi birckrasi program penguatan

pengawasan dapat diketahui tingkat keberhasilannva berdasarkan

indikator keberhasilan yvang ditetapkan. Terdapatl beberapa indikator

keberhasilan

reformasi

birokrasi dalam

PrOgran

pengawasan vang telah ditetapkan, antara lain:

L

penguatan

Tabel 118 Kriteria Keberhasilan Penguatan Pengawasan

Hegiatan Hriteria Keberhasilan

Terdapal pencanangan 2ona inlegritas

Fembangunan 1.

Unit Kerja menuju 2.

Wilayah Bebas

dari Korupsi 3.

(WBLK)/Wilayah

Birokrasi Bersih 4

dan Melayani
(WRBEM)

Telah  ditctapkan

it

vang akan

dikembangkan sebagai zona integritas

Telah  dilakukan

integritas

pembangunan  zona

Terdapat unit organisasi yang ditetapkan

sehagai

Wilayvah Hebas

dari  Korupsi
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Hegiatan Kriteria Keberhasilan

(WBK)/Wilayah Birokrasi DBersih dan
Melayani (WBEBM)

3. Telah  dilakukan  evaluasi  alas 2onas

integritas
2. Pelaksanaan 1. Terdapat kebijakan penangan gratifikasi
Pengendalian 2. Telah  dilakukan  sosialisasi terkait
Gratifikas: gratifikasi

Telah dilalkukan penanganan gratifikasi
Telah dilakukan evaluasi atas kebiakan
gratifikasi

3.  Pelaksanaan 1. Telah terdapat whistleblowing system
Wiistleblowing 2. Telah dilakukan  sosialisasi  ferkait
System whistleblowing system

3. Whastleblowing system telah
diimplementasikan

4. Telah dilskukan evaluesi  terhadap
pelaksanaan whistleblowing system

4. Pelaksanasn 1. Telah dilakukan penanganan benturan
Pemantanan kepentingan
Benturan 2. Telah dilakukan sosialisasi penangan
Kepentingan benturan kepentingan

3. Telah dilakukan  evaluasi  terhadap

penanganan benturan kepentingan

5. Pembangunan 1. Telah terdapat peraturan Menteri dan
Sistem pedoman pelaksanaan Sistem
Pengendalian Pengendalian Instansi Pemerintaly
Instansi 2. Telah  terdapat  sosialisasi tentang
Femerintah (SPIF) e banginan Sislen Pengendalinn

Instansi Pemerintah

3. Telah lerdapat unit kerja yang bertanggung
Jawal untuk melakukan pembinaan dan
evaluasi terhadap pembangunan Sistem
Pengendalian Instansi Pemerintah

4. Telah terdapat implementasi Sistem

Pengendalian Instansi Pemerintah
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Kegiatan Kriteria Keberhasilan

6. Pengaduan 1. Telah terdapat peraturan menteri dan
masyarakat pedoman penanganan pengaduan
masyarakat.

20 Terdapal umlt  kerja  yang  nenangan
pengaduan masyarakat

3. Penanganan pengaduan masayarakat telah
ditmplementasilan

4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan penguatan sistem
pengawasan di Kementerian EKiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
secara Lerus menerus perlu pelaksanaan berbagail upaya perbaikan.
Sistem pengawasan merupakan aspek  penting dalam mewunjudkan
birokrasi vang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga
terwujud sustu birekrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien
dengan pelayanan publik yvang berkualitas. Birokrasi yang bersih,
akuntabel, efektif, efisien dengan pelavanan publik vang berkualitas
ini dicapai melalui beberapa program kegiatan dibidang penguatan
pengawasan, yaitu pengembangan unit kerja menuju Wilavah Bebas
dari korupsi (WEK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayvani (WEBBM],
pelaksanaan pengendalian gratifikasi, pelaksanaan whistleblowing
Systen, pelaksanaan  peinantauan benturan kepentingarn,
pembangunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIF), dan
pengaduan masyarakat.,
Dalam  pelaksanaan program  penguatan sistem  pengawasan  di
Kementerian EFiset, Teknologi, dan Pendidikan Tingegi. terdapat
beberapa hasil (outcomsj vang harus dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan tahun 2015-2019. Indikator hasil {outcome] vang harus
dicapai dalam program pengawasan meliputi
1. terwujudnyva 66 (enam puluh enam) unit kerja vang telah
berpredikat Wilavah Behas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melavani (WBEM) berdasarkan opini publik;
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2. terwujudnya 66 (enam puluh enam) unit Kerja yvang telah
melakukan  penanganan  gratifikasi di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

b

terwujudnya 66 (enam puluh enam)] unit kerja yang telah

mengimplementasikan whistleblowing System;

4. terwujudnya 66 (enam  puluh enamjunit kerja vang telah
melaksanakan penanganan penyelesaian benturan kepentingan;

3. terwujudnya 66 (emam puluh enam)] unit kerja vang telah
melaksanakan pembangunan  Sistemn Pengendalian  Instansi
Pemerintah (SPIF);

. ferwujudnya suatu sistem penanganan pengaduan masvarakat
vang dilaksanakan secara nasional di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. tingkat kapabilitas APIP;

Tabel IL9 Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1 - 5,

Tahun | Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks
. 1 2 2 3 3
Capaian

8. tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Instansi
pemerintah (SPIP); dan

Tabel L 10 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP {skor 1 - 5).

Tahun Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks
1 2 2 3 3
Capaian

. Penggunaan e-Frocurement terhadap belanja pengadaarn.

Tabel L 11 Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan.

Tahun | Baseline 2016 2017 2018 2019

Indeks
Capalan

30% S0% 65% B0% 0%
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4. Agenda Prioritas

Dari beberapa program yang ada dapat dikemukakan adanva agenda

prioritas:

1. pembuatan  peraturan Menteri dan  pedoman/petunjuk
pelaksanaan seluruh kegiatan aksi;

2. penetapan unit kKerja pelaksana/penanggungjawab kegiatan,

3. sosialisasi dan diseminasi perturari menteri dan
pedoman/petunjuk pelaksanaan program aksi;

4. pelaksanaan Kegiatan rencana aksi;

v

evaluasi pelaksanaan kegiatan rencana aksi; dan

6. perbaikan atas umpan balik hasil evaluasi.

l Parbatkan dan umpan bailk

[n L

| Birokrasi

| * bersih &
akuntabel

|« ofoktt & ofision

| * petayanan pubk

Evaluas! Implementasi J w

Gambar I11.2 Peta Jalan Penguatan Pengawasan

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

a. pembangunan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Tabel I11.12 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembangunan Unit
Kerja Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melavani (WBBM),

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan

Rapat koordinasi untuk menyusun agenda September 2015;

pembangunan zona integrtas, Wilayah Bebas Januan (2016-2019)

. 1390
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Tahapan Kerja Walktu

dari  Korupsi  (WBE)/Wilayah  Birokrasi
Bersih dan Melayani (WEEM).

Permnbentukan Tirn LIS Laporar Oletober 201 5;
pembangunan zona integritas, Wilayah Bebas Januar (2016-2019)
dari  Korupsi (WBE)/Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayvani (WEBEM).

Penyelesaian revisi Laporan pembangunan 2ona Oktober 201 5;
integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi — Februav (2016-200%
(WEEK)/Wilayah  Biokrasi  Hersth  dan

Melayani (WEBEM).

Pengembangan
Pembuatan peraturan Mentern terkait Desember 2015;
pembangunan zona integritas, Wilayvah Bebas Januari 2016

dari Korupsi (WBE)/Wilavah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WEBBEM).

Penietapan unil organisasi sebagai perconiohan Beptember 2015
pembangunan Wilavah Bebas dari Korupsi Januan (20 15-2019)
(WEEK)/Wilayah  Birokrasi  Hersih  dan

Melayani (WEBM).

Pembangunan unit. organisasi sehagal Wilayah November 2015
Bebas dari Korupsi (WEE)/Wilayah Birokrasi ~ Januan [2016-20159)
Bersih dan Melayani (WBEBM).

Bosialisasi
Sosialisasi dan  faunching peraturan Menteri Februar sqd. November
terkaut pembangunan zona integritas, Wilayah 2016

Bebas dan Kerapsi (WBE) /Wilayah Birolkrasi
Bersih dan Melayvani (WEEBM).

Implementasi

Penyusunan draft Awal laporan pembangunan Movember 2016
zona integritas, Wilayah Bebas darl Korupsi

(WBK)/Wilayvah  Birokrasi  Hersih  dan

Melayam (WBEM).

Penvelesaian Laporan akhir permbangunan zona Dessmber 2016

integritas,  Wilayah Bebas dan Korupsi
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Tahapan Kerja Walkitu

(WEK)/Wilayah  Birokrasi Bersih dan
Melayam (WEBM).
b. pelaksanaan pengendalian gratifikasi

Tabel [ll.13 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pelaksanaan

Pengendalian Gratifikasi.

Tahapan Kerja Walktu
Perencanaan
Rapalt  koordinasi  untuk menyosun  agenda September 2015;
pengendalian gratifikasi Januan [2016-2019)
Pembentukan  Tim Penyusun  pengendalian Novermnber 2015;
gratilikasi Januar: [20 16-2019)
Peniyeleaaian revisi pengendalian gratifibas: Deaember 2015;
Februari (2016-201%)
Pengembangan
Pembuatan peraturan Menten terkait  September 2015, Jannari
pengendalian gratifikasi 2016
Penctapan unit kerja pengendali gratifikasi Maret 2016,
Januarn [2017-2019)
Bosialisasi
Sosializast dan penanganan gratifikas: Februar: s.d. Movember
2016
Fehruart s.d. Movember
{2017-2019)
Implementasi

Penyvusunan drafl  awal laporan pengendalian November [2016-2019)

gratifikasi

Penvelesaian hasil akhir laporan pengendalian  Desember [2016-2019)
wratifikas
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¢. pelaksanaan whistleblowing system

Tabel 1. 14 Wakiu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pelaksanaan

Whistleblowng System

Tahapan Kerja

Perencanaan
Rapat Koordinasi untuk menyosun  agenda September 20135,
pelaksanaan Whistleblouing system Jaran [2016-Januar)
Pembentukan  Tim  Penyusun  pelaksanaan Oktober 201 5;
Whistleblowing spatem Janmar (20 16-2019)
Penvelegaian revisi pelaksanaan Whistleblowing Desember 2015,
Sifstem Februaan (2016-20159)
Pengembangan
Pembuatan peraturan Menten terkait  September 2015, Januar
Whislleblouring system 2016

Penetapan unit kena pengelola Whistleblowing Januan (20 16-2019)

system
Sosialisasi

Bosialisast  dan  penanganan  Whistleblowing Oktober s.d. Desember
sYstEm 2015,
Januan s.d. November

{2016-2019)

Implementasi
Perivusunan draft awal laporan pelaksanaan Desember 20135;
Wiastleblounng system Februar s.d. Maret

{2016-2019)

el eaaian AnHeran akhir wlaltsanann egember (2011 5-2
Perivel fag kl ek [ | 2015-2019

Whistleblounng system

d. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

Tabel II. 15 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pelaksanaan

Pemaniauan Henturan Kepentingan,

Tahapan Kerja

Perencanaan
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Tahapan Kerja

2018, No. 1390

Rapat koorchnasi agenda untuk  menyusun

pelaksansan pemantavan benturan kepentingsn

Pembentukan  Tim  penyusun pelaksanaan

pemantavan benturan ke LTIQIT[iIiF:‘,iHI

Penyelegaian reviai élE{.'ljl]H dan fim  penyusin

pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

Pengembangan

Pemibuatan PrrAbIran dan pedomanarn

penanganan benturan kepeotingan

Penetapan unit kega yang menangam bentursn

ke pentingan

Bosialisasi

Sosialisasi dan PENANGANAD benturan

kepentingan

Implementasi

dralt awal laporan

Periyuslnan [ETRA T AT

benturan kepentingan

Penyusunan laporan akhir penanganan benturan

kepenlmgan

September 2015,
Januan (2016-2019)

Oktober 201 5;
Januan (20 16-2019)

Desember 2015,
Februarl (2016-201%)

Okilober 2015,

Januwar 2016

Oiktober 01 5;

Februari (2015-201%)

Oklober 2015,
Januan z.d. Oktober
(2016-2019)

November 2015,
Olrober (2016-2019)

Desember 2015;

[Desember [2016-2019)

e. pembangunan sistem pengendalian instansi pemerintah [SPIP)

Tabel Il 16 Wakin Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembangunan Sistem

Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIF)

Tahapan Kerja

Perencanaan
Rapal keoordinasi untuk menyusun  agenda
pelaksanaan  sistem pengendalian instans
pemerintah
Pernbentukan Titn (B LB LT laporart
pelaksanaan  sisterm pengendalian instans:

pemerintah

September 2015;
Januarn [20 16-2019)

Nowermber 2015,

Januar: [20 16-2019)
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Tahapan Kerja

Penyelesaian revisi agenda dan Hm penyusun Desgember 20150;
laporan  pelaksanaan  sistem pengendalian Fehruar (2016-2019)

inkatansi pemerintah

Pengembangan
Pembuatan peraturan Menterd dan  pedoman Oktober 2015,
pelaksanaan terbeant Hiatem Pengendalian Januari 2016

Instansi Pemerintah

Penetapan unit kerja pembina pelaksanaan dan Febraan (2015-201%)
pembangunan  Sistem Pengendalian Instans:

Pemerimtah
Bosialisasi

Sogialisast  dan  evaluasi  terdaar Sistem September a.d. Desember
Pengendalian Instansi Pernerintah 2015,
Januari s.d. November
{2015-2019]

Implementasi

Penyusunan draft awal laporan pelaksanazn  November [2015-2019)

sistem pengendalian instansi pemerintah

Penyelesaian laporan akhir pelaksanaan asistemn Desember [2013-2019)

pengendalian instansi pemerintah

f. pengaduan masyarakat

Tabel I1IL17 Wakin Pelaksanaan dan Tabapan kerja Pengaduan
Masyvarakat,

Tahapan Kerja

Perencanaan
Rapat  koordinasi  untuk menyusun  agenda September 2015,
pengaduan masyvarakat Jdanuan [(2016-201%9)
Pembentukan Tim penyusun laporan pengaduan Desember 2015;
masyarakal Janman (20 16-2019)
Penyelesaian revisi agenda dan tim  penyvusun Desember 20135,
laporan pengaduan masayarakat Februan (20156-201%9)

Pengembangan




60. 2018, No. 1390

Tahapan Kerja

Pembuatarn peraturan dan pedomanaln Zeptember 20 15

penanganan pengaduan masvarakat Januari 2016

Peneltapan umt kerja yang menangan pengadizzn MNovember 2015,

masyvarakat Februarn 2016
Bosialisasi

Sosializas dan peTiATZanan pengaduan | September 5.d. Desember
masyarakat 2015,

Januarn g.d. November

{2015-2019)
Implementasi ‘
Penyusunan  draft laporan awal penanganan Desember 2015;
pengadian masvarakat Novernber [20 16-20 19

Penyelesasan laporan  akhir  penanganan| Desember (2015-2019)

pengaduan masvarakat

Tahapan pelaksanaan kegiatan penguatan pengawasan dalam
mendukung tercapainya reformasi  birokrasi  terdiri  atas: 1)
pembangunan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBEK)/Wilavah Birokrasi Bersih dan Melavani (WBEM); 2)
pengendalian gratifikasi; 3) penyvelenggaraan wistleblowing system; 4)
pemantauan benturan kepentingan; 35) pembangunan sistem
pengendalian instansi pemerintah; dan 6) penanganan pengaduan
masyarakaL

Diawali dengan perencanaan prograun kegiatan dalam penguatan
pengawasan;, penyusunain peraturan dan pedoman pelaksanaan
terkait progam (tahun 2016). Sosialisasi peraturan dan pedoman yang
telah disusun kepada para pemangku kepentingan di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (tahun 2017).
Penentuan unilt kerja/satuan kerja vang menjadi sasaran prograim,
implementasi dan desiminasi serta advokasi peraturan dan pedoman
vang telah disosialisasikan (tahun 2018). Dilanjutkan dengan
evaluasi hasil sosialisasi, implementasi dan advokasi. Apabila belum
berhasil, maka perlu dilakukan perbaikan implementasi dan advokasi
schingga terwujud birokrasi vang bersih bebas dari korupsi, kolusi,
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dan nepotisme. Akhirnya sasaran reformasi birokrasi, vaitu birokrasi
bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan pelayanan publik
berkualitas dapat terwujud (tahun 20 19).

6. Penanggung Jawab
Nalam pelaksanaan Kegiatan penguatan pengawasan, personel yang
terlibat, yaitu:
Pengarah D Inspektur Jenderal  Kementerian  Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
Penanggung jawab @ Sekretaris Inspektoral Jenderal, Inspekiur [,
Inspektur I, Inspektur 111; dan
Koordinator : Kepala Bagian Percncanaan dan Pelaporan,
Inspektorat Jenderal.
7. Rencana Anggaran
Tabel lll. 18 Rencana Anggaran Penguatan Pengawasan.

Anggaran (x Rp. 1.000.000)
Kegiatan

2015 | 2016 2017 | 2018 | 2019

1 Fembangunan unit kerja 300 300 300 300 300
menyn Wilavah Bebas dari
Korupsi (WBR) fWilavah
Birokrasi Bersih dan
Melayani (WEBBM)

2 Pelaksanaan Pengendalian 150 1.200 2,000 2,000 2.000
Gratifikasi
3 Pelaksanaan Wisthleblowing 150 300 200 200 200

systein

4 Pelaksanaan Pemantaian 150 200 200 2H) 200

Benturan Kepentingan

= Pembangunan sistem 150 2000 2000 2500 2.500
pengendalian instansi
pemerintah

¢} Pengaduan masyarakat oy 1000 1.000 0 1.000  1.000

TOTAL 25,150
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C. Penguatan Akuntabllitas Kinerja

1. Capaian
Danl hasil evaluasi vang dilakokan Kowenterian Fendayagunssan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014, bahwa sccara
nroim penerapan manajemen Kinerja menunjnkan kecenderungan
vang semakin baik dan bersifat implementatif sampai ke level
operasional. Tlal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah

penpukuran kinerja, khinsosoyva ndikator kinerja.

Penvusunan [ndikator Kinerja Utama {IKU) telah dilakukan schagai
ukuran kinerja formal. Upaya penyempurnaan indikater kinerja telah
dilaknkan, nammm revin terhadap indikator kineta retap perin
dilakukan secara terus menesms antuk memastikan tersedianya
nkiwan kinerja  yang  lebily velevan, wrakore dan cukonp ootk
e presetibasikacy tevcapal atan lidabknny @ Gajuall, sasaran detl juga

hasil [outcome} vang telah dircncanakan.

Hal vang perho diperhatikan dalam perumisan dan penvempmirnaan

[ndilzaten Kinervja Utama (KU, anrara lan:

a. relevansi antara indikator dengan kincrja ntamna vang akan
diwnmjndkan; dan
b peuelbapan larget hidikealor Kinera Utwaoa (LY perla
et pertimbangkan basis daka vang enadal sehinggs simpolat
pengukuran wengegan bavkan capaian yatg wajar,
Hasil svaliiasi vang dilaknlan pada tahun 2014 dalan vangka monilai
implementasi dan pengembangan slkuntabilitas kinerja di lingkungan
Kementerian Riset  dan Teknelegl untuk mendorong terwujudnya
pemerintalin vang berovienlasi husil (result onented government)
adalaly 7LOY (tujuly pulull saln koma ol tyjul) dengan predikat
peuilaia B 7
Saat inj telah ditetapkanyva Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl Nomor 15 Tahmn 2015 rentang Chganisasi dan Tata
Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, namun
belum ada Perotiray Meteri yaog inengatur peladosanian Sistei
Akuntabilitas stansi Peacrintall $SAKIPY pada unit kevja da salusn

kerja wariedird.
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2. Rencana

1.

schubungan dengan Wk dilcapkanya Peraturaa Mooterl Risel,
Teknclag, dan Petcdidiban Tinggi Netor 135 "Tahon 20015 tentang
Organtsast dan Tata Keyja Bemeoterisn Hisel, Tekoologl, dan
Pendidikan Tinggi, maka pcrlu adanya revisi terhadap Perjanjian
Lineca (k) 2015, lndikator Kinerga Utana (IR dan Kencais
Kinerja Tahunan (RKT) 205,

menvusun Lapoeran kinega kewenterian Eisel, Telaologl dan
Pendidikan Tioggi 2015 vituak disainpaikan ke pada Kenenterian
Penday aguiiasny Aparalor Negora datl Felornuasi Bivokiasd,
Kementeriann keouangan dan kementerian lerencanaan

FPombanguiiun Nasionalf BATTENAS.

menyvusin peratmran Menferi tentang Sistem  Akunrabilitas
Kinerja Iwstaonsi Peioerintalt O Kentemerian Risel, Telkiologi dan
Pendidikan Tinggi.

woenyvelengearakan workshop  Sistom Akuntabilitas Kinerja
Instansi FPemeorintah yang dilkuti sclurub satuan kenja mandid
dalarn  rangka  sinergi manajermen kinerja dan penguaran

almntahilitas kinerja.

reviul dan revisi Rencatie Shealegis Kewwenterian Eise, Teknologi
dany Pendidikany Tineg Taloon 20105200149,

pengembangan  sistcmn informasi perencanaan dalain rangka
pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik
dan anggaran unit kerja dan satuan kevja mandicd,

ssislens) lorhadap Laporsar Kinegja (LA satwan kerja dan
iwbingaa wokuis poin usanan Laporan Kinerja (LAKIP) untak

saluan koija baru.

Eriteria Keberhasilan

il

[+3

lerswsuniy:,  Perjaogiaan Kineyjae (Pl 2013, hdikator  Limerj=
Utana (KU dan Bencana Kinega Tawnen (RET) 20105;

tersusnomva Taporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi 2015 nntak disampaikan kepada Kemnenterian
Pendavagnnaan  Apavatar Negara  dan Reformasi Birckrasi,

RKemenierin  kewdangan dall Kementerian Perelaslien
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Pembangunan Nasiomal/BAPPENAS, paling lambat 2% Febrari
A0

.o lerswsaniya poraluman Menton lentang Sisemn Akuntabilites
Kinerja Instansi Pemnerintall di kementerian Fisct, T'ecknologi dan

Pendidikan Tinggl.

d. terselenggara workshop Sistem Akantabilitas Kinerjpa  [nsnansi
Pemerinlah yvang diikuld seloroh satnan keja mandin dalam
rangka sinered wanajemen kinega daon penguestan akuntabilitas
kehnierja.

. ditetapkannnya rovisi Tencana  Stratepis Komenrerian Rizser,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-20149,

[ termmplementasikan sistem inforeas perencanasa dalan cangka
peistilatian dagl evalussii kinelja progeaan, realisasi capai=on sik
dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandird.

g terlaksananva asistensi terhadap Laporan Kinerja (LAKIP) saman
kerja dan Limbingan leknis penyuasoian Laporan Kinedja (LAKIP)
wnlule salugn kerja ba.

Dalam upaya menginplementasikan Sistemn Akuntabilitas Kinerja

Instansi FPemerintah (SAKTF), Wementerian Tiser, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi secars feras-meners melaksanakan berbagai

npava perbaikan di osemma komponen vang mermpakan bagian

itegral darl sistem akuntabilitas kKinerja. Perleaikan lerselno mulai
dari aspek percncanaall Kinceggg,  peugukoan Kierja,  pelaporan
kincja, ovaluasi kinega hingga capaian kinenja. Upaya porbaikan
mermperhatikan secara cormat hasil penilaian albvntabilitas Kincrija
vang morgadi catatan penting cvaluasi vang dilakukan oleh

Kementerian  Pendavagunaan Aparatur  Negara dan  Reformasi

Rirokrasi.

Pada Tahun H315, hasil penilaian implementasi akuntabilitas kinerja

di lingkungan Kementerian Fiset, Teknolegi dan Pendidikan Tinggi

untuk mendorong terwijudnya pemerintahan yang herorientasi hasil

[result oriented governmertt) adalatb G270 fenam pulul delapian kons

tujul enam) dengan predikat penilasan B ",
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4.
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Sesual Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019, target hasil
penilaian terhadap implementasi AKIP Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi adalah kategori “ A * dengan nilai > 80-90 pada
tahun 201%,

Berikut indikator-indikator yang menjadi ukuran keberhasilan upaya
pencapaian program Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
1. Opini WT'P atas laporan keuangan

Tabel 119 Cping WTF atas Lapomn Keuangan.

Tahun Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks
T4% TR B49h 8O, Q5%
Capalan

2. Instansi pemerintah yang akuntabel

Tabel HL20 Instansi Pemerintah vang Akuntabel.

Tahun Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks ) )
; 08,70 70 Fils] 79 85
Capaian
Agenda Prioritas

Program dan akiivitas skala proritas yvang sedang dan akan

dilakukan kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi:

a. sedang dilakukan: Rewvisi Perjanjian Kinerja (PR} 2013, Indikator
Kinegja Utama (IKU), dan Rencana Kinerja Tahunan (RIKT) 20135
pengembangan  sistem  informasi  perencanaan dalam rangka
pemantauan dan evaluasi kinerja program, realizasi capaian fisik
dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandird.

b, akan dilakukan: Menyvusun Laporan Kinerja Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015; Memnvusun Peraturan
Menteri tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di kementerian Riset, Teknolegi dan Pendidikan Tinggi,

Menyelenggarakan Workshop Sistem  Akuntabilitas Kinerja
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Instansi Pemerintah vang diilkuti seluruh satuan kerja mandiri
dalam rangka sinergi manajemen kinerja dan  penguatan
akuntabilitas  kinerja; Revin dan  revisi Rencana Strategis
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggl Tahun 2015-
2001%; koordinasi implementasi sistem  informasi perencanasan
dalam rangla pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi
capaian fisik dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandiri;
asistensi terbadap Laporan Kinergja (LAKIP) satuan kKerja dan
bimbingan teknis penvusunan Laporan Kinegja (LAKIP) untuk

satuan kerja baru.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Rencana aksi penguatan akuntabilitas Ekinegja dalam  rangka
Reformasi Birokrasi vang sedang dan akan dilaksanakan oleh
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta tahap-

tahap pelaksanaan kegiatannva:

Tabel 121 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan

Akuntabilitas Kinetja.

Tahapan Kerja

Perencanaan

Rapat  koordinasi untuk  menyusun  agenda September 20135

akuntabilitas kinerja

Pernbentukan Tim Penyusun Laporan Kineria Novernber 2015
Januar [20 162019

Fenyelesaian revist Perjanjian Kinerja, lndikator Movember 2015

Kinerja Utama, Eencana Kerja Tahunan

Penyusunan Laporan Kinerja Januari s.d. Februan
{2016-22019)
Penyvusunan Perjanjian Kinera Felbroar s.d. Marest

{20 16-2019)

Reviu Indikator Kinerja Utama Februan s.d. Mei
[2016-2018)

Permvusunan Peraturan Menteri tentang Sistemn Februari s.d. Mei 2016

Akuntabilitas Kinepa Instans: Pemermiah



2018, No. 1390 6.

Tahapan Kerja

Penyvusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Februari a.d. Mei 2016
Evaluasi Bistem Akuntabiditas Kinena Instans:

Pemerintah

Beviu  Rencana Stralegis Kementerian  Riset,  Febroan s.d. Med 2006

Teknologl, dan Pendidikan Tingg 2015 - 2019

Pembangunan

Pengembangan  sistemn  mformasi  petencanaan Septembet .d, Desemnber
dalam rangka pemantavan dan pengendalian 2015

program dan kegatan unit kerja dan satuan kega

mandir

Up-grade  Sistem Informasi Perencanaan  Agustus s.d. S8eptember

{pengembangan konlen) [2016-2019)
Bosialisasi

Sosialisast  dan  faunching sistem  informasi November s.d. Desember

perencanaan kepada Satian Kerja 2015

Menyelenggarakan Workshop pengiatan Sistemy Mei a.d Juni [2016-2018)

Akuntabilitas Kinerja Instans: Pemerintah dalam

rangka sincrgi dan penmgkatan akuntabilitas

kinega
Implementasi
Periyusunan draft awal Laporan Kinerja Desember 20135,
November 8.d. Desember
{2015-H019]
Implementasi
Evaluasl Laperan Rinerja satuan kerja Maret s.d, Oktober
2015-2019)
Asistensi terhadap Laporan Kinerja satuan kecja Maret &.d. Oktober
dan bimbingan tcknis penyusunan  Laporan [2016-2019)

Kinerja satuan Kerdja haru

Revin Rencana Strategis Kementerian  Riset, April s.d. Desember 20149
Teknologi, dan Pendidikan Tingg 2015 - 2019

sebapal masukan Rencana Stralegis Kementerian

Eiset, Teknolog, dan Pendidikan Tingg 2020 -

2024
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6. Penanggung Jawab
Dalam rangka penyusunan laporan kinerja lkementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015, dibentuk Tim sebagai
berikut:
Penanggung Jawalb: Ainun Na'lm;
Pengarah :Jamal Wiwoho, [Intan Ahmad, Patdone Suwignjo,

Ali Ghufron Mukti, Muhammad Dimyati,
Jumain Appe;

etiie : Erry Ricardo Murzal,

Wakil Ketua : Moch, Wiwin Darwina;

Sekretaris : Endang Wahvudi; dan

Anggota : Yusrial Bachtiar, Rina Indiastuti, Agus Indarjo,

John Hendri, Prakeso, Hadirin Suryanegara,
Buvatno, Eddy Siswanto, Sawitri Isnandari,
Agus  Susilohadi, FEndang Taryono, Zulfan
Adrinaldi, Akhmat Mahmudin, M. Samsuri,
Budhi Mulvawan, Verawatli Puspitaningiyas,
Arnold Achdijalsjah, Wigit Jatmiko, Setio Wahyu
Purniomeo, Rind Susantl, Yolia Setia Lestari,

Srunadi.

7. Rencana Anggaran

Besaran anggaran  yvang akan  dialokasikan wuntuk  mendukung
pelaksanaan  penguatan  akuntabilitas  Kinerja  dalam  rangka

pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:

Tabel 1,22 Rencana Anggaran Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Anggaran [x Rp. 1.000.000)

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

1 Penyusunan LARIP  dan 1400 29530 20950 2950 2950

pembinaan akuntabilitas

2 Pf:ngemhangﬁn dan 1L.300 1.330 1.330 1.330 1.330
aoslalisas! sistem informasi

pemantauan evaluasi
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Anggaran (x Rp. 1.000.000)

2015 | 2016 2017 | 2018 2019

program dan anggaran (e-

maney)

TOTAL 19.820

D. Penguatan Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi merupalkan penggabungan dari Kementerian Riset
dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di

kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dialam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara; dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015

tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggl menvatakan

balvwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi,
dan  pendidikan  tinggi  untuk  membantu  Presiden  dalam
menvelenggaralkan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tagas,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan

Tungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan  di bidang
standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi,
sumber dayva manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi,
dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi:

b, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas
lembaga penelitian, sumber dayva manusia, sarana dan prasarana
riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan
teknologi, penguasaan alih teknelogi, penguatan kemampuan audit
teknologi, perlindungan  Kekayaan  Intelektual, pPeErcepatan
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;

¢. koordinasi dan sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan (i bidang
kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan,

serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan telknologi;
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d. pemberian izin fertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh
pergunan lingei asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing,
Badanl usabim asing, dan orang asing di wilavalh Negara esaloan
Republik Lidonesia;

e pemberian izin rertulis  kegiatan  penelitian dan  pengembangan
terapratl il pengetabuan dan lekoeleg vang berisike tinggi dan
borbaliay: sesual dengan ketentuan peraluran perundsamg-unidarigar;

f. koordinasi pelaksanaan tugss, pemmbinaan, dan pemberian dukungan
administtasi Kepada sehuob winsur organdsesi di lingkongan
Kemenlerian Kisel, Tekndaolegi, dan Bendidilzo Tioggi;

g pengelolaan bavang milikfkckavaan negara yang menjadi tanggpmeg

Jjawal lvementerian Riset, Teknaologi, dan Pendidikan Tinggi;

L peogawasan als pelaksanaan tupas di lingkungaa kewelilerian
Riset, Teknelogi, dan Pendidikan Tingei; dan

i.  pelaksanaan dnkungan substantif kepada selurnh unsie organisasi
di lingkune:an Kenrenterian Riscl, Tekoologd, dan Pendidikan Tinegi.

Eementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggl memiliki struktur

arganisasi vang terdiri atas:

a. Sckretariat Jenderal;

b. Tirektorar.lenderal Pemhelajaran dan Kemahasiswaan,

c. Dircktorat Jenderal Lelembagaan mu Pengetahuan, T'eknalogi, dan
Fendidikan Tinggi;

o Direktorat Jenderal Stounber Drava Hig Peogetatooan, Teknologh, dan
Pendidikan Tinggi;

e. Direktorar.Jenderal Penguatan Riser dan Pengemhbangan,

[. Dickiorad Jenderal Penguataon luovasi;

g Inspektorat Jenderal;

h. S0 Ahll Bidang Akadenilk;

i. Staf Ahli Didang [nsfrastrulktur; dan

J- Sraf ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas,

Immk menciptakan bircokrasi clfcktit dan cfision, hoementerian Risct,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus menuntaskan berbagai macam
rantangan dan permasalahan dalam segi organisasi. Tantangan dan

periasalalan tersebot jika dibiszockan tanpa ada peoyclesaian akan
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mempengaruhi kinerja Aparatur Negara dan menjadi ancaman scrius
dalam menjalankan fungsi crganisazi. Secara uwmum, tantangan dan
permasalahan organisasi Kementerian Riser, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggl melipari:
L. boluin oplimal pelaksanasan tugas dean lungst sebagian unil kegag

2. masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja antar unit kerja,
khnsusnya pada level eselon 1T dan TV,
S masil adaova tupang tiodill tuegas dagn Tuogst anta woil kegga; dan
4. Pbclum terciptanya crganisasi yang ramping, sarat fungsi.
Lintnk menvelesaikan tantangan dan permasalaban yang timbul, pada
progran pengoalan kelembagaan melakukan pendekatan dengan
eveluas)  dan restrokiurisasD kelebaganan Aparatur Sipil  Negaoa,
Dileaapkaan dengan adanya perubadian paeda sistown kelembagaan ks
tapral cnidorong lereiplanya Dudayaf perilako yang lelil kond usifl dalaon
upaya mewujudkan birokrasi vang ofektif dan cfisicn dan setiap unit kerja
dapat bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
1. Capaian
Kegiatan vang telah dicapal dalam pengnatan kelembagaan, melipati:
A resbulibndisasi Ovgandsasi Keenderiany Risel, Teknologi, dai
I'endidikan Tingei;
Hesnai dengan kepurisan Presiden Nomor 121/F Tahnn 2014
tentang Pembentukan ementerian dan Pengangkatan Menteri
kalinel Kerjpa Periode “Talhon 20141-201%% duan Peraluran Presiden
Mowwor 13 Tadoan 2015 wenlang Kementerian Fisct, Tekoologi, dan
Pondidlikan Tinged, kementeriann Risct, Tekiolog], dan Pendidikan
Tingpi  Lelah melakukan peoslastl organisasi dengan
memperhatikan Nawa Cita, Fencana Strategis Kementerian Risct,
Teknolagi, dan Pendidikan Tinggl, serta perimbangan beban kerja
antar unit organisasi melani Peramran Menten Riset, Teknologi,
dan Perclidikan Tinggi nomoe 15 Tahun 2315 tentang Organisasi
dan Tata ke kementerian Kiset, Teknolegi, dan Pendidikan
Tinggi.
b. penctapan Organisasi dan Tata Kerja & {enam) erguruan linggi
Megeni barg, yailue

1) Universitas Timeor,
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A1 Universilas Penbanguann Nusional *“Vetleranl” Jawaclinoar,

3) Mniversitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

4) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” .Jlakarta;

3 Listitul Tekiologi Kelimeaniba;, dan

&) [nstitut Teknelogi Sumatera.,

usul penetapan organisasi 3 [riga] Perguman Minggi Negeri ke
Menteri Pendatagiinaan Aparatare Megacs dan Helormasi
Binokrasi, vailu:

1} Universitas Singaperbangsa karawang,

2 lslitut Seni Budava lndonesia Acel: dan

4] lostitut Seni Budaya Indencsia apua.

penatasn crganisasi 15 {lima belas) Pergurman Tinggi Negeri,
vaili

1) Universilas Papus,

2} Universitas Mulawarman;

31 Ulniversitas Negerl Padag;

41 Universitas Qoroncalo;

3l Ulniversilas Sriwijaya;

) Universites Negerl Scisanig;

7) Institut Seni Indonesia Denpasar;

H) st Seni Budavs Indoenesiz Handaog;

4§) Mniversitas Tanjungpura Pontianals;

10} Politeknik Megeri Ambon;

11} Paliteknilk Megeri Media laeatif]

12} Politeknik Megeri Kapang;

13) Polilekoilk Negeri Baijaiinasin,

141} Universiters Trungoy o Madurag dan

15) [Tniversitas Musamus Meranke,

usul penalasn orgatlisasi 14 fempat belas) Perpuruan lTioged
Megeri ke Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reforimasi
Birokrasi, yaitu:

1] Universilas Terhuks,

21 Universilas Peindidikan Ganeslag

. 1390



2018, No. 1390

-82-

31 Uiversilas Joewbers

A Universilas Brawijaya;

3] Ulniversilas Udayaana,

i3] [Tniversitas Syiah lhuala;

7) Universitas Palangkaraya;

B) Universitas Pattimura;

4] Lindversitas Negerl Sl

10) Universitas Negeri Jakarta;

11} Institar Seni ndonesia Surakarta;

12) Undversilas Bangka Belitog;

13) Politeknik Negeri Manado; dan

1) Akademi howunitas Loanpoog.

penerapan 4 {empat] statita FPorgneian Tinggl Negeri, yvait:
1) Ulniversilas Laog g,

2} Universitas Tadaluko,

3) Paliieknik Negeri Bali; dan

4) LUniversitas Sultan Ageng 'lirtayasa.

pem bahasan 3 (higa)] stamta Pergurian Tinggi Negerd, vaitae
1) Universilas Negerl Malado,

2} Universitas Bornes Tarakan; dan

A1 Uiniversitas Musaines Meranke.

pencrapan rincian tugas nnit orgamisasi pada Umversitas
Mulaswarman, dan

Penbaleesan rinelan tagas il orgaanisasi pada 7 o(lujudl) ol

utamsa dan 3 tiga] pusat.

2. Rencana

Nalam rangka pelaksanaan reformasi rckrasi, Khusasnva pada

program Penguatan Kelembagaan, ditetapkan rencana aksi yang

sedang dan akan dilaksanakan, vainu:

A.

restrnlaiirisasi organisasi Kementervian Riser, Teknologi, dan
Pendidikan Tingei;
el usaizur vincian gas woil kegja di linglkuoesan Kewenteria

Eisct, Teknologl, dan Peredidilean Tinggl;
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Penvesaizan organlisasi Dergaruanl Tingel Negerl sesoad densan
poerihahan kebijakan;

pengualnl organisast lembagafpusal penonjaag pelaksanaan
Llugas kewenlerian Risel, Teknologi, deaay Pordidilkean Tingei;
penvusiran pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di
lingkungan kementerian Kiser, Teknologi, dan Pendidikan ‘Tinggi,
daun

pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan

hementerian Riset, Teknalogi, dan Pendidikan Tingei.

HKriteria Keberhasilan

Keherhasilan dar pelaksanaan rencana aksi program Pengnatan

Kelembagaan, divkar dengan kritein:

a.

restrukturisasi crganisasi kementerian [Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi,

Tersusunnyva rancangan organisasi, tuegas, dan  fungsi
Fewenwerian Risel, Toeknolopl, dan Pendidikan Tinggal yang ol
fiingsi dan nkuran.

PeIusuienl vk ugas unit kegga di linglkang:n kewenlerian
Riset, Tekiologd, daa Pendidileaon Tinggl;

Tersedianya  konszep rincian mgas uanit kerja di lingkangan
Kementerian Kiset, Teknologi, dan Pendidilcan Tinggi sesuai tugas
daar Dungsi wnil kerja.

penvesuaian organisasi Perpuruan Tinggi Negeri sesuai dengan
poribahan kehijakan;

Terswsunnya konscp Organlisasl dan Tata kega Perguroean Thoged
Mesont vang epal Tuagsi dan tepal ok

PergiEalan orgailsasl lembagafpusal penongag  pelaksalaan
mgas kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
Terswsunnye kousep Organisast dann Tata Kerja lembagaf pusal
sesuai kebutuhan [lementerian.

et pecoanian dan pelabesanaaan evaluas argaiisasi di
linglkungan kewenterian Kisel, Tekuologi, dan Pendidibeo Uinegi
1) tersedianya pedoman evaluasi oerganisasi; dan

) terlaksananya evaliEst orgallisasi.

2018, No. 1390
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[, pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan

Kementerian:
1} tersedianya sistem informasi kelembagaan; dan
2] tersedianya data dan informasi kelembagaan yvang akurat.

Indikator hasil {oufeome) untuk mengulkur area perubahan ini adalah
indeks capaian reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi dengan target-target per tahun sebagai berilkut

Tabel 1T, 23 Indeks Capaian Reformasi Birokrasi.

Tahun Baseline 2016 2017 2018 2019
Inceks
47 %% TO% To%n B, O
Capaian

Agenda Prioritas

Pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan akan

memprioritaskan kegiatan pada rencana aksi:

A, penyvusunan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kemnenterian;
dan

b, penyvesuaian organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengsan

perubahan kebijakan.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Pelaksanaan  rencana aksi  program  Penguatan  Kelembagaan
direncanakan berlangsung sampai talun 2019, Agar pelaksanaan
rencana aksi dapat beralan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan, maka disusun tahapan kerja rencana aksi beserta waktn
pelaksanaannva. Adapun tahapan kerja dan wakm pelaksanaan

rencana aksi dijabarkan dalam tabel berikut:
a. restrukturisasi organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi;

Tabel 1124 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Restrukturisasi

Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan
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Tahapan Kerja Walktu

Melakulkan avalaa argarnisa el dan  Januari s.d. April 2015
pemetaan/identiikasi program/ kegatan scbagai

penjabaran dar tugas dan Mungsi undt kerja

Pengembangan

Penyusunan rancangan organisasi, lugas, dan Mei 2015
fungzsi  Kementerian Riget, Teknologi, dan
Fendidikan Tingg wyang lepat Tungsi, lepal

ukuran, dan sesuai mmandat
Sosialisasi

Sosialisas lugas, lungsi, dan slrokiur erganisas Jum s, Desember 2015,
Hementerian  berdasarkan  Peraturan  Mentert  Januari s.d. Desember
Riset, Teknolegi, dan Pendidikan Tingg Nomor 13 2016

Tahun Q015 lentang Crganisasi dan Tala Kerja

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi
Implementasi
Pelaksanaan tugas dan fungst unet kerja Januari s.d. Desember
(2015 —2019)
Pengukuran dan Evaluasi

Pemantavan dan evaluasi efeltivitas dan efisiensi Januari g.d, Desermnber

strultur aorganisasi (2015 = 2019

b. Penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Tahel 1125 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penvesuaian Rincian Tugas
it Kena di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tingg.

Tahapan Kerja Walkiu

Perencanaan

Melakukan identifikasi atas penjabaran lugas Januari g.d, Mei 2015
dan fungs: unit kecia di lingkungan Esmenterian

Riset, Teknolegl, dan Pendidikan Tingg
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Pengembangan
Penyustinan Eotsep rincian tigas unit ketja di Jund sd. Newember 2015
lingkungan Kementerian Riset, Teknolog, dan
Pendidikan Tingg

Bosialisasi
Sosialisaz rincian tugas unit kerja di linglkungan Desember 2015;
Kementerian Riset, Teknologl, dan Pendidiken  Januan aod, Jum 2006
Tingai

Implementasi
Pelaksanaan rincian  togas ot keda di Januar 5.4 Desember

lingkungan Kementerian Riset, Teknolog, dan (2015 - 2019|

Pendidikan Tinggl
Pengukuran dan Evaluasi

Pernantapan dan evaluss atas rneian Lagas unit Januanr g.d. Desember

kera (2015 = 2014

c. penyesuaian organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai

dengan perubahan kebijakan;

Tabel 126 Wakt Pelaksanaan dan Tahapan Keija Penyesuaian

Organmisas] Perguruan Tinggl Sesuai Dengan Perubahan Kebijakan,

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan

Melakukan evaluasi arganisasi dan Januari 20135
permnetaan fidentiikasi program/ Keglatan sebaga
penjabaran dart tugas dan fungsi Perguruan

Tinggi Negeri

Pengembangan

Penyvusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur Januard s.d. Desember
organtsas Perguruan Tinggl Negeri sesual dengan (2015 -2019)

perubahan kebijakan

Bosialisasi
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Tahapan Kerja Waktu

Sosializast lugas, lungsi, dan stroktlur organisasit Joanuar s.d. Desember
Perguruan  Tinggi  Negerli  sesual  dengan (2013 —-2019]
perubahan kehijakan

Implementasi

Pelaksanaan tugas dan fungs Perguruan Tingg:  Januar s.d. Desember
Megeri (2015 -2015]

Pengukuran dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi kinerja tugas dan Januar s.d. Desember
fungsi serta strokiur organisa st Perguroan Tings (2015 — 20149)

Megeri

d. penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang pelaksanaan
tugas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Tabel OL27 Wakiu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan Organisasi
LembagafPusat Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Tahapan Kerja Wakiu
Perencanaan

Melakukan evaluasi arganisasi dan  Januari s.d. April 2015
pemetaan/identiikasi program/kegiatan sebaga

perijabaran dari tugas dan fungsi lembaga/ pusat

Pengembangan
Penyvusunan konsep tugas, ungsi, dan straktur Mei 2015

orgamisas: lembaga puasat
Bosialisasi

Sosialisas: lugas, lungsl, dan strokbur organisasr Jum sd. Desember 2015,

lembaga f pusat Januar &.d. Desermber
2016
Implementasi
Pelakaanaan tngas dan fungsi lembaga f pusat Januari s.d, Desember

(2015 = 2014

Pengukuran dan Evaluasi
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Pemantauan dan evaluasi kinena  begas dan Januan g.d, Desember

fungsl serta strukiur ceganisasi lembaga pusat (2015 —2019]

e. penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi; dan

Tabel [I1.28 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan Pedoman
dan Pelaksanaan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tahapan Herja Waktu
Perencanaan
Menelaah  berbagsi  peraturan di bidang Januari 2016

kelembagaan dan aturan lain yang lerkait

Pengembangan

Pefiyusunan pedoman evaluasi organisas Februar 2016
Bosialisasi

Somalirast  pedoman  evaluas)  orgamsasi i Maret 2016

lingkungan Kementerian

Implementasi
Pelaksanaan ecwaluasi organisasi di ingkangan Marst s.d. Desem her
Rementerian 2016,

Januan a.d. Desernber

(2016 —2019]
Pengukuran dan Evaluasi
Pemantasan dan  evaluasi  atas  efcktivitas Marcst 8.d. Desember
pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di 2016;
Kementerian Januar s.d. Desember

(2016 =2019)
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f. pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tabel TIL.29 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengembangan Sistem

Informasi Kelembagaan di Linglkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi.

Tahapan Kerja
Perencanaan

ldentifikam data dan infrastruktur serta standar

operast  prosedur  (BOF)  pemrosesan  usulan

kelembagaan

Pengembangan

Rekavasa S0F proses pengusulan kelembagaain
dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan
Komunileasi [TTE)

Pembangunan dan  penegembangsn sistem

informast  kelembagaan,  termasuk  proses

pengusulan  kelembagaan, berdasarkan  hasil
rekayasa Teknoologi Informasi dan Kemunikasi

ITHE)
Bosialisasi

Sosialisast  sistem informasit kelembagaan

berbasis Teknologl Tolormast dan Koemuonikas:

T
Implementasi

Implementasi  sistem  informasi  kelembagaan

berbagis Teknologi |nformasi dan Komunikasi

M)

Pengukuran dan Evaluasi

Evauassi  dan  perbaikan  sistem mlormas:

kelembagaan berbasis Teknologi Informas: dan

Fomunikasi (TIk)

Walktu

Januarn 2016

Februarm 20016

Mei s.d. Desember 2016;
Januari s.d, Agustus

2017

September 8.0, Desember
2017

Beptember a.d,. Desetnber
1T,
Januan s.d, Desember
(2018 —20159]

Januar 8.d, Desember
(2016 2019}
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6. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dari kegiatan Penguatan Kelembagaan meliputi:

Pengarah : Bekretaris Jenderal;

Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi;

Manajer : kepala Bagian Urganisasi, Biro Hukum dan
Organisasi.

FPenanggung Jawab:

a.

restrukturisasi organisasi kementerian Riset, Tekneologi, dan
Pendidikan Tinggi:

Kepala Sub Bagian Organisasi [,

penyvusunan rician tugas unit kerja di lingkungan kementerian
Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi:

[vepala Sub Bagian Organisasi 1.

penvesuaian corganisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan
perubahan kebijakan:

Ikepala Sub Bagian Organisasi 1.

penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang pelaksanaan
tugas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
lLepala Sub Bagian Organisasi [11.

penyvempurnaan pedoman dan pelalkksanaan evaluasi organisasi di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
[kepala Sub Bagian Organisasi I1.

pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

Ikepala Sub Bagian Organisasi [11.

7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran vang dibutuhkan dalam melaksanakan rencana

aksi program Penguatan Kelembagasan selama lkurun walkto 5 (lima)

taliun, dari tahun 2015 sampai 2019, sehagai berikut:
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Tabel IIL.30 Reneana Anggaran Penguatan Kelembagaan.

Anggaran

{x Rp. 1.000)

1. Restrukturisasi organisasi Kementerian  Riset, 1.000.000

Teknologi, dan Pendidkan Tinggi

2. Penvusunan rneian  tugas  unit kepja i 1.000. 000
lingkungan kKementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidkan Tinggi

3. Penvesuaian organisasi Perguruan Tinggl Negeni 3,000,000

sesual dengan perubahan kebijakan

4, Penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang 200,000
pelaksanaan tugas Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidkan Tinggi

3. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi 1.500.000
orgamisasi di  lingkungan  Kementerian  Fiset,

Teknologi, dan Pendidlian Tinggi

5. Pengembangan sistem informasi kelembagaan di 1,000,000
Ingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidkan Tinggi
TOTAL 2,000,000

E. PENGUATAN TATA LAKSANA

Penataan Tata Laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis
dan perbaikan tata kelola birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja vang jelas,
efektil, efisien, dan terukur. Selain menata prosedur standar kerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan tata kelola juga meliputi
perbaikan sistem  penyelenggaraan  layvanan  pewerintaban kKepada
pemangku kepentingan, sehingegs mampu  mengungkit  ferjadinya
refornasi layanan,

Reformasi lavanan merupakan vpava untuk memberikan pelayanan
terbaik dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik internel maupun
non-internet, untuk menvediakan pelayvanan vang lebih nyaman dan

efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan
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pemerintah. Dasar pemberian lavanan ialah Undang-Undang nomor 25
tabiar 2009 lentung Stadan Pelayaiizn Pablik, Undang-Undeang Noewor
14 rahun 2009 tentang keterbukaan Intowmasi 'ublik dan Undang-
plang Nomor 11 Taliun 2009 wntang hdoimasi dann Transaksi

Elektromilk.

Lementerian Risel,  Tekoologl,  dan Podidikan Tionggl berupsysa
mclaksanakaty penataan tata laksana  sesual  doengan  poeratarath
perindang-nndangasn. Pelaksanaan program penataan ta laksana akan
nmenjadi tugas rmumah vang besar dan mendasar, Tlal ini dikarenakan
kondisi Kementerian Kisel, Tekoologi, dan Pendidilkan Tingei merupakan
gabuiiigany dat does orgenisasi, vailu kemcenierizo Kisct dan Teknodogt deaa
Dircktorat Jenderal Pondidikan Tinggl Rementerian FPendidikan dat

Eebudavaan.

Dengenn kenwdist seperd o, Kenenteriszm Risel, Teknologl, dan Pendidikan
Tingsi saat ini belum memiliki peta prosces bisnis dan Standar Cperasi
Prosedur (SG0OP] seluruh kegiatan kementerian Riset, Tekneclogi, dan
Pendidikan Tinggi sesuai dengan nomenklatur baru, Peta proses bisnis
daw Blandar Operas] Prosedur [(SOH) vang sudaleada di Kemenlerian Risel
dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikzan Tinggl, dinilai sudah
tidak reclevan lagi dengan kondisi saat ini. Sclain itu, perangkat e-
Governmment vang telah ada, baik di Kementerian Riset dan Teknelogi dan
Direkrorat WJenderal Pendidikan Tingei, helom  diintegrasikan  dan
diseswallcar dengan proses  Disois sraklur beou kementeriaon dalam

vangka et ukong reformas Tayansn.

ITntnk if, Kementerian [iser, Teknolegl, dan Pendidikan Tingei
berkewsjiban wenyusun pela proses Lisnds HDineges Slandar Gperasi
Moscdur (S0P sclurull kegialan Remeilersoy dan mengem bangkean e-
Government, Mecraballan pada sistom rata laksana sangat diperlukats
dalam rangks mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan

pelavanan, sekaligus jugas unhik mengubah mental aparatur,

1. Capaian

Hasil pencapaian pregram Penataan Tata Laksana adalah sebagai

berikul:

a. penyvusunan dan pelaksanasan Standar Operasi Prosedur (SOP] di

lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Riser
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dan Teknologi telah memiliki sebagian besar Standar Operasi
Prosedur  (SOP) vang  terkait  dengan tugas  dan fungsi
Kementerian. Sebagian besar Standar Operasi Prosedur (SOP)
tersebut juga telah dilaksanakan dalam kurun walkin 2010-2015,
b, penyusunan Standar Mekanisme dan Hubungan Kerja (SMHE)
Pendidikan Tinggi. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah
untuk meningkatkean kinerja PN, Kopertis dan BPLFT serta
Pendidikan Tinggi dan Sekietariat Jenderal dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinyva.
. melakukan pengembangan e-Government sebagai berikut:
Tabel I1.31 Pengembangan e-Govermment kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi.

No Nama Aplikasi/Layanan Alamat Laman

1 Penyvetaraan ijazah Luar http:/ fijazahin dikt. go id

Negeri secara Online
2 Portal BidikMisi htrp:/ [bidikmisi.dikt. go.id
3 Sistem Informasi Pendidikan hittp: f fsindiker. diki. go.id
dan Dunia Kerja

4 Tracer Study htip: / firacerstudy.dikt, go.id

ol

Pangkalan Data Pendidikan http: / fforlap.dikti.go.idf
Tinggi

6 Kenaikan pangkal dan jabatan  http: / /pak.dikti, go.id

7 Sertikast dosen http: f /serdos dikti.go.ad
8  Beasiswa dalam negeri hitp: f /beasiswa. dikiigo.id / bp
pdn/
49 Beasiswa lar negeri http: f fbeasiswa. dikti.go.id /bp
pln/
10 Beasiswa Peningkatan http: / fbeasiswa, dikti go.id/ pk
Kualitas Pubhkasi pif
Intemasional

11 Smdi lanjut hittp: / fstadidikt go. id
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No Nama Aplikasi/Layanan Alamat Laman

12 Sistem Informasi htip: / fsilemkerina. dikii. go.id

Kelembagaan dan Kerjasama

13 SIM-LITABMAS http: / /sumlita boas. diktigo.id /
14 Perizinan Peneliti Asing http: / /frporistek.go.id/f

15 LPSE http: f flpse nstek. go.ad feproc
1t PPIL htip: / fppid. ristek, go.id /

17 Up kompelens: tenaga htip:/ fukbidan.dikb. good f
keschatan dan dokter hitp: / fukperawat.dikii. go.ad /
http: f fukners. diktigo.id/
http:f fukmppd.dikt.go.id/

Kesemua aplikasi e-Govermment tersebut telah berjalan dengan
haik dan telah melayani masyarskal/pemanglku  kepentingan

terkait,

Rencana

Program kerja bidang penataan tata laksana berikut inii alah program
mulai  tahun 2016-2019. Program  tlersebut meliputi kegiatan
perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran
dan evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapun kepiatan yang akan
dilakukan adalah:

A, penerapan efisiensi  penyelenggaraan  pemerintaban,  dengan
melasanakan rencans alsi;
1) penyusunan peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi; dan
2) penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) makro dan
mikio dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam
mendukung PeTIeTaA DAL clisiensi penyvelenggarasn
pemerintahan,
h. perluasan penermapan e-Government vyvang lerintegrasi dalam
penyvelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan, dengan
melaksanakan rencana aksi:

1) integrasi lavanan/ e-Government vang telah ada;
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2) pembangunan atau pengembangan sistem e-Government baru
untik mendulkung penvelenggaraan kegiatan Kementerian,
antara lain:

a) sistem manajemen persuratan  dalam  mendukung

penerapan sistem kearsipan vang handal;
bj Sistem analisis jabatan yang terintegrasi dengan penilaian
kinerja pegawai;

c) Sistem layvanan usulan crganisasi perguruan tinggi; dan

d] Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaiar.
¢ implementasi Undang-Undang Keterbukaan Inlormasi Publik,

dengan melaksanakan rencana akesi:

1} penyusunan Peraturan Menteri  Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Lavanan Informasi Publikk di
lingkungan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;

2) pembentukan Unit Layanan Terpadu; dan

2) publikasi setiap jenis layanan, melalui x-banner, TV wall, dil.

3. EKriteria Keberhasilan

Program reformasi  birokrasi bidang Peoataan Tata Laksana
dibarapkan memiliki dampak positif terhadap penvelenggaraan
pemerintahan dan layvanan secara efektil dan efisien. kriteria
keberhasilan dari pelaksanaan rencana aksi di bidang Penataan Tata
Laksana, antara lain:

A, penerapan efisiensi penyvelenggaraan pemerintahan:

Terciptanya tata layanan unit kerja melalui tersusunnya peta

proses bisnis dan Standar Operasi Prosedur (SOP) makro dan

mikro Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
h. perluasan penempan e-Government yang lerintegrasi dalam
penvelenggaraan pemerintahan dan pembangunan:

1} terintegrasinva e-Goverriment ent yang ada di Kementerian
Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
kKementerian Pendidikan dan Kebudavaan, menjadi satu e-
Governiment di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidilcan Tinggi; dan
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2 terbangunnyva sistem e-Government baru untuk mendukung
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

c.  implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,
dengan melaksanakan rencana aksi:

1) ditetapkannyva Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Layvanan Informasi Publik di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;

2] terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID);

3) ditetapkannva Daftar Informasi  Publik di  Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan

4) terbentuknya Unit Layanan Terpadu di  Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Indikator hasil (eutcome) untuk mengukur program Penguatan Tata

Laksana meliputi:

a.  indeks e-Government Nasional

Tabel 1132 Indeks e-Gorernment Nasional (skor O - 4).

Tahun Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks
2,60 280 3,00 3,20 3,40
Capalan

I indeks Integritas Nasional

Tabel O1.33 Indeks Integritas Nasional (skor O - 109

Tahun Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks

722 7,78 8,30 B.75 Q.00
Capaiai

4. Agenda Prioritas
Dari beberapa rencana aksi vang ditetapkan, berikut rencana aksi
vang metjadi agenda prioritas progran Penataan Tata Laksana;
A, penyvusunan peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi;
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h. penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) makro dan mikro
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mendukung
penerapan elisiensi penvelenggaraan penterintaharn;

c. pengembangan sistem manajemen persuratan dalam mendukung

penerapan sistem kearsipan vang handal; dan

d. pembentukan Unit Layanan Terpadu.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Wakiu pelaksanaan  kegiatan  program  Penataan Tata Laksana
direncanakan berlangsung hingga tahun 2019, Sccara rinci, tahapan
kerja dan waltu pelaksanaan rencana aksi, dapat dilihat pada tahel
berikut:
a. penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan:

1) penyusunan peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi; dan
Tabel TIL 34 Wakitu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan Peta
Froses Bisnis Kementerian Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tinegi.

Tahapan Kerja Waktu
Perencanaan

Pembentukan Tim Penyusun Proses Bisnis  Oktober s.d, November
Keinenteran Riget. Teknologi, darn 2015

Penchidikan Tingei

Penyusunan Jadwal Kegiatan Bisnis Prozes Januari 2016

Fapat Koordinasi Tim Januari 2015
Pembangunan

Penyusunan pela proses Bams Kementerian Movernber 2016

Riset, Teknolegi, dan Pendidikan Tingg

Integrasi proges Disnis Eementerian Hisel, Sepiember 2017

Teknolog, dan Pendidikan Tingg
Sosialisasi

Sosialisast peta proses hisms Kementerian Febroar £.d4. April 2007

Rizel, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Implementasi

Implementasi peta proses bisnis Mei 2017
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Tahapan Kerja Waktu

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi peta proszes bisnis kKementerian  November (2017 - 201%)

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg

2) penyvusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) makro dan mikro,

Tabel 11,35 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan

Standar Operasi Prosedur (S0P Makio dan Mikro,
Tahapan Kerja Walktu
Perencanaan

Sozinlisasl tentang peraturan penyisunai Februar 2006
Slandar Operasi Prosedur (80P

Tdentifikasi Standar Opetasi Progedur (SOF) Maret 2016

vang telah ada saat ini

Indentilikasi lavanan vang belum tersadia Maret 2016

Standar Operasi Progedur (80F) nya
Pembangunan

Penvusunan Standar Operasi Prosedur (S0F)  April 8.4, Oktober 2016
berdasarkan peta proses bismms Kementenan

Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tingpg

Simpliikasi Standar Oprerasi Frosedur (30F) Aprtl s.d. Gkiober 20010

Imegrasi Standar Operasi Prosedur{S0F) April ., November 2016
Sosialisasi

Sozialisast Standar Operasi Prosedor (30F)  Oktober s.d. Desember
kepada EEAWEAL Kementerian Riset, 2016

Teknologl, dan Pendidikan Tingm
Implementasi

Penerapan Standar Gperasi Prosedur (30F) Januari s.d, Desemlber

(015 - 2019
Pengukuran dan Evaluasi

Ewvaluasi Btandar Operasi Progedur (80F) Januar s.d, Desemnber

(2015 - 2019
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perluasan penerapan e-Government yang terintegrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

Integrasi layanan/ e-Government  yvang  telah ada  dan
pembangunan/ pengembangan sistem e-Government baru untuk
mendulkung penyelenggaraan kegiatan kementerian  Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tabel 1136 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Integrasi
Lavanan{ e-lrovernment vang telah ada dan
Pembangunan/Pengembangan Sistem e<CGovernrment Barn untuk
Menduknng Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Riset, Teknolog,
dan Pendidikan Tinggi,

Tahapan Kerja Walkiu
Perencanaan

Identifiltasi  lavanan/ e-Government di November s.d Desember
seluruh  unit  kerja  Kementerian Riset, 2015

Teknolog, dan Pendidikan Tingg

Identifikasi layanan Eementerian vang belum  November s.d. Desember
kerbasis Teknolog Informast dan Kemunikas 2015
{TIK}

Pembangunan

Pengembangan  dan  integragi  lavananfe-  Dessmber {2016 = 2019)

Govemment

Rehayasa siatem layanan dengan  Desember (2006 — 2019)
memanfaatkan  Teknologh  Informasi  dan

Komunikas: [TIK)

Pembangunan dan pengembangan layanan  Desember (20016 = 2019)
berdasarkan  hasil  rekavasa  Teknolog

Informasl dan Komumibkas: (TIK)

Sastalisast  layanan] e-Govemment  yang 2018
terintegrasi  dan sisiem  lavanan/  e-

Gotermiment am

Implementasi

. 1390
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Tahapan Kerja Walkiu

Implementast  layananfe-Covernment  yang  Agustus s.d. Desember

terintesrasi dan aigtem layanan fa- 016,
Crovernment bam Januari 8.d. Desember
(2017 — 2019]

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi dan perbaikan sistem layanan) e Januari s.d. Desember
Govermment yang terintegrasi dan sistem (016 — 2019

lavanan e-Governmeant bara

c. implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
dan

Tabel HLAT Wakin Pelaksanaan dan Tahapan Kera Implementast Undang-
Undang Heterbukaan Inforinasi Publik.

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan

Penyvusunan Peraturan Menten Risst, Teknologi, Februan 2016
dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan [nformasi

Publil i lingkungan  Kementerian  Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Bosialisasi

Sosialisast Peraturan Mentern Kiset, Teknolog, Maret s8.d. Mex 2016
dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan [nformasi

Puklik  di  lingkungan  kementerian  Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinegsi

d. penerapan sistem kearsipan yang handal.

Tabel 11,38 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penerapan Sistem

Kearsipan yang Handal.
Tahapan Kerja Waktu
Perencanaan
Identifikasi  kondisi  lavanan  kearsipan  dan Matet 2006

evaluasi Standar Operasy Prosedur [SOF) layanan

kearsipan saat im

Pembangunan
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Tahapan Kerja Walktu

Rekayssa Standar Operasi  Prosedur (S0F) Septermber 2016
kearsipan  dengan  memanfaatkan  Teknolog

Informas dan Komunikasi (THS

Pembangunan dan  pengembangan sistem Januari s.d. Desember
kearsipan berdasarkan hasil rekavasa Teknolog 2017

Informasi dan Komunikasi (TIE)
Bosialisasi

Sonialisasi sistem Kearsipan berbasis Teknolog April aad. Juni 2017

Informasi dan Homumbkasi (TIR

Implementasi
Tnplementas: sigte kearaipan bertwais  April s.d. Desember 20017,
Teknologi Informasi dan Komunikas: {TTE} Januari g.d, Desetnber

(2018 - 2019)
Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi dan perbaikan sistem  kearsipan  Januar s.d. Desember

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TTE)} (QO1T = 20149

6. Penanggungjawab

Penanggung jawab preogram Penguatan ‘I'ata Laksana adalah
Koordinator Program Penataan Tata Laksana,

Pengarah : Bekretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal;

Dhirektur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan:
Direktur Jenderal kelembagaan Tmu

Pengetahuan, Teknelogi, dan Pendidikan Tinggi;
Direktur Jenderal  Sumber Daya  [lmu
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan; dan
Direktur Jenderal Penguatan Inovasi.

Ketua : Kepala Bire Hukum dan Organisasi;

Wakil Ketua : kepala Pusat Data dan Informasi;
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Sekretaris : Kepala Bagian Ketatalaksanaan;

Penanggung Jawab:

a. penerapan cfisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
lepala Subbagian Sistem dan Prosedur.

h. perluasan pecnerapan e-Government vang terintegrasi dalam
penvelenggaraan pemerintaban dan pembangunan; dan
lkepala Subbagian Analisis Jabatan.

. implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Tndangan.

7. Rencana Anggaran

Berisi informasi mengenal rencana besaran anggaran yang akan
dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan

kegiatan reformasi birokrasi.

Tabel [TL39 Rencana Anggaran Penguatan Tata Laksana.

Anggaran (x Rp. 1.000.000)
Hegiatan

| 2015 | 2016 2017 | 2018 | 2019

I Penyusunam peta proses 120 150 150 200
bisnis Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan

Tingei
2 Penyusunan Standar 100 120 1:20 150
Operas: Prozsedur (SOF)
makio dan mikro
4 Integrasi layanan e- 1060 100 120 150

Govermment yang telah ada

4 Pembangunan sistem Ta 10K} 125 150

Inanajemnen persuralan

L4}

Pembangunan sistem 7o 150 150 150
analisis jabatan vang
termiegras: dengan

penilaian kinerja pegawai
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Anggaran (x Rp. 1.000.000)

2015 | 2016 2017 | 2018 | 2019

4 Pembangunan sistem T3 100 100 125
lavanan usulan organisasi

pergurian tnggi

100 100 125

w

7 Pengembangan sistem ¥
informasi manajemen

kepegawaian

& Pembentukan Unit Layanan 7o 100 o0 125
Terpadu Kementerian Riset,
Teknologl, dan Pendidikan
Tmeg

TOTAL 3755

F. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber dayva manusia meripakan elemen
terpenting bagi organisasi dalam mencapai visi, misi, program dan
kegiatan vang telah dicanangkar. Suwber daya manusia adalah pilar
utaina dari sebuah organisasi untuk berkembang, sumber dayva manusia
-lall vang akan menentukan kelangsungan hidup matinya  schuah
organisasi. Disamping ity sumber daya manusia memiliki peran vang tak
tergantikan dengan unit lain pada sebuah Organisasi. Pembeda antara
satu organisasi dengan organisasi lain serta satu bangsa dengan bangsa
lain adalah sumber daya manusianya. Sehebat dan secanggih apapun
teknologi tanpa didukung oleh sumber dava manusia vang hebat hasilnya
tidak akan maksimal.

kesadaran akan peran sumber dayva manusia vang begitu sentral dan
vital, juga dapat kita lihat dalam program reformasi birokrasi. Sektor ini
mendapat perhatian yang sangat besar sehingga dari 8 (delapan) area
perubahan, sektor inil memiliki nilai vang paling besar. Bertitik tolak dari
pemikivan tersebut, Kementerian Risct, Teknologl, dan Pendidikan Tingei,
telah berupaya maksimal dalam menjalankan program-program yang
tercakup dalam kegiatan penataan manajemen sumber dava manusia
Aparatur. Kesadaran itu juga timbul dari pemikiran pada peran penting

dan lerdepan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidilan Tinggi vaitu
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ienmgkatkan daya saing barygs:a, Tento saga kita menyadan sepenadngy =

badraa daya saing suslu bangsa ditcitukan oloh keinajoen tekiologt dan

fingleat pendidikan snmber dayva manasia.

1.

Capaian

Berdasagkan lasil  pemlaian sang dilakalan Kowenleris@n

Pendavaglinaan Aparatur Negarm dan Reformasi Rivokeasi, capaian

program dan kegiatan di hidang sistem penataan manajemen sumber

dava mansia sebagai berikut:

Aa.

perencanaan  kelbnthan pegawai sesuai dengan kebntithan

organisasi, melalui kegiatan:

- analisis jabatan dan analisis Deban kega;

- perhitungan kebutuhan peogawai,

- penyusnnan rencana redistribusi pegawai;

- penyusutin preveksi kebutulen 3 tabon; dean

- perhitungan formasi jahatan vang mennnjang kinerja utama

iNsrAnsi.

proscs pelicrisan pegaval renspararl, objekul, akuntabel dan

bebas Korupsi Kolosi Nepotisiee, dengan indibatorn:

- pengumnman penerimaan diinformasilan secara Inas kepada
masvarakar;

- perddaflaran dapat dilakakan dengan noodah, cepal dann peasdi
fonline) persyarataa jolas, tidak diskrininatil]

- proses seleksl tranaparan, objektif, adil, almntabel dan hehas
Korupsi Kalusi Nepotisme; dan

- penguaiEi hasil seleksy diliforinesilean secara wrbube.

pengembangan pegawai berbasis konpotensi, dengan indikator:

- relah ada smandar kompetensi jahatan;

= lclall dilakukan aosessment pada scbagiaa Lesar pogaw«d;

- elalht diidentifikasi keboiulian pengemnbangan kawpetensi
pada sebapian hesar pegawai,

- dclall disusun rencsna pengewnbatigan kownpolensl  pada
sehagian hesar pegawai dengan dnkangan anggaran yang

nencukupi; dan
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- tclah dilakukan menitoring dan covaluasi pengembangan
pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala,

prrenes] galeatan dilakukan secarn terbuka, dengan indikeatiors

- kebijakan promosi terbuka telah ditctapkan

- pengisian jabatan pimpinan tinggl  otama, madyva dan
pratama) lelahe dilakokan melalui premeoesi lerhuka secars
(TR E TRIREEI

= proneosi terbuka dilakokan sccara koempeatil daon otyekil;

- proanessi o lerhuka dilakokan olelr panitia selelksio vang
independen; dan

- [asil seuap labapan selokst divinomnkan secar terbokea.

penetan kinerja individo, melalod kegiatan dan indileator

- poncrapan  penctapan kinerja  individu  telaln  dilakukan
terhsdap scluruly poegawai;

- selurah pegawai lelah melalodkan penilaian kKinerjae individao
valg lerkadl dengaul kinerja organisast; daa

- capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
pemberian injngan kineja kepada selomb pogawa.

pencgakanr  aluvan  disiplind/kode ctikfkode  perilaka pegaoaal,

dengan mdikatonr

- aturan  disiplin/kode  otik/kode perilala instansi telah
diretapkan;

- aturan disiplingkoede olikfkade perilakoa nstansi wlaty
diimplementasikan kepada scluruh unit erganisasi;

- adanva monroring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan
disiplin/kode etilk fkade perilakan insiansi secara berkala; dan

- adanva peniberian sanksi dan imbalan {reward) kepada
seluruli unit crganisasi.

pelabksareeall evaluasi jaletan, dengan indikaton

- informasi faktor jabatan telah disusun;

- seluruli unit organisasi telah menetapkan peta jabatan; dan

- oselarml il organisasi elah menetsplan kelas jaleaan,

. 1390
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b wistem Diforinssi kepegawaial:
- sistem  informasi kepegawaian  felah dibangun sesaai
kebutnhan;
- simtow formasi kepegawaiall dapal disakses olel pegawai;
- selumh unit organisasi rems memutakhirkan  sistem
informasi kepegawaian; dan
- simtow inforinasi Kepegawdian digunskan scbagal pendukong
pergainbilan kelijakan meanajeunci SDM.
Tiari seluruih kegiatan di bidang penataan mangjemen 85D hanya
kegiatan peungeinbangan pegawad Derbasis kowpelens) valg belon
dilabkukarn  dergan maksimal. Hal ind dipengaruli oleh beloao
opthnalliyve proses perencaisan pelgembangan kowpelensi serla
keterbatasan akses terhadap institusi pelaksana  kegiatan

pengembangan pegawai.

Rencana

[Xari 14 {empat belas) rencana aksi vang relah ditetapkan  menjadi
apenla tasional di bidang  peuguaian sistem nEnajemen S
Aparatar, disusun ageinda pricoritas dalain jangka wakoo 4 (e pat)
tadiun, vanng dinulad pada tabinn 2015 dan dibarapkaan 1clady sclesad
pada tahun 21%, vaitu:

a. tahnn 2
1) porunusan ilarl PP LA L kelijakean RITETTTEETE]
assassmaeant canter,
dhoperuiusay danl penetapanl kebijalkean penilaian kinepja
pPeRsL i,
3 penumusan dan penatapan kehijakan reward and ponishment
berbasis kinerja; dan
A} powbangunailf pengeinbaligan sistein nilornnas: Aparaiur Sipil
Meogara.
b tahun 20107
1} perbaikan berkelaijutzon sistem pereiicsoeuy kebaluli
pceawai Aparatur Sipil Negara;
2y pertunusan dan penetapan kebijakan sistem rekmtmen dan

seleksi secara lransparan datl Derbasis ko pelensi;
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3) peruusal dal penetapan Kebijodaan sislem promosi securs
tcrbuka; dan
4y penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetidf, dan
berhasis kompetensi o didukung oleh makin efkkiifigya
pPergawasa olel Kowisi Aparadur Sipil Negaos,
. Taliuyy 2018:
1 pernuwasann dan penelapan kebijalan penanfaacaf
pPergembangann dala base profil Eowpetensi calon dan pejabal
Libepl Apauastor Sipil Negaia,
2} menynsun dan menetapkan pola karvier pegawai Aparvamir Sil
Negara; dan
3) peugukuim gap competency anl:ara poangku jabatan dun
syarat kompetensi jabatan.
d. Tabhun 2H14:
1y peruinusan dan penclapaar kebijakan sistomn pengkaderan
peegawai Aparatur Sipil Negara;
) pertunisan dan penetapan kehijakan pengendalian kualitas
diklad; dan
) penguatan sistem dan knalitas pendidikan dan pelatihan

untuk mendnkung kinerja.

3. HKriteria Keherhasilan
Kriteria keberhasilan dari setiap rencana aksi dan menjadi rmolok ukur
tercapailya pelalksanaan rencare alesi lersebat, dijelaskan di Dawah
TITH
a. pernmusan dan penetapan kebijakan pemanfaaran assessment
center,

1} ditetapkan kebijakan tontang pemantaatan asscsment center
sebagai hagian dari pengangkatan/penempatan pegawal
dalam jabatan;

21 terlaksananya kegiatan assesmen ecnler; dan

2} tersedianya data base pegawal berdasarkan kempetensi yang
merupakan hasil dar pelaksanaan assesmaitt ceter.

Indikaior hasil {owtcome) unluk mengokue rencans aksi nd:
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1) rersecia pera pegawal berdasacvkan kompetensi hasil dari
pelaksanna g assessment center;

21 pomantaztan peta pegawal berdasarkan kompetensi scbhagai
salah  satun unsur dalam perfimbangan poencmpatan
pengangkatan dalam jabatan dengan persentas] sebesar 0%
(tiga oy persen), prestasi kerja 0% (fenyped pudohe persen),
iiteeribas 2 (dua pudoll persen), disiplin 10% (sepulub
LrerseLy].

porumusan dan penctapan kebijakan penilapan Kinetja, pogawal;

1} ditetapkan kebijakan tentang sistem penilaian Kinerja;

21 lerlaksananya kegiatan penilaian kinegae erhadap seluruh
g dowy

31 rovsedianya data hasil ponilaian kinerja vang dimanfaarkan
dalam pembinaan karier Pegawai Megeri Sipil.

llikanor hasil (ouwtcome) untuk wengukar rencans sbosi fni:

1) tersedianya data hasil penilaian kinerja seluruh pegawai; dan

2] pentanfaEaiar Deasil o penilaian Kinecgs 1% dewpat puduh
Persell) sclragal salall seilul ursur clelan
porecipataif penganigkatan pogawal  dalsan jabadan dan
2ol ey awstl 1 jsaigaL Kinerjs.

perimusan dan penetapan kebijakan reward and punishment

herbasis kinerja:

1) ditctapkan keldjakan wilang reward and punishment borbasis
kinerja; dan

21 revimplementasinys kehijakan  sebagaimana bagian dari
sistem  pembinaan SDM Aparstar 1itamanya menyangkut
disiplin dan prestasi kegja,

Indikator hasil [owtcome) untuk mengubur rencana aksi ini:

Capaian  kinea (prestasi Kerjal 1096 [seratus  parsan|

cdimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan

reward dall punisfiment,

pembangunan/ pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil

Negara:

1 ditelapkan kebijakan tentang pembanginsnf peogem beangan

sislem inlormast Aparalur Sipil Negaia,
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2 lersedinny g dafabose pepoaad; dul

3 pomanfaatan sistem informasi Aparatr Sipil Negar dalam
pengambilan kebipakan dan pelavaman di bdang manajemen
Apsaranur Sipil Meganra,

Indikator hasil (owfcome) untuk mengukur rencana aksi ind:

Manajemen  Aparanie Sipil Negara  dilaksanakan dengan

nernan Bat kol sistem informasi dengan persentase capaian

1) tabun 2016 ;0 30% (tiga puluh persen);

A orabun 2017 0 7% (ajuh pulith persen); dan

4 tabian 2018 0 10089 (seratus persel).

porbaikan berkelanjutan sistom perencanaan kehotithan pegawai

Aparatmr 8ipil Negara:

1) dilclapkan kebijakan tentang sisiein porencalaail kebotatian
pogawal Aparatur Sipil Megara; dan

2 pemanfaatan  sistem perencanaan kelmtuhan pegawai
Aparatur Sl Negara vang weraprlean hasil perbaikea,

Indikator [outcome) untuk mengukur rencana aksi ini:

Bistem perencanann kelmihan pegawal Aparatur Sipil Negara

vang nerupakan hasil perbaikan berkelanjotan, 100% (serais

perscn) dimantaatkan schagal pocdoman penyusunan ICNCaTla

kolbntubian pogawal Aparaiur 3ipil Negard pada undl alana dan

pergnruan fnggl pada rahnn 20018,

pernuusal dan penclapan kebijakan sistenr rekranucn dan

seleksi secaus Uransparsa daty berbasis kopetensi;

I} dirctapkan kehijakan tentang sistem roliritmen dan selelesi
secara fransparan dan berbasis kompetensi; dan

2 perenmatan f penpanigkainl pepanal didasaokan pada
konipetensi dan dilalkukan sccara transparan.

Indikaror haszil [owtcome] untuk mengukur rencana aksi in:

Sistem rekrutinen dan scleksl sccara ransparan dan berbasis

kempetensi dimanfaatkan 100% (scratus persen] dalam scleksi

Calen Pegawad Negeri 3ipil, pengangkatan pejabat pimpinan tinggi,

pejabtat administrasi, dan pejabat fiingsional.
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peruiusarl dan penclapann kebijakeanl sislon prolnosl Sooar:=
rerbulas

Diletapkainya kebijakan weilang sisteun proiosh secara lerbuka
vaug merupaleun bagian peoting darl keberhasilan pembinaat
pegawai dan menmupuk semangat berprestasi.

Indikaror hasil [owtcomea] untuk mengiikur rencana aksi ini:
Penganghkatan dan pemindalian pegawai dalaim jsbatan pinpilis
tinggi pada unit utama dan perguruan tinggi 130 % (seratus
rersen] dilaksanakan melalni sistem seleksi rerbuka,

Pellcrapall  sislom prowes) secara lorboka,  koapetill, dan

berbasis ko pelensi didukung oleh makin clekiiiy e pengawasan

oleh Kemis! Aparatur Sipil Negara:

Promosi pegawal dilakukan secara terdlmba secara konsisten
wesuel dengan kebijabiar yoong telall ditebaakear.

Indikaror hasil (owtcome] untmk mengnkur rencana aksi ini:
Sistemr promesi secara lorbuka,  kowmpetitd,  denr berbasis
kompetenst didukuing olell miaking clokuliea polgaveasaiy olel
Komisi Aparatur Sipil Negara 100% (scratus perscn) diterapkan
dalam pengangkatan dan pemindahan dslam jabatan pinipinan
tinggi pada unif utama dan pergiirian inggl.

T LITIIUSEIL darl LA LT kobijakan pranzalazanf

pengembangan databoase profl Kempetonsi calon dan pejahart

tinggi Aparatie Sipil Negara:

1) dilclapkan kebpakann lenlamg ponanlbalan peigemleaga
database profl komperensi calon dan pejabat tingg Aparanir
Sipil Negara;

) tersedianya database profil kompelensi calioy dane pejabel
Unpgl Aparsiur Sipil Negara; dan

A1 pemanfaatan database profil kompetensi calon dan pejahat
tineg] Aparator Sipil Negara dalam pengaibilan kepaotosan
lontanng perigeinbarmeanl Jdarl poalbingeo karicr pogawal.

Indikator hasil {owteone) intuk mengnkur rencana aksi ini:

Pewnanlaalaun database prolil kowpelensi cealon dogy pejaleal Linge

Aparatur Sipil Negaaa dalaon pengaonbilan kebijadean manajome
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Aparatur Sipil Negora Ehoususnga peagaiglolann dalaony jalaaizr
pimipinan tinggi.
i memmsnn dan menetapkan pola karier pegawal Apavamr Sipil
Negar,
1} ditctapkan kcbijakan tcntang penyusunan dan penctapan
Pola karier poegsawal Aparatar Sipal Nogana; dan
21 petanfaatann pola karier sebagai salal salo penimlxaogan
dadan pembinasan dan pengenbangan karicr  poegawai
Apswatiy Sipil Negaaw,
Indikartor hasil (sgrame) untuk mengukour rencana akesi ine
Pemeanfaalzay pla karicr dalan pengambilan kebijakan
warjemen Aparsiur Sipil MNegaras kliususinva penganiglkalzin
dalam jabatan adminitsrasi pada unit utama
k. penguknran geap competency antara pemangla jabatan dan syarat
ko petensi jaluatan:
1] relah disusun dokomen hasil pengnkuran gap kompetensi;
dan
2] pouambidan hasil o peongukulan gap  camipetenoly scbaggi
podoman utama dalam peningkatan koempetensi Aparatur
Sipil Negara.
Indikzaior hasil [owtcomea]l unluak mengiikor renca ki i
Pemaniaatan  100%  [seramis persen] hasil pengnknean gap
comtpetency antara pemangky jabatan dan syarat komnpetensi
jJabatan dalam perencanaan dan  pengembangan  kompetensi
Aparatur Sl Negaaa paada ot ulaona,
. perumusan dan penctapan kebijakan  sistemn  pengkaderan
pegawal Aparatur Sipil Nepara:
1] telall diletapkan kebijakan telbawe sistem pengkaderan
Pregawel Apsratur Sipil Negeara; da
21 poemanfaatan sistem pongkaderan pegawal Aparamr Sipil
Megara dalam penempatan/ pengangkatan pegawai dalam
jaalxalzan  dan progean peningkatan koapetensi o pegawi

Aparadur Sl Negaaa,
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Indikator hasil (outcome) untuk mengukur rencana aksi ini:

Pemanfaatan 100% (seratus persen) sistem pengkaderan pegawai

ASN dalam perencanaan dan pengembangan kompetensi Aparatur

Sipil Negara serta penvusunan pola kKarier pada unit utama.

perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas

diklat:

1) telah ditetapkannya kKebijakan pengendalian kualitas diklat;
dan

2) pemanfaatan kebijakan pengendalian kualitas diklat dalam
mendukung kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara.

penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk

mendukung Kinerja:

1} telah dilakukan penguatan sistem dan kulitas pendidikan dan
pelatihan untuk mendukung kinerja; dan

2] pemanfaatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan
untuk mendukung kinega pegawal Aparatur Sipil Negara.

Becars umum, indikator veng digunakan untul mengulkur

keberhasilan pencapaian program Penguatan Sistemn Manajemnen

8DM Aparatur Sipil Negara, yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur

Bipil Negara dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tabel 1IL40 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Tahun Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks
T6 78 B0 B3 86
Capaian

4. Apenda Prioritas

Agenda prioritas rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun
2016, meliputi:

.

perumusan dan penetapan kebljakan pemanfasatan assessment

center,
perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai;

perumusan dan penctapan kebijakan reward and punishment
berbasis kinerja; dan
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d. pembangunan/pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil

Negara,

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja
Waktu pelaksanaan dan taliapan kKerja program Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, vaitu:
a. tahun 2016
1) perumusan dan penetapan Lkebijakan pemanfaatan
assessment center;

Tabel IT1L41 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Peruomusan dan

Penetapan Kebijakan Pemanfaatan Assessment Center

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan
Pembentukan Tim Kerja Januari 2016
Penyusunan jadwal kerja Januari 2016
Pengembangan
Penvusunan kamus kompetensi jabatan Februar 2016
Pervusunan standar kompetenst jabatan Maret 2016
Perumiusan kebijakan Juni 2006
Penetapan  Permen  tentang  pemanfaatan Juli 2316

assasment oenter

Sosialisasi
Sosialisasi pada unit utama Agustus 2015
Bosialisas pada Perguruan Tingg Agustus 2016
Implementasi
Penetapan priontas asssamen Agustus 20146

Pelaksanaan assesmen Jabatan Fimpinan September 2016 Febroarn

Tingg 2017
Prlaksanaan assesmen priabat Administrator Oktober 2016, Maret
dan Pengawas 2017
Pelaksanaan assesmen pejabat pelaksana Oktober 2016, Marct

dan Tungsional 2017
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Tahapan Kerja Waktu
Pengukuran dan Evaluasi

Peovusunan dan  penstapan  instoomen Juli 2018

pengukuran

Pelaksanaan pengukuran April 2017
Evaluasi Mei 2017
Pembuatan laparaii Mel 2017

2) perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja
pegawai;
Tabel [IL42 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan

Penetapan kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai.

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan

Fembentukan Tim Kerja Januari 2015

Penyusunan jadwal kegja Januari 2016
Pembangunan

Perumusan tata cara dan kriteria penilaian Februan 2016

Fembangunan sistem informasi penilaian Februan 2016

Penstapan kehijakan penilaian April 2016
Sosialisasi

Basialisas pada unit utama Mei 20145

Sosialisasi pada Perguruan Tinggi Mel 20145
Implementasi

Pemasangan  (ingtall]  sistem  informas April 2016

pendaian

Pelakaanaan penilaian Juni dan Desember 2016

Pengukuran dan Evaluasi

Penvusunan dan  penstapan instromen Movember 2016

pengukuran

Pelaksanaan penguluran Januari 2017
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Tahapan Kerja Waktu

Kwaluas: Februan 2007

Pembuatan laporan Februar 2017

3) perumusan dan penetapan kebijakan reward and
punishment berbasis kinerja; dan

Tabel IIL43 Wakiu Pelaksanaan dan Tabhapan Kerja Perumusan dan
Penetapan Kebijakan Reward and Punishement Berbasis Kinerja.

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan
Pembentukan Tim Kerja Januar 2016
Penyusunan jadwal kerja Januari 2016
Pembangunan
Analisis kebutuhan  dan hasil vang April 2016

diliarapkan

Perumusan dan penstapan  instrumen April 2015
kehijakan

Permimusan kebijakan sistem Mei 2016
Penetapan  kehijakan sistem retwand ond Juni 2016

punishment berbasis kinerja

Sosialisasi
Sosialisasi pada unit utama Juli 2006
Sosialisas pada Perguruan Tinggi Juli 2016
Implementasi
Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan Agustus 2016
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan September 2016
pelaksanaan
Implementasi Sistem September 2016

Pengukuran dan Evaluasi

Penyusunan dan  penetapan  nstrumen Juni 2016

pengukuran

. 1390
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Tahapan Kerja Walkiu

Pelaksanaan penguluran Desember 2016
Evaluasi Januari 2017
Pembuatan laporan Januar 2017

4) pembangunan/pengembangan sistem informasi Aparatur
8ipil Negara.

Tabel [IL44 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara,

Tahapan Kerja Waktu
Perencanaan
FPembentukan Tim Kena January 2016
Fenyusunan jadwal kerja Januari 2016

Pembangunan

Inventarizasi Sistem Informasi vang sudah Februan 2016
ada
Audit dan Evaluasi kemanfaatan Sistem yang Maret 2016

sudah ada

Tdemntifikasi kebutuhan sistem Marel 2016

Fenvusunan hisnis proses Maret 2086

Pengembangan/ pembangunan sistem Maret 2086

Ljionka sistem Mei 20106
Sosialisasi

Sestalisasi pada unit utama Juni 2016

Saslalisasi pada Perguruan Tinggl Junl 2016
Implementasi

Penyiapan sarana dan prasarana pada unit Mei 20016

[pEnEELLna

Femasangan (install] sistem Mei 2016

Pelatihan cperator Juli 2018

Entri Data Juali 2016
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Tahapan Kerja Waktu

Pemanfataan  sigtemn  informasi dalam Apgustus 2016

manajemen Aparatur Sipil Negara

Pengukuran dan Evaluasi

Peryusunan  dan  penetapan  (nstrumen Mei 2016
pengukuran

Pelaksanaan pengukuran Oktober 2016
Ewaluas: November 2016
FPembuatan laparan Desember 2016

b. tahun 2017
1) perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan
pegawai Aparatur Sipil Negara;

Tabel ITLAS5 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perbaikan Berkelanjutan

Bistem Perencanaan Kebutuhan Pegawal Aparatur Sipil Negara.

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan
Pembentakan Tim Kera Januar 2017
Peryusunan jadwal kerja Januari 2017
Pembangunan
Feview sistem perencanaan kebutuhan yvang Felbruan 2017

tetah ada

Perumusan konsep perbaikan sistem Februar 2007
FPenetapan sistem Mavet 2017
Penetapan  kelnjakan  sistem  perencatiasn April 2007

kebutuhan pegawss Aparatur Sipil Negara

Sosialisasi
Sosialisast pada unit ulama Mei 2017
Sosialisasi pada Perguruan Tinggl Mei 2017
Implementasi

koordinas) peraiapan pelaksanaan kelbijakan Juri 2007
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Tahapan Kerja Waktu

Inventarisas) potensi, kendala, dan kesiapan Jum 2017

pelaksanaan
Implemenias Sistem Juni 2017

Pengukuran dan Evaluasi

Pemvusunan  dan  penetapan  instromen April 2007
pengukuran

Pelaksanaan pengukurmn Juli 2017
Ewvaluasi Juli 2017
Penyvusunan laporan Agustus 2017

2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen
dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
Tabel II146 Walkiu Pelaksanaan dan Tabapan Kerja Perumusan dan

Penetapan Kebijakan Sistem Rekrutmen dan Selelsi Secara

Transparan dan Berbasis Kompetensi.

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan

Pembentakan Tim Kerja Januari 2017

Penvusunan jadwal kerja Januari 2017
Pembangunan

Anafisis kebutuban  dan hasil  vang Maret 2017

diharapkan

Perumusan  dan  penctapan instrumen Maret 2017

kehijakan

Perumusan kebijakan sistem Me1 2017

Penetapan kebyakan sistem rekrutmen dan Mei 2017

seleksl  secara  transparan dan Berbasis

kompetena
Sosialisasi
Bosialisasi pada Uit utama Juli 2017

Sosialisas pada Perguruan Tingg Juli 2017
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Tahapan Kerja

Implementasi

koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan

Inventarisasi potensi, Kendala, dan kKesiapan

pelaksanaan

ITmplementas: Sigtem

Pengukuran dan Evaluasi

3)

Penyusunan dan penetapan mstrumen

pengukuran
Pelaksanaan pengukuran
Evaliiam

Pembuatan laporan

2018, No

Waktu

Aantans 2017

Agustus 2017

Aguatus 2017

Mei 2017

September 20017
September 2007

September 2017

perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi

secara terbuka; dan

Tabel IL47 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan

Penetapan Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka.

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan

FPembentukan Tun Kerja

Peryusunan jadwal kerja

Pembangunan

Analisis kebutubian dan hasil  yang

diharapkan

Perumusan dan  penetapari instrometn

kehijakan
Perumusan kebijakan sistem
Penyusunan mnstrument pergukuran

Penetapan kebijakan sistem promosi gecara

terbuka

Soszializasi

Sostalisasl pada unit utama

Januar 2017

Januarr 2017

Februart 2017

Februarm 2017

April 2017
April 2017

April 2017

Mei 2017

. 1390
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Tahapan Kerja Walkiu

Seaialisas pada Perguruan Tinggl Mei 2017

4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan
berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya
pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara®,

Tabel 148 Wakt Pelaksanaan dan Tabapan Kerja Penerapan Sistem
Promosi Secara Terbuka, Kompetitif, dan Berbasis Kompetensi
[dulkung oleh Makin Efektifnya Pengawasan oleh Komisi Aparatur
Sipil Negara.

Tahapan Kerja Waktu
Perencanaan
Pembentukan Tim Seleksi Terbuka Jumi 2017
Peryusunan jadwal kerja Juni 2017
Implementasi
Koordinasi persiapan pelaksanaan seleksi Agustus 2017
Inventarisas) potens, Kendala, dan kesiapan Aguslus 2017

pelaksanaan
Pengumuman Beleks Sepltember 2017
Pelaksanaan seleksi September 2017

Pengukuran dan Evaluasi

Pelaksanaan pengukuran Movember 2017
Ewvaiuas: Novemler 2017
Pembuatan laporan Desember 2017

c. tahun 2018
1} perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/
pengembangan database profil kompetensi calon dan
pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara;
Tabel IIL49 Walkiu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan
Penetapan Kebijakan Pemanfaatan/ Pengembangan Datubase Profil

Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi Aparatur Sipil Negara,
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Tahapan Kerja Waktu
Perencanaan
Pembentukan Tim Kerja Januari 2018
Penvusunan jadwal kerja Januari 20 18
Pembangunan
Peryusunan  daltar pegawal  berdasarkan Februan 2018

batas usia, bidang kempetensi, dan golongan

ruang kepangkatan

Identifikast keburuhan sistem Februar 2018

FPenetapan profil kompetens Maret 2088

Pembangunan sislem April 2018
Sosialisasi

Soaialisas) pada unit utama Juli 2018

Sosialisas) pada Perguruan Tingg Juli 2008
Implementasi

Penyviapan sarana dan prazarana Juni 2018

Pemasangan (install] sistem Juni 2018

Pendidikan dan pelatiban kader Agustus 2018

Input data profil kompetensi Agustus 2018
Pengukuran dan Evaluasi

Penyusunan dan penstapan  nstruamen Junl 2018

2)

pengukuran

Pelaksanaan pengukuran September 2018
Evaluam September 2018
Pembnatan laporan Oltaber 2018

menyusun dan menetapkan pola karier pegawai Aparatur

Sipil Negara; dan
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Tabel L 50 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Menyusun dan

Menetapkan Pola Karier Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan
FPembentukan Tim Kerja Januari 2018
Penyusunan jadwal kerja January 2018
Pembangunan
Menetaphan unsur-unsur pola karier April 2018
Menyusun pola karier reguler dan fast tnack April 2018
Sosialisasi
Sosialisasi pada nnit ulama Juni 2018
Soslalisast pada Perguruan Tinggi Juii 2018
Implementasi
Koordinas: persiapan pelabksanaan kebyjakan Juli 2018
Inventarizasi potensi, kendala, dan kesiapan Juli 2018
pelaksanaan
Pelaksanaan kebijakan pada unit utama dan Agustus 2018

perguruan tinggl  dengan cara menjadikan
pola karier sehagai salah satn dasar dajam
pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada

jabatan.

Pengukuran dan Evaluasi

Penvusunan  dan  penetapan instrumen April 2018
pengukuran

Pelaksanaan pengukuran September 2018
Ewaluas Okloler 2018
Pembuatan laporan Ciktaber 2018

3) pengukuran gap competency antara pemanglku jabatan dan
syarat kompetensi jabatan.
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Tabel II1.51 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengukuran Gap
Clompefency Antara Pemnangkn Jabatan dan Syarat Kom pefensi
Jabatan.

Tahapan Kerja Waktu
Perencanaan
Januar: 2018

Permbentukan Tim Kerja

Penvusunan jadwal kerja Januar 2018

Pembangunan
Inventansasi kompetens: jabatan Maret 2018
Ferumusan  dan  penectapan  kompetensi Maret 2018
pegawai
Penyvusunan mstrument penguluran Mei 2018

Sosialisasi
Somalisas pada unit stama Agustus 2018
Sogialisasi pada Perguruan Tinggi Agustue 2018

Implementasi

Eeordinas: persiapan pelakganaan kebijakan

Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan

pelaksanaan

Pelaksanaan penguluran Gap ool tency

Pengukuran dan Evaluasi

P’-‘-i'l}"URl.ll'lH.['l dan penctapan instrumen

pengukuran
Pelaksanaan pengukuran
Evalias

Pembuatan laporan

Agluatus 2018

September 2018

September 2018

Juni 18

Oktober 2018
MNovember 2018

Meovember 2018

d. tahun 2019

1) perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan
pegawai Aparatur Sipil Negara;
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Tabel 11152 Wakiu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan

Penetapan Kebijakan Sistem Pengkaderan Pegawai Aparatur Sipil

Negara.
Perencanaan
Pembentukan Tim Kerja Januari 20149
FPenyusunan jadwal kerja Januari 2019
Pembangunan
Penyusunan  dafltar pegawai  berdaesarkan Falruar 2002

bataz usia, bdang kompetensi, dan unit

penugasan

Penvusunan Bumpun Jabatan Februan 2019

Perumusan kebijakan sisten pengkaderan Maret 2019

Penectapan kehijakan Mei 20159
Sosialisasi

Bosialisas pada uit wtama Juni 2019

Sosialisasl pada Perguruan Tinggl Juni 2019
Implementasi

Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan Jduli 20

Inwentarisasi potensi, kendala, dan kesiapan Juli 2019

pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan sistem penghaderan Juli 2012

{menyusun kader untuk tiap jabatan)

Pengukuran dan Evaluasi
Pemyusunan  dan penstapan  imstramen Mt 200149
pengukuran
Pelaksanaan pengukuran QEtober 2019
Ewvaluasi Hoevernber 2019

Pembuatan laporan Desember 2019
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2) perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian
kualitas pendidikan dan pelatihan; dan

Talbel L5353 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan

Penetapan kebijakan Pengendalian Kualitas Pendidikan dan Pelatiban,

Tahapan Kerja Walkiu
Perencanaan
Pembentukan Tim Kerja Januari 2019
Fenvusunan jadwal kerja Januari 2019
Pembangunan
Irventarisasi jenis pendidikan dan pelatihan Februari 2013
Evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan Felruar 2015

dan pelatihan

Benchmarking  dengan  instans:  pembina Maret 2085

pendidikan dan pelatiban

Fenctapan instrumen dan atandard Mei 2019

pengendahan kualitas

Penyempurtaan kurikulam, Juni 2019
penyelenpggaraan pendidikan dan pelatihan,

dan pelatihan Widvaiswara

Sosialisasi
Sostalisas pada unit utama Juli 2019
Bosialigag pada Perguraan Tingg Juli 2014
Implementasi
Koardinasi persiapan pelaksanaan kebijakan Agustus 2019
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan Agustus 21149

pelaksanaan

Prlaksanaan kebijakan pengendalian September Z01%

kualitas pendidikan dan pelatihan
Pengukuran dan Evaluasi

Penvusunan dan  penetapan  instrumen Juni 2019

pragukuran

Pelaksanaan pengukuran Oktober 2019

. 1390
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Tahapan Kerja Waktu

Evaluasi Oktober 2019

Pembuatan laporar MNovember 2019

3) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan
untuk mendukung kinerja.

Tabel L34 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan Sistem
dan Kualitas Pendidikan dan Pelathan untuk Mendulung Kinerja,

Tahapan Kerja Waktu
Perencanaan
Fembentukan Tim Kena Januari 2019
Penyusunan jadwal kerja Januari 2019

Pembangunan

Tdentifikas: kebutuhan/ persyaratan Februan 2019

pendidikan dan pelatihan setiap jabatan

Evaluasi aystem dan kurikulum pendidikan Februan 2019

dan pelatihan

Penetapan priontas pelaksanaan pendidikan Marei 2019

dan pelatihan

Penyempurnaan infrastruktur, sarana dan April 2015

prasarana pendidikan dan pelatihan

Pembangunan sistem inflormas Kediklatan Jumni 2
Sosialisasi

Sozialisasi pada unit utama Agustus 2019

Bosialisasi pada Perguruan Tinggi Agustus 2019
Implementasi

Koordinast persiapan pelaksanasn kebijakan September 20015

Inventarisasi potensl, kendala, dan kesiapan September 2015

pelaksanaan

Pelaksanaa ketsjakan pengendalian Januar 2020

kualitas pendidikan dan pelatiban
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Tahapan Kerja Waktu

Pengukuran dan Evaluasi

Penvusunan dan  penctapan nstrumen Oltober 20019

penguburan

Pelaksanaan pengukuran Januari 2020
Frealiias Falruan 20020
Pembuatan laparan Februar 2020

6. Penanggungjawab

a. perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment
ceriter,
Penanggung jawab rencana aksi perumusan dan penetapen
kebijakan pemanfaatan assessment center adalah Biro Sumber
Draya Manusia, dengan susunan sebagai berikub:
Pengarah 1 Sekretaris Jenderal;
Koordinator ¢ Kepala Biro Sumber Dava Manmusia; dan
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perencanaal dan

Pengembangan,

b. perumusan dan penetapan kebijalkan penilaian kinerja pegawai;
Penangpung jawab rencana aksi perumusan dan penetapan
kebijakan penilaian kinerja pegawai adalah Biro Sumber Daya

Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah ¢ Sekretaris Jenderal;
Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Sistem Informasi  dan
Kinerja.

¢ perumusan dan penctapan kebijakan reward and punishment
berbasis kinerja;
Penanggung jawalb rencana aksi perumusan dan penetapan
kebijakan reward and puiishment berbasis kinerja adalah Biro
Sumber Dava Manusia, dengan susunan sebagai berikut:
Pengarah o Sekretaris Jenderal;

Koordinator ¢ Kepala Biro Sumber Dayva Manusia; dan
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Penanggnng Jawab ¢ kepala Bagian Jabalan Funesional,
pembangunan/ pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil
Mesaim;,

Pertangging jawaly rencaa aksi Pembanguian peogem Dangan
sistom inloras] Aparaiur 3191 Negara adalade Biro Salber Lagys
Mazisic, degaan swsunean sehagal boiikul:

Pangarah Do SBelaetars Jenderal,

Roordialor o kepala Biro Buinber Dava Manusia; dan

Penangzung Jawab : Kepala DBagian Sistem Informasi dan

Kinerja,
Perbaikan boerkelaayutan sistein percncanaail keloatulizo poegawal
Apeaaluy Sipal Negara,
Penanggung jawab rencans aksi Perhaikan herkelanjutan sistem
rerencamaan kebnrmhan pegawai Aparstr Sipil Negara adalah

Biro Sumber 1Java Manusia, dengan snsnnan sebagai berilnt:

Pengarah ¢ Bekretaris Jenderal;

koordinaler © kepala Biro SBuimber Dava Manusia; dan

Penanggung Jawab ¢ Kepala Gaglan [Merencanaan dan
Iengembangan.

perinnsal dan penetapan kebijakan sistemnr rekrotiwen don

seleksi sceara trisparan dady berbasis kowmpoeenst,

Penanggung jawab rencana aksi perumusan danl penetapan

kebijakan sistom rekrutmen dan seleksi secara transparan dan

herbasis kamperensi adalah Bire SBumber 1lava Manusia, dengan

susinn sebagal beriku:

Pengarah : Sclketaris Jenderal;

oordinator © Kepala Hiro Sumber 1lava Manusiag dan

Fenanggung Jawab @ Kepala Buglan Perencanget ]
Pemgembangan.

perinnsail dan penslapann kebijakoll sislem Promos]  sSecar
terhkag

PendEnegung jawab rencds aksl peruinusan dan penclasa
kehijakan sistom prormasi sccara torbaka adalah Riro Sumber

Mava Manusia, dengan snaunan sehagai beriknt
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IPengarah ¢ Bekretaris Jonderal;
loendinator o Kepala Biro Sumber 1lava Mannsia; dan

Penapgung Jawab @ Kepalan Bagian Mutesi,  Disiplitn,  dan
Femberhentan,

penerapan  sistem promos] o secara terbnbka,  kRemperitif, dan
Derhasis ko petens didukung aleh makin efelktig pengaswasan
oleh komisi Aparaior Sipdl Megana®);

Penangguneg jawah rencana aksi penerapan sistem promosi secara
ferbuka, komperifif, dan berbasis kompetonsi didonkong  oleh
makin efektifnva pengawasan oleh Komisl Aparature Sipil Negara

adalahy Hire Swmber Daya Matosia, dengan sosomao selhgai

berikut:
Pengaralh © Belkretaris Jenderal,
Loordinatar b Kepala Biro Suwiiber Dava Manusi=g dan

Penanggnng Jawab - Wepala DBagian Mutasi, Tisipling  dan
Femberhentian.

PET LI USETL dal PrLCizpun kobijakan poianlaaianf

pengembangan data base profil kempetensi calen dan pejahat

tinggi Aparatur 3ipil Negara;

Penanggiing  jawaly rencans aksi perannisan dall penetapan

kebijalean  ponesmnbatand  pengembaoigain dada base prodil

Konnpeleist calon dan pogabal nggl Aparatur $1pil Nogarm adalaly

HHra Snmber Thava Manusia, dengan snsnnan schapai heriknt:

Iengaraly DoBckrctawis SJoewderal;

Leoordinatonr : hopala Biro 3uinber Dava Manusia; dan

Panangenng Jawah 0 Kepala Ragian Peren s i 1 dan
Pengembanigan.

menyusun dan menestapkan pela karier pegawal Aparatur Sipil

Negara,

Penanggung jawab reocais aksi peryusuiizm danl penctapan pela

kawier poegawail Aparaiur 3ipil Negura adalay Biro Swnber Daya

Manusia, dengan susunan scbagai berikut:

FPengaral © Bekretaris Jenderal,

Loordinator o hepala Dire Suinber Daya Manuwsia; dan
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Penanggung Jawab ¢ kepala Gaglan [Merencanaan dan
Fengembangain.

[etigu kil gep competency alllal peindatiglo jabatan dat syaral

konnpeeterrsi jabata,

Penanggung jawab rencana aksi pengukuran gop competency

Anlara pentangln jabalan dai syaral keonpeleinsi galealan adalah

Bive Suwmber Daya Manusia, dengan sosoian sebagsd erikal:

Fengarah ¢ Bekretaris Jenderal;

lowmrdinsatar D Keprala Biro Stuuber Thava Mansiag dan

I'cnanggung Jawah ¢ kepala Lagian I’crencanaan dan
Fengembangan,

periuntisall  dan penetapan kebljakan sistenr pelgkaderan

Perawal Aparatur Sipil Negsoa,

Penanggungjawab rencana aksi perumusan dan penetapan

kebijalkan sistem pengkaderan pegawai Aparamur Sipil Negara

adalaly Buoe Bumber Daya Manosia, dengson sosoniany seluoagal

Taeriknn:
Pengarah ¢ Selretaris.Jenderal;
Lowordinealor o kepala Biro Suinber Dava Manusia; dan

Fenanggung Jawab © kepala Gaglan Perencanaan dan
Pengembangan.

perunnusal deal penctapaal kebijakan peingendalizn kooeditas

perdidilkan dan pelatiliang

Penanggung jawab rencans aksi peramusan dan penetapan

kebijakan pengendalian kualiras pendidikan dan pelatiban adalah

Pusit  Penddidikan  dan Pelatilen,  dengan susinan sebiagai

Lerikut:
Fengaral o Beluetaris Jenderal,
Loordinalor o kepala Pusal Pendidikany dan Pelatibagg

dan
Penanggnng Jawab @ kepala Bidang Penvelenggaraan.

Ppenguatan sistem dan koalitays pendidikao dan pelatibisan ook

mendukung kinerja.
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Pengarah ¢ Sekretaris Jenderal;

dan

Rencana Anggaran

2018, No. 1390

Penanggung jawab rencana alksi Penguatan sistem dan kualitas
pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja adalah Pusat

Pendidikan dan Pelatihan, dengan susunan sebagai berikut:

: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

Penanggung Jawab @ Kepala Bidang Penyelenggaraan.

Rencana besaran anggaran yvang akan dialokasikan wuntuk

mendukung rencana aksi program Penguatan Sistem Manajemen

SDM Aparatur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah:

Tabel 11155 Rencana Anggaran Penguatan Sistem Manajemen SDM

Aparatur

Kegiatan

Anggaran
(x Ep. 1.000)

G

Permmusan dan penetapan kebijakan

pemanfaatan assessment center

Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian
kinerja pegawai

Penmmusan dan penetapan kebijakan reward and

puniskrment berbasis Kinezja

Pembangunan/ pengembangan  sistem  inlormasi
Aparatr Sipil Negara

Perbaikan berkelanjuian sistem perencanaan

kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara

Perumusan dan penetapan  kebgjakan sistem
rekrutmen dan seleksi secara transparan dan

berbasis kompetensi

Perumusan dan penetapan  kebijakan sistem

promosi secara terbuka

Penerapan sistem  promosi  secara  terbuka,

kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung

2.510,000

200,000

S0H0L000

S00.000

T30.000

TH0.000

400,000

G00.000
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Anggaran
Kegiatan

(= Rp. 1.000)

oleh makin efektifiiva pengawasan oleh Komisi

Aparatur Sipil Negara

9,  Perumusan dan penetapan kebijakan 300.000
pemantaatan/ pengembangan  data base profil
kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil

Negara

10, Menyusun dan menctapkan pola kKaner pegawai 400.000
Aparatar Sipil Negara

11. Pengukuran gap competency aniara pemangkn 200,000

jabatan dan syarat kempetensi jabatan

12, Perumusan dan penclapan kebgakan  sistem 500,000
pengkaderan pegawal Aparatur Sipil Negara

13 Pemmmusan dan penetapan kebijakan 500,000
pengendalinn kualitas pendidikan dan pelatihan

14, Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan 500.000
pelatiban untuk mendukung kinerja;

TOTAL Q410,000

G. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dengan adanya penggabungan Kementerian Riset dan Teknologl dengan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdampak terhadap perubahan
nomenklatur kementerian, strukiur organisasi, tugas dan fungsi serta
peraturan perundang-undangan, sehingga menuntut Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wontuk dilakukan  penyvesuaiarn,
perubahan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang

riset, teknologi, dan pendidikan tinggi,

Penyesuaian, perubahan, dan pembentuksn  peraturan  perundang-
undangan bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggl dilakukan
karena adanya permasalahan dalam peraturan perundang-undangan

vang harus diselesaikan, yaitu:
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1. masih ada peraturan perundang-nndangan vang mernipakan delegassi
dari peraturan perundang-undangan vang lehih tinggs vang belum

disusi {diterapkan);

2. masih ada peraturan perundang-undangan yvang memiliki nerma
vang tidak bisa dijalankan, tidak hamuenis dan/atau tumpaneg tindih
[overlapping) dengan peraturan perundang-undangan vang lain, atan
ticlak sesuui dengan dinamiks peratacan peroniadang-andangan vang
telah ada,

3. sumber daya manusia di bikdang perancangan persiuranl peraiidsang-
unndangan  di Jinpgkungan kementeran . Riset,  Toekoologi,  dan

Pendidikan Tinggi masih terbatas;

1. tenaga penyusurl peratmran periindang-undangan tidak terpenuhi
secatn kowpeleinsi, bal i disebablaoy keoena beluin seluralmga
sumber dayva wanusia vanuy ada engdkotl pendidikan daz pelatitiea
PUrsaLICanlg peralirann pernnid o - uislagal,

Intnk  mengatasi  permasalahan  tersebul,  hementerian Risef,

Tekuologl, dan Pendidikan Mngen melakukaan beberapa stbateel seluapai

beriku:

1. melakukan pemetaan rerhadap peratiran perundang-undangan vang
diparlulcan berdasarkan pendelegasian dari peramran perandang-
nndangan yvang lebib finggl manpuin peraruran perundang-undangan
lcitnser vang levkail deigan tagas dan Mingst Kementerian Hised,
Teknologl, daan Pendidikan Tiogsel;

2. melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang
masih  helum  dilakukan peraturan pemndang-undangan  yang
mernpakan delegasi dari peramean pearundang-undangan vang lehih
tinggi, termasuk di dalamnya yang menjadi prioritas dalam Program
Lepiskasi Neasional fatwn 2015;

3. menginventarisir | peraturan vang sudah ditctapkan tetapi
menimbulkan permasalahan karu atau peraturan yang tidak

harmonis dengan peraniran perundang-nindangan lainnya;
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mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang  sudah
ditetapkan;

melakikan kajini dan peoataan perahoea perandang-nicdangaa,
pengendalian melalui penvusunan mekanisine dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian tentang
Tat Cara Pembenfukan Peraluran Perundang-uodangan yvang
dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedure [SOF);

wemnpreses peraluraa-peralurn yang diusulkan deal ool il
dengan melalknlan koreksi legal drafring, harmmonisasi,
penvempurnaan  terhadap rancangan  peraturan  perundsang-
inulangAan daun penviapan sanpad kepada proses penstapan dan
pengudangal o sorla pemwbastal salinain peranucan poruidang-
Liadatigaly;

mengantisipasi permasalahan yang rimbul dan memerinkan solusi
hukum dalam bidang riser, teknologi, dan pendidikan tinggi nnmk
segera disiaplan peraiuran perndang-uondangaiya,

membina  dan mcemberikan  bimbingan  tcknis  pegawsi  yang
menangani bidang peraturan permndang-undangan pada unit utama,
perguruan tinggl dan lembaga/unit teknis vang herada di lingkungan
Kementerian Riset, ‘'sknologi, dan Pencidikan Tinggi agar memiliki
kompetenst  vang  wemadal dalane pensisoienf perancaigan
poeraturar perutidang-undangaor welalul peodidikan dane pelatiliay
dengan Kemenlerian Hulouwin HAM;

memherikan sarana hagi masvarakat untuk memberikan masukan
tertpadap rancangan peraluran perandae-oindangan vang disusw
sebelnwm dilakukan pengesaban fopind puldik)  maapan Lavanan
intermasi peraturan peroodang-uandangan di bidaag risct, lekoelogi,
darn pendidikarn 1ogsi;

sosialisasi peraturan perundang-undangan vang telah diundangkan;
menata dan mendokwnendasikan produk peraluraan perandecg-
undangai, baik melalui cetak, soficopy maupun laman Kementerian

Riset, Teknolopi, dan Pendidikan Tinggi.
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Dengan  melaksanakan program  Penguatan Peraturan Perundang-
undangan diharaplan terbangun sistem peraturan perundang-undangan

vang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

1. Capaian

a. penvusunan peraturan perundang-undangan di bidang Iptels,
1) capaian dari penyusunan peraturan perundang-undangan di

bidang Iptek vang masih dalam proses pembahasan, meliputi:

o Kancangan Lindang-Undang tentang Perubahan Undang-
Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan  Penerapan e
Pengetahuan dan Teknologi;

» Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1997  tentang
Eetenaganukliran;

s  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Perlindungan Dalam Penpguasaan dan Pengembangan
Teknologi Keantariksaan;

¢ Rancangan Peraturan Pemerintah  tentang  Perizinan
Pertambangan Bahan Galian Nuklic dan Pengelolaan
Mineral Radioaktif;

e Rancangan Peratnran Presiden tentang Audit Teknologi;
dan

o [Rancangan Peraturan  Presidenn  tentang  Pengelolaan
Mikroorganisme,

2) capaian dari penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang Iptek yvang dalam proses penetapan, meliputi:

= Rancangan Peraluran Presiden lentang Kawasan Sains
dan Teknologi; dan

¢ Rancangan Peraturan Presiden tentang FEencana Induk

Risel Nasional Tahun 2017-2045.
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b, ponyvusunan  peraturan perundang-undangan di bidang

Pendidikan Tinggl.

Selennna periocde b 220043 - 20001 1elaly Lanyak diboat pesatoarat
perundang-undangan vituk wengatur pendidileann oggl. Dengan
ditcrbitkaminva peraturan peruanedang-unclangan vaug wengalur
pealiclikan  ngei, maks  peogelolaosn posdklibaa ogei  di
Indoncsia menjadi lebih pasti dan teratur. Hantara peraturan
perundang-undangan yvang diterbitkan pada pericde talian 2009-
2014, vang paling mendasar adalah diterbitkannya Thidang-
Undang Nomor 12 tahnn 2012 tentang Pendidikan Tinggl. Selain
Undang-Undang Nomaor 12 talunun 20102 tentaing Pendidikan Cinggi,

Juga telah diterbitkan beberaps undang-undang lain yvang lehib

spesillk, vailw

o [Indang-Tndang Nomor 20 Tabmn 2013 tentang Pendidikan

Kedokteran,
e Lhndlang-Undang Nowor 11 Talun 20171 fendang Kelnsinyi,

o [Indang-Undang Nomor 36 Talan 2014 tetitang Toenaga

Lcschatan; dan
e Lindang-Undang Nomaor 38 Tahun 20141 tentang Keperawaran.
Selajutlizva dari undang-undang terschut di alas lady diterbidkan
peraturan tarunannva bailk vang berapa Poraturan Pomcrintal,
Peraturan  Presiden, DPeraturan Menteri, dan  lain-lainnea.
Beberapa peraturan turunan dari Undang-Undang vang telah

diterhitkan selama tahin 200%-2011 adalahe

* DPeoraturan  cmcrintah Nemer 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan  Tinggl  dan Pengelolasn
Cergnouan Tingegt;

*  Peraluran Peneriniahe pada 4 {enpeal) Pergoroan Tinggi MNegeri
Badan  Hukumw  (Universites  Diponcgoro, Llwersilas
tdjadjarary, Lhoiversitas Hasanuddin, dan lnstoot Telkaelogi
Sepululy Nopemwbar) mengenai Menelapain Poguran Tiogei

MNegeri Badan [Iukum beserta statutanya; dan
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*  DPeraturan Peinevintals Nomor 20 Tabioo 2015 1ewlane Beniluk
dan Mckanisme Pendanaan Perguran Tinegl Negorl Badan
[Tukum (PTH-BILT).

Adapinr yang  masih daloan bentuk Hancangan Peratiran

Penperintals dany Ranicatgan Peraturaty Presidenn saitara Ladr:

¢ Kancangan Peraturan Pemerintall tentang Penvelenggaraan
Perguruan Tinggl olehy Kenenterion § Lem baga Laiwg

¢+ Rancangan TPeratnran Pemcerintah tentang Pelaksanaan
IMndang-Tndang Nomar 20 Tahun 20113 tentang Pendidikan
kedoklern;

» Rancangan Deraturan DPemcorintah  tentang  Pelaksanaan
UIndang-Tndang Maomor 11 Tahnn 2014 renrang Keinsinvuman;

»  Fanecangan Perstuesan Mresiden weitang, Slatus Dosen dan
Tetaga Kependidilen bagi Perguruan Tinggi Negeri Baora, dean

+  Ratcangan Peramitan Presiden Dowan Insinyur Tndonesia.

D samping itw, wasile (erdapal beborapa Fancangan Peraluran

Moenteri Iiset, Tekaolopd, dan Pondiclikann Tinegl:
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Judul Rancangan Peraturan

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Tekoologi, dan
Pendidikan  Tinggi  tentang  Kebijakan  Nasional

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl tentang Pengawasan Internal pada
Satman Kerja di  Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Rancangan Peraturan Menter Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Akreditasi Jurnal lmiah

Rancangan Peraturan Mentferi Riset, Teknologi, dan
Pendidikan  Tinggr tentang Tatm Carm Pelaksanaan

Penelitian

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan
Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Tim Keoordinasi, Pengawasan,
Sanksi Pelaksanaan Kegiatan  Penelitian  dan
Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing,

dan Orang Asing

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Kriteria, Syarat, dan Tata Cara
Pengenaan Taril Sebesar USD 0,00 (Nol Dollar Amerika)
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yvang Berlaku
pada Kemennstekdikt yang berasal dan  Perizinan
Penelittan dan  Pengembangan bagl Pergurnan Tingg

Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing
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Judul Rancangan Peraturan

8. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Fendidikan Tingg (entang Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi, Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Teknis
Perizinan Pelaksanaan Keglatan Penelitian,
Pengembangan, Penerapan [llmu  Pengetahuan  dan

Teknolog: yang Bensiko Tingg! dan Berbahaya

9, Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak
Berwujud Hasil Kegiatan Insentf Risel di Kementerian

Rizet, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

10, Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Daltar Bidang Penelitian
Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah
vang berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Imu Pengetahuan dan
Teknolog: Yang Bensiko Tinggi dan Berbahaya

11. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara dan Penyusunan

Perencanaan Riset Nasional

12, Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi tentang Prioritas Riset Nasional

13. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tmgg tentang Mekanisme Pemantauan Dan

Evaluaszi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional

14 Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl tentang Sistem Indeksasi dan Sitasi

Nmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinta)

15, Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggy tentang Produk Inovasi di Pergnrman
Tinggi Negeri
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Judul Rancangan Peraturan

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknology, dan
Pendidikan  Tinggi  tentang  Pembentukan Lembaga
Intermediasi Alih Telmologi oleh Perguruan Tinggi

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan  Tinggli tentang Pemanfastan  Barang

Purwarupa

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi tentang Keamanan Informnasi

Rancangan Peraturan Menteri Fiset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Standar Layanan Teknologi

Informasi Komunikasi

Rancangan Peraturan Mentern Riset, Teknologh, dan
Pendidikan Tinggl tentang Standar Data, Tata Kelola dan
Layanan Data Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi tentang Penyelesalan Kerngian Negara

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Kriteria dan KategorifEKelas
Tanf atas Jenis Penerimaan Megara Bukan Pajak yvang
berlaku pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan

Kementerian Riset dan Teknologi

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl tentang Kebijakan Akuntansi bagi
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan

Kementerian Risel dan Teknolog
Rancangan Peraturan Menter Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl tentang Penyelenggaraan Kearsipan di

Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi
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Judul Rancangan Peraturan

25, Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal
Retensi, dan Keamanan Akses Arsip di lingkuongan

Kementerian Riset dan Teknologi

26. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl tentang perubahan Peraturan Menten
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun

2015 tentang Tata Naskah Dinas

27.  Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Remunerasi

Pergurnuan Tinggl Negerl Badan Lavanan Unnim

28, Rancangan Peraturan Mentenn Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggr di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

20, Rancangan Peraturan Menterd Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pedoman pemberian tigas
belajar dan pzm belajar di Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tingpgi

30, Rancangan Peraturatn Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Penetapan fnpassig pangkat
Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil vang telah menduduki
jabatan akademik pada Pergiiman Tingpi Swasta yang

dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil

31. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pengangkatan
Dewan Pengawas  pada  Perguruan  Tingel  Negeri
dilingkungan Kemennstekdikti  yang menerapkan

Pengelolaan Kenangan Badan Layanan Umum
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3+

35.

36,
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38,

39,

40,
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Judul Rancangan Peraturan

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi tentang Pengelolaan Kehumasan

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum yang Bersumber dari Pinjaman
Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl tentang Sistem Perencanaan Program
dan Anggaran Kemenristekdikti

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Pergurnan Tinggi
Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan Dosen Tetap
Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguuan Tinggi Megeri

dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggl Swasta

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai
Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegaw Neperi Sipil
Drrseny

Rancangan Peratuiran Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tingg tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Plagial di Pergurian Tinggi

Rancangan Peratran Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Sertifikasi Pendidik Untuk
Dosen

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tingai tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
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Judul Rancangan Peraturan

41. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan Dosen Tidak
Tetap Dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi

Neperi

42, Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Kriteria dan Tata
Cara Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor Sebagai

Dosen Tidak Tetap di Pergumian Tinggi Negeri

43, Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Operasional
Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan
Akademik Dozen

44, Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Beasiswa

4%3. Rancangan Peraturan Menten Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pembinaan Lembaga Peneliian

dan Pengembangan

406,  Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknoologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Kerja Sama Perguruan Tinggl

47. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl tentang Persvaratan dan Prosedur
Pendirian Perguruan Tinggl Negeri vang berasal darni

Perguruan Tinggi Swasta

48. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tingg: tentang Tata Cara dan Persyaratan

Pendirian Pergluuan Tinggl Swasta

19,  Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl tentang Tata Cara, Persyaratan dan
Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Negeri
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Judul Rancangan Peraturan

Rancangan Peratmran Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara, Persvaratan dan

Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendihikan Tinggr  tentang Tata Carma dan Prosedur
Pembukaan Program Studi

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggr tentang Tala Cam dan Prosedur

Pembukaan Program Studi dengan Penugasan

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Penvelenggaraan Pendidikan

Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur
Penerimaan Mahasiswa Asing Pada Perguruan Tinggi Ti

Ind e sia

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Penyusunan Stanuta
Bagi Perguruan Tingegi Swasta

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tingai lentang Pedoman Penyusunan

Crganisasi dan Taia Kerja dan Statuta Perguruan Tinggi

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidilkkan Tingglt tentang Pedoman Penyvusunan
Statuta Perguruan Tinggi Swasta

Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Tata Kelola Kawasan Sains

dan Teknologi
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Judul Rancangan Peraturan

29, Hancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Rencana [neduk
Pengembangan Kawasan Samms dan  Teknologi

Indonesia

60,  Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Inse ntif

61. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Peningkatan Kompetensi

Dosen dan Pimpinan Perguruan Tinggl Negeri

62, Rancangan Peraturan Mentern Risel, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl tentang Tata Kelola Grganisasi

Lemahasiswaan

63. Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang [jazah, Sertifikat Kompetensi,

dan Sertifikat Profesi
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Adapun Peraturan Menteri vang sudah ditetapkan, antara Jain:

1) tahun 2015

Judul Peraturan

Peraturan Mentern Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 4 Tabun 2015 tentang Unit Layanan
Pengadaan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi

Peraturan  Menteri Hiset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggl Nomor 7 Tabhun 2015 tentang Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Program Diploma 11 Kebidanan, Diploma 11T
keperawatan dan Prolesi Ners

Peraturan  Mentern Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor L5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 19 Tahun 2015 lentang Program Pembinaan

Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Tekmologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan

Tinggl

Peraturan Mentern Riset, Telnologi, dan Pendidikan
Tinggi MNomor 43 Tahun 2015 tenfang Penyvampaian
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negam i
Lingkungan  Kementerian  Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Peraturan Mentern Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 4+ Tabun 2015 Nomor tentang Standar

Nasional Pendidikan Tmggi

Peraturan  Menten Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggl Nomwor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Kementerian DRiset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi
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2) tahun 2016;

Judul Peraturan

1. Peraturan Mentern Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggl Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik
Pada Perguman Tingg)

2. Peraturan Mentenn Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang HRekognisi
Pembelajaran Lampan Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

3, Peraturan Menteri Hisei, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menderi Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program
Studi dan Perguruan Tinggi

5 Pemturan Menieri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan
Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di
Lingkungan  Kementerian  Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

O, Peraturan Mentenni Risei, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Carma
Pembentukan  Feratumn Perundang-undangan d

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

T Peraturan  Mentern Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggl Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi

8, Peraturan Menteri Riset, Telmologi, dan Pendidikan
Timggl Nomor 75 Tahun 2010 tentang Layvanan Informas:
FPublik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
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4) tahun 2017

Judul Peraturan

=l

Peraturan Mentenn Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggl Momor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama

di Kementerian Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tmgg Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Pendidikan dan  Pelatihan  di
Lingkungan Kementerian  Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 14 Talhun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan
Objek  Periginan Peneliian Asing yang  Tidak
Dirckomendasikan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program

Stndi pada Perguruan Tinggi

Peraturan Mentern Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggl Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pemimpin FTN

Peraturan Menter: Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah
Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Pergunman Tinggai
Negenr di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendidilkan Khusus

dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi MNomor 100 Tahun 2016 tentang Pendinan,
Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negerd
dan  Pendinan, Perubahan, dan  Pencabutan  Izin

Perguruan Timggl Swasta serta Sanks: Admamistratl
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Rencana

Reneana aksi program Penguatan Peraoman Perandang-undangan

antara lain:

A peivusunan jadwal Keeialan dany proegraon,

I, pembennikan timg

¢ pemclaan dan evelusst poralucan perundang- anidangan;

. penvuswian peratian poronelang-onslanga;

e, pengendalisang peayvusoan peraiuran penoklaig-oadangan,;

L pengkajizaon dan persloanl peraluran poernicdaang - ol gar;

g pengembangan kompetensi perancang dan penyusull peraturan
Perinulang-undangan;

li. sosialisas] peraturaal pertndang-undsaigan vag wlal ditetaplkan
daun diund anigkar,

i, pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-
unclangan; daanl

j. pengelolaan  sistem informasi dan dokumentasi peraturan

perundang-undangan.

Kriteria Keberhasilan

Kritcria  keberhasilan dari pelaksanaan rencana aksi program

Penguatan Peratiwan Perindang-nndangan, anfara lain:

A lorsustonna 3 flpa) dokuwwen jadwal program daon kegiaian
Pengualan perdiluran peruiidang- uidangan

h. ferbitnva Sk Tim pengelelaan penguatan peraturan peruidang-
undangan;

o lerinveniarisasi dan leradentifikasi o serta wrpelakear 1 (sadw)
ranicangan  perubalipnfauandemen uiklang-undang;, 30 Mags)
rancangan Peraturan Pemerintah; 4 (ompar) Poratran Presiden,
dan 13 (lima belas) rancangan Peraturan Menteri di bidang ilmn
pergelalnl, leknologl, dan penedidikan lingei;

d. tersusunnya 44 {tiga pululh tiga) rancangan peraturan poeundang-
unklangan i bidang il peugetalivan, weknolopt, dan pendidikan

tinggi;
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terdokumentasikamiva 33 (tiga puluh tiga) peraturan perandang-
undangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan
tinggi;

tersusunnyva 12 (dua belas) rancangan peraturan pelaksanaan
dari 1 (satu) undang-undang, 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 4
([empat] Peraturan Presiden di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologl, dan pendidikan tinggi;

terlaksananya  revisi/perubahan/penggantian  pembentukan
peraturan perundang-undangan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan pendidikan tinggi;

terlaksananya evaluasi terhadap peraturan perundang-undangsn
di bidang ilmu pengetahuan dan teknelogi, dan pendidikan tinggi;
terlaksananya kajian terhadap pemberlakuan peraturan yang
menghambat implementasinya dan alternatil solusi
pemecalannya;

terbinanya perancang dan penyusun peraturan  perundang-
undangan pada setiap unit Kerja di lingkungan Kementerian
Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi;

tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan vang telah
diundangkan;

terdokumentasikannva dan  terpublikasikannya  peraturan

perundang-undangan vang telah diundangkan; dan

m. tersedianya media lavanan peraturan perundang-undangan.

Indikator hasil (outcome) untuk mengukur area perubahan ini adalah

Indeks Capaian Heformasi Birokrasi kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi dengan target-target per tahiun sebagai berikut;

Tabel TIL56 Indeks Capaian Heformasi Birokrasi

Tahun | Baseline 2016 2017 2018 2019

Indeks

Capaian

4T% 70% T5% BO% 0%
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4, Agenda Prioritas

Dari beberapa rencana aksi vang ditetaplan, beriliut rencana alesi

vang menjadi agenda prioritas program  Penataan  Peraluran

Perundang-undangan:

a. pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
penyusunan peraturan perundang-undangan;

c. pengendalian dan  pemantauan  penyusunan  peraturan
perundang-undangan,

d. pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan;

¢ pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan
perundang-undangan,

[ sosialisas] peraturan perundang-undangan vang telah ditetaplkan
dan diundangkan;

g. pendokumentasian  dan  publikasi  peraturan  perundang-
undangan; dan

h. pengelolaan  sistem  informasi dan  dokumeniasi | peraturan

perundang-undangan,

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja
Waktn  pelaksanaan  kegiatan  program  Penataan  Peraturan
Perundang-undangan direncanakan berlangsung hingga tahun 2019,
Secara rinci, tahapan kerja dan waktu pelaksanasan rencana aksi,
dapat dilihat pada tabel berikut:
a. pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;

Tabel 157 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pemetaan dan
Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan
Penyusunan Jadwsal Januar (2016 - 2019
Pemnbentukan Tim Oktober2013,

Janan (20 16 - 20 149;
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Tahapan Kerja Waktu

Pelaksanaan
lnventarisast peraturan perundang-undangan o November 2015,
bidang raet, teknologi, dan pendidikan tingg Fehruari (2016 - 20149}
Identifikasi peraturan perundang-undangan di MNovember 201 5;
Mdang rzet, teknologl, dan pendidikan tinggi Maret (2016 - 2019

Kajian,/analisis peraturan perundang-undangan Januarn s.d, Desember

di bidang tiset, teknologt, dan pendidikan Linggl {2015 - 2D18)
Monitoring dan Evaluasi

Ewvaluasi peraturan perundang-undangan i Neowember 201 5;
dang mnaet, teknolegn, dan pendidilan tinggi Januar s.d. Desernber

(2016 - 2019

b. penyusunan peraturan perundang-undangan;

Tabel 1538 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan Peraturan

Penindang-umdangarn.

Tahapan Kerja

Perencanaan

Penyusunan Jadwal

a.  Rancangan Undane-Undang Januarn (2019 - 2017
b, Rancangan Peraturan Permerintah Januar (2015 - 2019)
¢, Rancangan Peraturan Presidern Januar (20015 - 2019}
d, Eanecangan Peraturan Menteri Januari (2015 - 2019}

Pembentukan Tim Internal/Panitia Antar KEementerian

a.  Rancangen Undang-Undatg Februan (2015 - 2017}

b,  Rancangan Peraturan Pemerintah Februar (2015 - 2019)

¢, Ranecangan Peraturan Presiden Februan (2015 - 2019

d,  Rancangsn Peraturan Menteri Februar (2015 - 2019
Pelaksanaan

Penyusunan Naskah Akademik
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Tahapan Kerja

a. R Perubahan JU 182002 Jamuart s.d. Desember
2015
kv Eancangan Peraturan Pemerintah Januari s.d. Desember

(2015 - 2015

. Rancangan Peraturan Presiden Januar s.d. Desember

(2015 - 2015

d, Rancangan Peraturan Menteri Januari s.d. Desember
{2015 - 2019)

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

a.  Rancangan Undang-Undang Februari s.d. Movemnber

{2015 - 2017

b, Rancangan Peraturan Pernerintah Februar g.d. November

(2015 - 201%)

¢, Ranecangan Peraturan Presiden Februari s.d. November
{2015 - 2019)

d,  Rancangan Peraturan Mentern Febroar &.d. Movember

{2015 - 2019)
Uji Publik Rancangan Peraturan Perundang-undangan

a.  Rancangan Undang-Undang Mer s.d, Desember

{2015 - 2017)

b, Eancangan Peraturan Pemerintah Mei a.d. Desember

(2015 - 2019

o,  Rancangan Peraturan Presiden Mer s.d, Desember

(2015 - 2019)

d.  Rancangan Peraturan Mentern Mei s.d, Desember

(2015 - 2019)
Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

a.  Rancangan Undang-Undang Januar s.d. Desember

(2015 - 2017)

b, Rancangan Peraturan Pemernntah Januari ws.d. Desember

(2015 - 2015)]
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Tahapan Kerja

. Rancangan Peraturan Presiden

d, Rancangan Peraturan Menteri

Harmonisasi dan Sinkronisasi

a. Rancangan Undang-Undang

b, Eancangan Peraturan Pemerintah

o, Rancangan Peraturan Presiden

d.  Rancangan Peraturan Menten

Pembahasan di DFR

a.  Ranrcangan Undang-Undang

Penetapan dan Pengundangan

a.  Rancangan Undang-Tng |é;|1g

Iy, Ranecangan Peraturan Pemerintah

2, Rancangan Feraturan Presiden

d,  Rancangan Peraturan Menteri

Monitoring dan Evaluasi

Maonitoring dan evaluas) Penyvusunan Peraturan
Perundang-undangan {B-03, B-0G, B-049, BH-12)

Januan 8.d, Desember
(2015 - 2019)

Januari 8.d. Desember

{2015 - 2013

Desember
{2015 -2017)

Januar s.d

Januari s.d. Desember

(2015 - 2019)

Januan s.d, Desember

{2015 - 2015)

Januan s.d, Desember
{2015 - 2019)

Mei s.d. Desember M016;
Januar s.d. Degember

2017

Degember 2016,
Januari s.d. Desember
2017

Jamuan s.d. Desember
12015 - 201%9)

Januari s.d Desember
(2015 - 2019)

Desember
(2015 - 2019

Januari s.d

Setiap bulan Maret, Juni,
Seplember, Desember
201 5-2019|
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c. pengendalian dan pemantauan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

Tabel 111.59 Waktu Pelaksanaan dan Tabapan kega Pengendalian dan

Pemantauan Penvusunan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Kerja Waldtu
Perencanaan
Penyusunan Jadwal Jamuar (2016 - 2019
Pembentukan Tim Januar (2016 - 2019
Pelaksanaan

Pemantauan penyugunan peraturan perandang-  Febroari s.d. Desember

undangan {20156 - 2019)
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluast kegiatan pengendalian Setiap bulan Maret, Juni,
dan pemantauan  penyusunan  peraturan September, Desember

perundang-undangan (20116 - 2019)

d. penghajian dan penataan peraturan perundang-undangan;

Tabel [IL60 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penglkajian dan

Penataan Peraturan Pemindang-undangan.

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan

Penyusunan Jadwal Januar (2016 - 2019}

Pembentukan Tim Januari (2016 « 2319}
Pelaksanaan

Fengkajian peraturan perondang-undangan Januari s.d. Desember

(2016 - 2015)
Penataan peraturan perundang-undangan Januari s.d, Desember

{2016 - 2019
Monitoring dan Evaluasi

Momtoring dan evaluasi kegiatan pengkapan dan Desember (2006 - 2014)

petataan peraturan perundang-undangan
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e. pengembangan kompetensi perancang dan penyusun
peraturan perundang-undangan;

Tabel IT1.61 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengembangan

Kompetensi Perancang dan Peoyvusun Peraturan Perundang-undangan

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan
Penyusuran Jadwal Beptember (2015 - 200159
Pembentukan Tim September (2015 - 2019
Pelaksanaan

Pendataan 2DM  perancang dan penyuzunan  September (2015 - 20019}
peraturan perundang-undangan Jdi linghungan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidiltan

Tingsi

Pengembangan  kompetensi perancang  dan Scptember sd. Cktober
penyusen  peraturan. peruandang-undangan  di {2015 - 2019
lingkungan Kementerian Fiset, Teknolog, dan

Pendidikan Tinggi

Monitoring dan Evaluasi

Mortitoring  dan evaluas pengembangan Dessmber (2015 - 2019)
kompetensi perancang dan penyusun peraturan

perundang-undangan

f. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan dan diundanghkan;

Tabel IT1.62 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan kerja Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan yang telah Ditetapkan dan Dinndangkan.

Tahapan Kerja Waktu
Perencanaan
Pernyusunan Jadwal Desember 20135,
Februari (2016 - 2019}
Pembentukan Tim Degember 2015,

Februan (2016 - 20149
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Tahapan Kerja Walkiu

Pelak=anaan

Snsialirast dan diseminas: peraturan perundang- Degember 2015,

undangan vang telah diuvndangkan Pebruari, Maret,

September, Desetnber
{2016 - 2019
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring  dan evaluast kegiatan  soszialisagi  Dessmber (20135 - 2019]

peraturan perundang-undangan

g- pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-
undangan;

Tabel ILG3 Walkiu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pendokumentasian
dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan,

Tahapan Kerja Walkiu

Perencanaan
Desember 2015;

Januar: (20 16 - 20 1%

Petivusunan Jadwal

Degember 20135,
Januari (2016 - 20149

Pembentukan Tium

Pelaksanaan

peratiuran perundang-  Januari s.d. Desember
{2015 - 2016)

Pendokumentasian
undangan

Januan s.d, Desember

(2015 - 2018)

Pullikas: peraturan perundang-undangan

Monitoring dan Evaluasi

Monitormng dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Desember (2013 - 2019)
pendakumentasian  dan publikasi  peraturan

perundang-undangan

h. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan

perundang-undangan;
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Tabel .64 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengelolaan Sistem
Informasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan,

Tahapan Kerja Waktu

Perencanaan
Penyusunan Jadwal Desember 20135;
Januar (2016 - 2019
Fembentukan Timn Desember 2013;
Januar (2016 - 20149
Pelaksanaan
Petigelalaan sistem informasi dan dolumentas: Desember 201 35;
peraturan perundang-undangan Januari (2016 - 2019}

Monitoring dan Evaluasi

Monitoering dan evaluas: pelabksasnaan egiatan Desember (2005 - 20159)
pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi

peraturan perundang-undangan

6. Penanggung Jawab

Penanggung jawabh pelaksanaan program Penguatan Peraturan

Perundang-undangan, vaitu:
Pengarah : Sekretaris Jenderal  Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
Penanggung .Jawab: Kepala Bire Hulkum dan Organisasi; dan
Koordinator : kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan.
Rencana Aksi
a. pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan:
kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan 1
b, penvusunan peraturan perundang-undangan:
kKepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan 1
¢ pengendalian dan pemantauan  pelyusunan o peraturEan
perundang-undangan:
Kepala S8ub Bagian Peraturan Perundang-undangan 1
d. pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan:

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan 101
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pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan
perundang-undangan:

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan I7

sosialisasi peraturan perundang-undangan vang telah ditetapkan
dan diundangkan:

IKepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan [71
pendokumentasian  dan  publikasi  peraturan  perundang-
undangar:

[Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan [11

pengelolaan  sistem  informasi dan  dokumentasi  peraturan
perundang-undangan:

lepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Il

Rencana Anggaran

Rencana anggaran vang akan dipergunakan untuk melaksanakan

program Penguatan Peraturan Perundang-undangan sampai tahun

2019, tersaji sebagai berilkut:

Tahel IL6S Rencana Anggaran Penguatan Peraturan Perundang-

undangan.

Anggaran

{x Rp. 1.000)

l. Pemetaan dan evalasi peraturan perundang- 2,000,000

undangan
2. Penyusunan peraturan peramdang-oundangan 2,000,000

3. Pengendalian  dan  pemantauan  penyusunan 350.000

peramran perundang-undangan

4. Pengkajian dan penataan peraturan perundang- 500,000

undangan

9. Pengembangan  kompetensi  perancang  dan 300.000

penvusun peraturan perundang-undangan

6.  Sosialisas: permturan perundang-undangan vang 300.000
telah ditetapkan dan diundangkan.

7. Pendokumentasian  dan  publikasi  peraturan S00.000

permutang-undangan

2018, No. 1390
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Anggaran

{x Rp. 1.000)

5. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi 1.200.000

peraniran perundang-undangan

TOTAL 13,350,000

H. PENINGEATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Pelavanan publik merupakan ujung tombal pelaksanaan reformasi
birokrasi. Hal inl disadari karena sesungguhnya yang menjadi produk
dari organisasi pemerintahan adalah pelavanan kepada masyarakat
Pelavanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyaralkat, baile it
merupalan layanan civil maupun layanan publik Artinya kegiatan
pelavanan pada dasarnya menyvangkut pemenuhan suatu hak. [a melekat
pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi),

dan dilalkukan secara universal,

Pelayanan publik vang telah berjalan di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggl hingga saat ini secara umum  terbagl dalam 2
kelompolk, vaitu layanan bidang pendidikan tinggi serta lavanan di hidang
riset dan teknologi. Bidang pendidikan tinggl memilikd banvalk lavanan
vang dapal dikelompokkan ke dalam Lavanan Kelembagaan Pendidikan
Tinggi, Lavanan kemahasiswaan, dan Layvanan Pendidik dan Tenaga
Rependidikan. Layanan Bidang kelembagaan meliputi: Tzin pendirian, Izin
pembukaan prodi, lzin perubahan, lzin statuta, dan lzin penutupan.
Layanan kemahasiswaan meliputd izin Dbelajar mahasiswa asing,
pembelajaran daring terbuka dan terpadu, serta beasiswa bidikmisi,
Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi Layanan Sertifikasi
Dosen dan Layanan Penghitungan Angka Kredit Dosen. Sedangkan
layanan di bidang riset dan pengembangan meliputi lavanan perizinan

peneliti asing, lavanan akreditasi jurnal ilmiah serta hibah peneclitian.

1. Capaian

Layanan Penvetaraan ljazah Luar Negeri dan Beasiswa Bidikmisi
merupakan dua lavanan utama bidang pendidikan tinggi. Dalam
rangka percepatan layanan penvetaraan ijazah, telal dilakukan
penyempurnaan atas | proses  operasional  standar  dengan

memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Proses vang dimulai
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dengan permohonan, verifikasi, penilaiain, dan penetapan dapat
dilalukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan
komunikasi dalam bentuk online. Aplikasi teknologi informasi dan
komumnikasi dalam hal ini akan menghasilkan layanan yang responsif,

informatif, accesible, terkoordinasi, transparan, dan efisien,

T ——
Pergaurean Tinggi Loar Regeri
—

e A

Dl | Ly

Sebeum Anda mardafiar pasticon Anda ielah memboca
BT ARAT-SYARE T uivuk Moy e28f sian Jacah Anda

......

Pt bty JLiFyA ST 7

B E e Ly e

Penyetaraan ljazsh Percuruan Linggi LN: hitpfgazahindikt gosd

Gambar 111.3 Penyvetaraan [jazah Perguruan Tinggi Luar Negen,

Terkait program Bidikmisi, hingga tahun akademik 201272013,
program Bidikmisi membantu 81,412 (sembilan pulub satu ribu
cmpat ratus dua belas) mahasiswa dari keluarga miskin dengan

potensi akademik tinggi.

Ada ungkapan “orang miskin dilarang kuliah”. Faktanya, tidak
dilarang pun orang miskin memang tidak bisa kuliah, Untuk biava
hidup saja sudah berat, apalagi ditambah untuk kuliah. Tingginya
biaya pendidikan di Perguruan Tinggi membuat lebih dari separnh
lilusan sckolah menengah pada 2010 tidak melanjutkan ke jenjang
lebih tinggi, Dari 9,11 (sembilan koma satu satu) juta siswa sekolah
menengah, 4,27 (empal koma dua tnjuh) persennya mengalami putus
sekolah dan 51,7 (ilma puluh satu koma tujuh) persennya tidak

melanjuikan ke pendidikan tnggi.

Jumlah mahasiswa dar kelnarga miskin pun sangatlah kecil {sekitar
1,3 (satu koma tiga) persen pada 2007). Padahal tidak sedikit lulusan
dari sckolah menengah yang berasal dari keluarga ckonomi lemah ind
memiliki tingkat intelektalitas tinggi. Mereka dapat menjadi potensi
sumber daya manusia bangsa vang mumpuni jika mendapatl

perlakuan dan pengelolaan yvang tepat.
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Menjawab realitas tersehut, Pendidikan Tinggi menclurkan terobosan
kebijaktan untuk meningkatkan akses secara khusus ke perguruan
tinggi bagl keluarga miskin. Pada 2010, prgram  Bidikmisi
dimowcwrkan sebagal baginn dari program seratns harl Kabiner
[Indonesia Hersatu Kedua dengan memberikan banthan  biaya
pelidikean dlan biava hidop selamia kuliah, kepada lalosan SMA,
S, dany MA dari kelusgga tlak maanpu elapl wemiliki nilad
akadoiik  mweimadai,  Suwber pendansenia deal Anggaran
Pendapatan dan Belaja Negara (APBN]. Penerimma progran Bidikisi
dipersilahkan mcmilih program studi unggulan vang diinginkan,

namun mereka diwajibkan menempuh pendidikan tepat walctu.

Scbarpak 20000 (dua pulule 1) kuota dibernksar antok portams
kali kvpada B2 {delapan puluh duay Perguroan Tinggl Negeri pada
Kementeriann  Eiset, Tclmelogi, dan  Pendidikan Tinggl  dan
Kementerian Agama. Pada tahun 2011 diberikan sebanvalk 30.000
[tiga pualuh by kuata nnmik 87 [delapan puluh minh) Pergnrtan
Tinggl, dan para tahun 2012 disediakan sebanvak 42000 {ampat
pulith dua ribu) knora termasuk 2000 (dua eilm) knora nntuak

Perglirtan Tingsi Swasta (PIS) yvang pectan kali diberikan.

Sejak 2012, Trogram Bidikmisi tidak hanva dipernmmkan bagi
mabhasisws vang knliah di Perguiiman Tinggl Negeri, naman juga di
sejumlah Pergnmian Tinggi Bwasta (PTS] vang telah bekerjasama
dengan irekloral Cdenderal Pemdidikan Tinggi. Progran Hidikodsi
dibuka unluk Poreurasar Tingel Swastac (1718) karena lidak seniun
malwsiswa Perguruan Tinggl Swasta (PTE) wemilikl kewsaoopuan

Fianisial vatig kual,

Baitluan biava pendidikan progran Bidikmisi diberikan sejak calon
mahasiswa dinyatakan diterima di perguman tinggi selama delapan
seesier unluk program Phplama 1Y dan 31, dan selaina 2nqn
sciesier unluk prograon Diplowa L Undulk prograog stocli yalug
wemcilukan peiedidikan  keprolesiaon :lau sojenils, PerpaLLjdiigaal
pradanaan difasilitasi oleh Perporuann Tioged Negerl penyelonigesns
Bidilamisi.

Jundab Bantwaay terscbul scbesay Kp o000 000 feian jula
rugHaly por wabizsiswa seliapy sciuesier. Dana lersebutl digonekan

itk e ayvar Hava pendaliaraan, aniuan biava peoyclengearssm
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vang dikelola  perguruan  tinggl  (sebanvak-banvaknya  Rp
2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)) per semester per
mahasiswa, bantuan biaya hidup vang diserahkan kepada mahasiswa
sekurang-kurangnya  sehesar Rp 600.0000,00 {enam  ratus ribu

rupiah) per bulan, dan biava kedatangan (resettlement).

Begitu diberi kesempatan dan dukungan melalui program afirmasi ini
prestasi mahasiswa  dari  golongan  menengah ke bawah  itu
membanggakan. Lebih dari 20 (dua puluh) persen mahasiswa
Bidikmisi anggkatan 2010/2011 meraih Indeks Prestasi Sementara
(IPS) antara 3,51-3,99. Sebanyak 60 (enam puluh) persen meraih
Indeks Prestasi Sementara (1PS) 2,75-3,50 hanva 4 empat) persen di
antara mereka yang memperoleh Indeks Prestasi Sementara (IPS) di
bawah 2, sementara sisanva meraih Indeks Prestasi Sementara (IPS)
antara 2,00-2,74.

B,
=351-399 ®m1753.50 e200-2.74 wm<100

Gambar 3.4 Indeks Prestasi Sementara Mahasiswa Bidikmisi anghkatan
201072011

Pada tahun 2013 program Bidikmisi menghasilkan lnlusan program
D3 sebanyalk 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) mahasiswa.
Pada tahun 2014, Program Bidikmisi telah menerima mahasiswa
sebanyalk 149.768 (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus
enam puluh delapan) mahasiswa untuk Perguruan Tinggi Negeri dan
Perguruan Tinggi Swasta [PTS).

Penvebaran informasi mengenai program ini sudah cukup baik,
tercatal 67% (enam  pulub tujub persen) peningkatan jumnlah
pendaftar dibanding tahun sebelumnya, kenaikan jumlah penerima
sampai 269% [seratus enam puluh sembilan persen), penerima sudah

menjangkan 3470 (tga ribu empat ratus tujubr puluh enam)
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kecamatan di seluruh indonesia yvang merupakan peningkatan 17%
(tujuh belas persen) dari tahun sebelumnya, dari sisi Indeks Prestasi
Komulatif yang dicapai penerima Bidikmisi sangat membanggakan.
Penerima Bidikmisi mempunyai rata rata |[PK secara nasional 3,20
(tiga koma dua nol dan angka ini naik dibanding tahun sebelumnya

yang mencapai 3,11 (tiga koma satu satu).

Awalnya, kebijakan afirmasi keramahan sosial ini diatur lewat
Peraturan Menteri, yang kemudian ditingkatkan melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan,

Kini Program Bidikmisi diperkuat lagi melalui Undang-undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 74 ayat (1). Di pasal
itu disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri wajib mencari dan
menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi,
tetapi kurang mampu secara ekonomi minimal 20 (dua puluh) persen
dari mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program

studi.

Dengan penguatan program Bidilkmisi lewat undang-undang tersebut
berarti kebijakan afirmasi ini bukan lagi sekadar tanggung jawab
pemerintah, melainkan tanggung jawab negara. [nilah kesempatan
dan momentum bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk berlomba
melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin.

Program: Bidik Misi

Secara bhusuy permerinteh jugs mamberkan besswa bagl mahesizas miskin yang
herprestasl yang dimulai pada tahun 2009, Selama 5 tehun terakhir pererima
besiswa Bidkmisl felah mencapal 51,412 oEng,

Data Panorima Bidikmici

Ty | SN |
PENERIRAA [ L
W008/2010 18659 16,685 W
ELU DT 8. 741 43412
oLm3 A2,000 aLma a

Boghaian P e Bk Wi

Gambar [[1.5 Capaian Indeks Prestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa

Bidikmisi Tahun 2006/2010 sampai dengan Tahun 2011 /2012.
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[alam hal inovasi program Bidilomisi relah melakukan peningkaran
dan perbaikan) berups peninglkatan wada pendaflacan, dari 1 [aline)
menjadi 3 moda (online, kirlm berkas dan telcpon), tercatat terjadi
penghomatan dana wasyvarakal uluk  memdlalilar SNMEPTH dan
SBEMPTN (yang dibebazkan) mencapai Rp 21.6 M {dua palnh sam
koma enam miliar rmpiah) dan dalam hal indeks kepnasan komposit
rercalal kermileal kepuasanl sebaipak 2% (loua persen) wengadi

A% [scwbilaa pulubh Gga korns salu persery) pada lalioy 2013,

Dadaan lial tranrsparaansd welady dilakokan poerbaikan poelayvaziann, ol

dari dokumen vang ditampilkan dalam wcebsite, jenis data yang

disajikan, dan jenis informasi vang disajikan berupa puhblikasi
dokwmenn (7 (lapuly) daka), publibcast dada penernua (1 (empal) jenis
data), dann pullikaesi wfornast (5 (lima) jods ndorimasi). Dalam hal
parlisipasi, encatal beberapa pendngkatan, widal daci Keoepatan
respons bantuan 1 (satu) hari kerja (schelumnya 2 (dua) hari kerja),
tercatat tidak kurang G5 (gnam puluh lima) kemunitas (zsbelumnya

25 (el pdude linws) kennitas) penerinia bidikinisi vang terlibal dan

berperai aklil metyebarkan infermast dan pelibatan organisasi lain

sebagai wilra, vailu dewpel dlival, LBM DBadar, Asosiasi Pendidik

Sumecdang, dan lain-lain.

Belain 2 (dua] program wiama  lersebat, secarn oo berlksgai

layanauy publik dl Kementerian Risetl, Tekoologi, daon Pendidika

Tinggl masil wemerlukaa pebcrisian wenyvangloul bal-lal schagaa

berikur:

A beluw semua layvaiian wetjabarkany,  wenelapkan,  dats
welaksanakan  peraluran perundang-undangan di bidang
pelavanan publik;

b belum semma lavanan menerapkan standar pelayaman;

oo belum semua unit kerja pelayan=n publik melaksanskan
pelavanan yang didulkomg 1T,

d. belum dilaknkan survel kepuasan masvarakar secara berkala;

0 waAsil Kurangoya saraie dan prasaraa pondukung;

[ kempelensi aparator peivelenggaa pelavanan poldilk belun

aptimal,
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g belum semua unit lavanan mendapatkan 180 9001 dalam
pelay sz,

h. knrang berfimgsinya mekanisme penanganan pongaduan, bailk
mannal maupuan elekiromik; dan

Io keterliDatzoy  eestarvabkat  dolan proses pewbuasieay kebijakeats
pclavanan, pelaksanaan pelavanan, dan perngawasan pelayvanan
sudaly dilakukan, naman beluin optimal sesua dengan harapats

masyarskar.

Eencana

WMeonvikapi permasalahan yvang masih dihadapi sebagainmama tersebut
diatas, maka rencana aksi area peningkatan pelayanan puhlik
disralilzagy agar seliap layaizn publilk vaog ado wenienuli vareiabel -
varizbel pelayaczn publik sesaad persiuran poerudazigan vang ada.
Uniluk 1w renwand sakst yang alean dilabosaaabean adalall scleagsd

beikur:

a. penyusullan dan cvaluasi standar pelavanan scmua lavanan yang
il
1 peratiran tentang kebijakan standar pelayanan,
2 Blalay Cperasional]  Proscdor (SO bagl  pelaksanizion
standar pclayanan;
A1 melakukan reviu dan perbaikan aras standar pelayanan; dan
A welakukan revio dan perbaikam alas Standar Oporasional
Mrorzecdur (307,
b, menciprakan budaya pelavanan prima
1} pewnbangunan Tt Loy aasan Terpaduo;
2) s=sosialisasifpelatihan dalam  rangka penerapan adaya
pelayanan prima;
3 cvaluas] wentang koemudalizan akses levarizon meladod Derbeaei
mevlia;

4) perusunan sistem sanksifreward hagh pelaksana lavanan
serla pemberian kompensash kepado peiering ayaoea bila
layarian tidak sesusd statdar; dun

3] pengemhangan dan Tnovasi pelavanarn.
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c. pengelolaan pengaduan
1) media pengaduan pelayanan;
2} pemyusunan Standar OQperasional Prosedur (SOP) pengaduan
pelavanan;
3) penanganan tindak lanjui atas seluruh pengaduan pelayanan
untuk perbaikan kualitas pelayanan; dan
4 evaluasi atas penanganan keluhan/masukan.
d. penilaian kepuasan terhadap pelayvanan
1) melakukan survei kepuasan masvaralkat,
2) hasil swrvei kepuasan masyaoakal dapal diakses secara
terbuka; dan
3) dilalkukan tindak lanjut atasz hasil surveli kepuasan
masyaralkat
e. pemanfaatan teknologi Informasi
1) penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayvanan;
dan

2) perbaikan secara ferus menerus.

3. Eriteria KEeberhasilan

Eriteria keberhasilan untuk setiap rencana aksi ditetapkan schagai

berikut:

Tabel HL.66G kriteria Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan

Standar Pelayanan . Peraturan  tentang  kebijakan  siandar
pelayanan
. Pengesahan maklumat pelayanan

. Standar Operasional Prosedur  (SOF)
standar pelayanan
. Review standar pelayanan

*  Review dan perbaikan SOF
Budava Pelavanan Prima Peraturan dan Laporan tentang  Unit
Layanan Terpadu

. Berdirinya Unit Layanan Terpadu
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Rencana Aksi Kriteria Keberhasilan

. Laporan  pelatihan dan  sosialisasi
penerapan budaya pelayanan prima

. Laporan hasil evaluasi bentuk informasi
vang telah ada

. Laporan pengembangan dan  inovasi

pelayanan

Pengelolaan Pengaduan = Standar Uperasional Prosedur (SOF)
pengaduan pelayanan
. Penetapan unit kerja yang menangani
pengelolaan pengaduan pelayanan
' Laporan penanganan tindak lanjut
. Laporan evaluasi penanganan

pengadian masyarakai

Penilaian kepuasan . Hasil survei masyarakat

terhadap pelayanan . Laporan tindak lanjut hasil surved

Pemanfaatan  Teknologt = Laporan penerapan teknologi informasi
Informasi yvang digunakan dalam  memberikan

pelayanan

Tndikator hasil (oufcome) untuk mengukur area perithahan ini
meliputi:
a. Indeks Integritas Nasional

Tabel lILGT Indeks Integritas Nasional

Tahun | Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks
7,22 e - B30 BTE 9,00
Capaian

b. Survey Hepuasan Masyarakat

Tabel HLGE Surmvey Kepuasan Masyarmkat

Tahun Baseline 2016 2017 2018 2019

Indeks
BOY 84%% BEM 2% 95%
Capaian
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¢. Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik
Tabel 169 Kepatuhan Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik

(Zona Merah, Kuning, Hijau)

Tahun | Baseline 2016 2017 2018 2019
Indeks

) Euniang Hijau Hijan Hijan Hijan
Capaian

4. Agenda Prioritas

Berdasarkan skala prioritas, maka agenda vang menjadi prioritas
adalah pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) di Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sejalan dengan upaya
pembentukan Unit Layvanan Terpadu (ULT) ini, dilakukan pula
perbaikan standar layvaonan, Standar Operasional Prosedur (SOP],
pengaduan, seria pemanfaatan teknologl informasi uniuk lavansin-
layanan baru vang belum memiliki variable-variabel pelavanan

terse but.

5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktn pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program
peningkatan kualitas pelayanan publik, tersaji sebagai berilut:
a. pembentukan Unit Layanan Terpadu;

Tabel .70 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembentukan Unit

Layanan Terpadu.
Perencanaan
Identifikasi jenis layanan Januari s.d. Maret 2016

Alternatif lnkasl Unil Layanan Terpado
Layout ruang Unit Layvanan Terpadu
Struktur organisasi Unit Layanan Terpadu
ldentifilkas Umt Lavanan Terpadu

Petiyusunan Standar Operasional Prosedur (BOF)

Linit Layanan Terpadu

Pembangunan
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Tahapan Kerja Walctu

Konastrubs: ruang Unit Lavanan Teepadi Maret s Juli 2016

Pengadaan sarana dan prasarana Unit Layanan

Terpadu

Penyediaan jaringan dan software

Sosialisasi
Reviai Juknis/ Prosedur Lavanan Juli 2016
Training Pegawai Unit Layanan Terpadu Marel s.d. Juni 2016
Implementasi
Operasionalisasi Unit Layanan Terpadu Maret 2016

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi Desember 2016

b. penynsunan dan evaluasi standar pelayanan semua layanan
pendidikan tinggi serta riset dan pengembangan;
Tabel L7 1 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan dan
Evaluas: Standar Pelayanan Semua Layanan Pendidikan Tinggi serta Riset

dan Pengembangan.

Tahapan Kerja

Perencanaan
ldentifikast Standar Pelayanan di semuaa layanan Maret 2016
Pembanpgunan
Peryusunan peraturan tentang standar Maret a.d. Mei 2016,
pelayanan Januan (20 17-201%9)

Pergesaban maklumal pelayanan

Fenvusunan Standar Operasional Prosedur (30F)

gtandar pelayanan
Bosialisasi

Zognialisast standar pelavanan dan Standar Maret s.d. Juli 2016;

Operasional Prosedur (S0 Februari (20017-20149)
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Tahapan Kerja

Implementasi
Implementasi standar pelayanan dan Standar Maret 2016;
Operastonal Prosedur {S0F) Degember [2017-20149)

Pengukuran dan Evaluasi
Review standar pelayanan Degember [2016-2015)

Review dan perbaikan Standar Operasional

Prosedur [SOF)

c¢. peningkatan budaya pelayanan prima semua layanan
pendidikan tinggi serta riset dan pengembangan;

Tabel 1HL72 Wakm Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Peningkatan Budaya

Pelayanan Prima Semua Layanan Pendidikan Tinggi serta Riset dan

Pengem bangan.
Tahapan Kerja Walctu
Perencanaan
Identifikasi kebutuhan  pelatihan  penerapan Maret 2016,
budaya prima Februar (2001 T-201%9)

Identifikasi  inovasi pelavanan  yang sudah

berjalan
Pembangunan

Prlaksanaan pelatihan  penerapan budava Maret 2.d. Juli 2016;

pelayvanan prima Juli (2017-20149)

Evaluasi hentuk informasi yvang telah ada Oktober (2016-2019)

Pengembangan dan inovasl pelayanan

Bosialisasi

Bosialisas inovasi pelavanan Dirscmber (2016-201%9)
Implementasi

Penerapan movasl pelavaran Januar gd. Desember

{2017 - 2015)

Pengukuran dan Evaluasi



2018, No. 1390 179

Tahapan Kerja Waktu

Evaluasi Desember [Z016-2019)

d. penpgelolaan pengaduan;
Tabel .73 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengelolaan

Pengaduan
Perencanaan
ldentifikasi Standar Operasional Prosedur (S0F) Maret 2016,
vang ada di semua layanan Januan (2017-201%)
Pembangunan
Penetapsan Lt kerja YANg IMETATIEAT Maret 2016

pengelolaan peneaduan pelayanan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S0F)

pengaduan pelavanan

Bosialisasi
Snsialisas: Standar Operasional Prosedur (S0P Med 2015,
pengaduan pelayanan April (20 17-2019)
Implementasi
Penanganarn tindak lanjut |.‘-€‘!IJR&‘Jif{Ll'ﬂlt Fx:|et}'eujau Januanr a.d, Desetnber

{2016 - 2019
Pengunkuran dan Evaluasi

Evaluasi penanganat pengadian masyarakal Degember [2016-2019)

e. penilaian kepuasan terhadap pelayanan;

Tabel IIL74 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penilaian Kepuasan
Terhadap Pelayvanan.

Tahapan Kerja Waktu
Perencanaan

Desain survel kepuasan masvarakat terhadap Juni 2016 dan Maret

pelayanan 2018
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Tahapan Kerja Waktu

Implementasi

Pelaksanaan survei masyarakat Aguatus 2016 dan

Agustus 2018
Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi pelayanan berdasarkan hasil penilaian Desember 2016 dan

masyarakat Dessmber 2018

f. pemanfaatan teknologi informasi

Tabel IIL75 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pemanfaatan Teknologi

Informasi.
Perencanaan
ldentifikast penerapan teknologt informasi o

Maret 2016,

selnua layanan yang ada )
Februarl (2017-2019)

Pembangunan

Pembangunan dan  pengembangan  sisfem Januar s.d Descmber

informeas: di 4emua lavanan (2016 - 2015]
Implementasi
Penerapan sistem informasi di semua lavanan Januari s.d. Degember

{2016 - 2019
Pengukuran dan Evaluasi

Ewaluasi penerapan sistermn informasi di semua  Desember [2016-2019)

layanarn
6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab pelaksanaan program dan rencana aksi
peningkatan pelavanan publik adalah sebagai berilaut:
Pengarah : Kepala Biro Kerjasama dan Komunileasi Publik
Koordinator : Kepala Bagian Komunikasi Publik
Penanggung Jawab:

4, pembentukan Unit Layanan Terpadu:

. 1390
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Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Rencana Alksi Penyvusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan
semua Layanan Pendidilean Tinggi serta Riset dan Pengembangan,
Peningkatan  Budaya  Pelayanan  Prima semua  Lavanan
Pendidikan Tinggi serta Riset dan Pengembangan; Pengelolaan
Pengaduan; Penilaian kepuasan terhadap pelavanan; dan
Pemanfaatan teknologi informasi: menjadi tanggung jawab
masing-masing koordinator lavanan di bidang kelembagaan,
kemahasiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta riset

dan pengembangan.

Rencana Anggaran

Rencana  besaran  anggaran  vang akan dialokasikan  untuk
mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan peningkatan
pelayanan publik pada tahan 2015 sampai tahun 2019 sebagai
berikut:

Tabel IT1.76 Rencana Anggaran Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik.

Anggaran
Kegiatan _
(x Rp. 1.000)
1. Pembentukan Unit Layanan Terpadu 2.500.000
2, Penyusunan dan Ewvaluasi Standar Pelavanan 300.000
semua Layanan Pendidikan Tinggi serta Riset dan
Penigembangan
3, Peningkatan Budayva Pelayanan Prima semia 300,000

Layvanan Pendidikan Tmgg  serta Riset  dan

Pengembangan
4. Pengelolaan Pengaduan 300.000
2. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1,000, 000
6. Pemantaatan teknologi infbrmasi 3,000,000

TOTAL 7.600,000
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I. QUICK WINS: UNIT LAYANAN TERPADU
Rata-rata orang mafhhun bahwa harga dini pemerintahan dinkar dari
kuzlitas  pekayaten vang diberikan kepada asvambal Masyarakal
werapakaar pililak pertansa vang metasakan laogsulig layalian
pewerintaly, sehinges mercka wengelaliud scoars, langsang masalali-
masalall pelavarian di lapangan. Masvarakal kebanvakail sudall akral
dengan masalah-nmasalah pelavanan kescharian, mulai dari pengurusan
Earru Tanda Penduduk hingga perbaikan jalan rusak; mulal dari
pentililizan kepala daer: hingga stabilisasi perionninaan ekenomi nasional,

Merekalah yang paling mengalami dampak kualiras pelavanan.

Pelayanan publik di Indonesia sendiri saat ini dapat dikatakan masih jauh
darl harapan. Pelavanan publik nmumnya dikenal dengan hal-hal vang
knrang menyenangkan, prosedoar pelavanan yang rumit dan berbelit-
helit, wakta vang lama, biaya vang tidak pasti, rawan suap dan pungntan

Har, tiedak eansparain seri sislem sang kanvesional,

Masalah lain adalah behum rerbakanya akses informasi vang copat dan
alourat, helum tersedianyva sarana dan prasana pelavanan vang memadsai,
beh ada dakiungan regiilasi, sumber daya tantisia veng melgunns
pPelavanian Lelun sesual dengan keahlian serta tugas pokok: dian luanesi,
bivokrasi dann mckanisme pelayaoan publik belum wrstruktur. ondisi
sepertl i mennnbulksan kelidakpercayasn wasvarakal  ealaadap
pemearintah, vang fidak langzung menimbulkan kesenjanpgan antara
masvarakat dan pemerintah.

Fowmerintah berupaya wengembaliban koparcayaan  masyarakal  dan
meningkatkan kualitas pelayanann publik melalui veformasi birokorasi
Reformasi birckrasi merupakan reformasi pelavanan publik itu sendiri
vang dilaknkan dengan memberikan  pelayanan  rerbaik  dengan
memanfaarkan elnolegi informasi, haik infremet maapun oon-intermet,
unrik menvediakan pelayanan vang lebih myaman dan efisien terhadap

Wil (1A orgalisssh atas inferissh don pelayanan pemeritilal

Ralah =atu agenda reformasi pelavanan vang dicanangkan pomerineah
adalah penerapan pelayanan sat atap atan Unit Layanan Terpadn pada
setiap Kementerian/lembagza dan Pemerintah Daerah, Melalud Uit
Layansm Terpado dilirapkan peninghkatan Kualitas layanan publik seria
wemberikan  akses  vang lebily luas kepada masysoakad uniok

utcmpereleh pelayanan publik.
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kementerian  Kisetr, Teknologi dan  Pendidikan  Tinggl  bempaya
e tEal ko menenton refermes] pekoaried dengan e bentuk Uil
Lavanan Terpadu. Unit ini meomilikd tugas menvelenggarakan proscs
Polavarian perldaisnn dail nonperlziisn layanan riscl,  lWeknologl, dan
pendidikan ringgi. Proses pengelolzannya, mmlai dari rahap permohonan
sampal ke tahap terbirnya deokumen, dilakukan dan dikelola secara

lerpadu sadu plita vang dikeordinaesiken oleln il kerga lertento,

UInit Layanan Terpadu hertijuan memberikan lavanan kepada pemangkn
kepentingan di bidang riset, reknologi, dan pendidikan ringgl secara cepat,
efeklif, ellsien, tansparal, dan membevikan kepastion hukwn seria
lerajuilinga hak-lisk  masyarakal untok  menlapadkan o poelagy ana,
Tujuan wrschut bisa wrwujud dengan melakukan  penycdethanaat
birokrasi pelavanan, mempercepat waktu pelavanan, mengurangi
tahapan pelayvanan vang kurang penting, menghilangkan hiava vang tidak
dayral dipertanggung powalilen, dail presedar yaug Wenlsparal.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2008 tentang
Keterhukaan Tnformasi Publik, TIndang-TIndang Nomor 25 Tahuan 2009
lentag Pelavanian Publik, dan Peraurang Presiden Nomor 97 Talian
211 tenlang  Penvelensgarsan Perpada Sata Biotu, o dilwes ke
Lementerian Kiset, Teknologi, dan 'endidikan Tingsi dapat mengelola

pelavanan publik secara profesional melalui Unir Lavanan Terpadu,

1. Capaian

Kegiatan vang sudah dilaksanakan/dicapai elch Kementerian Riset,
Teknolegl, dan Pendidikan Tinggi terkait dengan pembangunan Thait
Laavamiann Terpadu, sebagai berikot:

a. komitmen piopinan  Kementerian  Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi dalam rapat pimpinan;

L. fHueprmt peibanguizan Unil Lavanan Terpado welab disosu,

2. Rencana

Dradeom vanpeka membanpun Uil Laymenn Terpado di Keoeleria
Riset, Tcknelogi dan Pendidikan Tinggi, akan dilakukan kegiatan
poerencanaan, pombangunan,  sosialisasi,  implementasi, dan
pengiikuran dan evalnasi. Adapan rincian rencana Kegiatan yang

akan dilaksanakan melipuati:
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A PCICHCEN EalL
1) ilentifilas] jenis kyanan di keenlevian Fised, lelknologl, dan
Perudidibean Tinggi;
21 pemidlinan alternant nkas Uit Layatan Teradi
31 perancangan laveut ruang Linit Lavanan Terpadn,
A peywsuiear struklor organisasi Uil Lavanan Torpadu;
3 identifikasi snmbor daya manusia Unif Layanan Terpadig dan
&) peuyusuna S3tandar Operasional  Prescdar (SO0 Lhail
Lety aimyann Toapred u.
I pembangunan:
1) kontrulksi ruang Unit Layvansan Terpadu;
2| Pengadaan sarana dan prasarana it Lavanan Terpadu; dan
3] Penyediaan jarvingan dan softivare,
oo sosialisasi:
1) Fevisi petanjulk eknis/ Prosedur Laystialg dan
2] Training pegawai Unit Lavanan Terpadu.
o Dplenweiilasi:
apcrasionalizasi [Tnit Lavanan Terpeadn.
o pengukoran daan cvaluast

monitoring dan evaluasi pelaksanaan 1init Layanan Terpadu,

Kriteria Kebervhasilan

Berdasarkan kegiatan vang direncanakan, maka kriteria keberhasilan
dari guick wins pembentukan Unit Lavanan  Terpadi,  adalah
terbeniukine Uil Layaun Terpadu kementevian Rised, lekialogi,
darr Penlidikaan Tingel menyodiakan polageniaan youg, lebill s
dan efisien rerhadap warga dan organisasi atas informasi dan

pelayanan pemerintah.

Agenda Prioritas

Program guick wins Unit Layanan Terpadu memprioritazkan doa
kegiatan besar, vaitu perencanaan dan pembangunan. EKegiatan
perencanaan akan diprieriraskan pads identifikasi jenis lavanan di

Kementerian  Kisel, Teknologi, dan Peodidiken Tioggi;  pemdlilian
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alternatif lokasi; dan perancangan layout ruang Unit Lavanan

Terpadu. Sedangkan kepiatan pembangunan akan diprioritaskan

pada kontruksi ruang; pengadaan sarana dan prasarana; dan

penyediaan jaringan dan softivare,

Walttu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Sesual dengan rencana kegiatan, program guick wins Unit Layanan

Terpadu akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari

Desember 2015 sampai dengan Desember 2016, dengan wakin

pelaksanaan dan tahapan kerja sebagai berikut:

Tabel OL.77 Wakm Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Ouick Wins

Pembentukan Unit Layanan Terpadu

Tahapan Herja

Perencanaan
ldentifikasi jerms [ayanan
Alternatif lokasi Unit Lavanan Terpadu
Lavout ruang Unit Layanan Terpadu
Struktur organisas Ut Layvanan Terpado
Identifikasi Unit Lavanan Terpadu

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (80F)
Unit Lavanan Terpadu

Pembangunan
Konstrukst ruang Unit Layvanan Terpadu

Pengadaan sarana dan prasarana Unit Layanan

Terpadu

Penyediaan jaringan dan saftiwane
Sosialisasi

Revial Juknis/ Prosedur Layanan

Training Pegawai Unit Layanan Terpadua
Implementasi

Operasionalisasi Unit Layanan Terpadu

Pengukuran dan Evaluasi

Janiar sd. Maret 2014

Januari 3.d. Maret 20146

Januarl s.d. Maret 2016

Januari s.d. Maret 20145

Januari s.d. Maret 2016

Januari s.d. Maret 2016

Maret s.d. Juli 2016

Maret s.d. Juli 2016

Maret a.d. Juli 2016

Juli 2016

Maret s.d. Jum 20616

Maret 2016
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Tahapan Kerja Waktu
Ewvaluasi Desember 2016

6. Penanggung Jawab
Penanggung jawab pelaksanaan  program  dan  rencana aksi
peningkatan pelavanan publik adalah sebagai berikut:
Pengarah : Bekretaris Jenderal;
Koordinator : Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik;

Penanggung Jawab: Kepala Subbagian Komunikasi Internal dan

Layanan nformasi Publik,

7. Rencana Anggaran

Lntuk mendulkung kegiatan tersebut maka diperlukan anggaran
sehesar Rp 3.0 14.500.000,- {tiga milvar enam ratus empat belas juta

lima ratus ribu rupiah),

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Maonitoring dan evaluasi mermipakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan
dengan siklus perencanaan kegiatan yvang akan dilalkukan, Heformasi
Birokrasi merupakan salah satu agenda nasional vang harus dilakukan oleh
setiap Kementerian/Lembaga di Indonesia. Demikian halnyva pada
kKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga melaksanakan

Reformasi Birokrasi periode 2015-2019,

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi kementerian
Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggi di atas, maka Tim Reformasi
Kementerian juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Relormasi Birokrasi. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penyem purnaan dari
siklus vang akan dilakukan, sehingga masing-masing aksi perubahan yang
akan dilakukan oleh Kementerian Risel, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
dapat berjalan sesnal dengan waktn vang telah ditentukan dan dapat

menghasillkkan hasil vang maksimal dan optimal.
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A, MONITORING

Monitoring pelakssoupan reforneasi bivokrns dilsdooken dalam Goglkaian

lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian, dan lingkup nasional,

Mownitorinng dilakukann wlok weinperlatinkann apear roucand ksl vaiw

dirnangkan dalam pera jalan reformasi birokrasi dapar berjalan sesaai

dengan jadwal, target-target, dan fahapan sebagaimana telah diterapkan,

Liani proses moenilorng, berbagal lal yane perlu dilkoreksi dapal langsong

cliperbidki pala sl kegialan reforisest birokrust dilakessaalcarn, selingg:

Hdak werjadi e inpaaeany dari areel-largel yang Welads diteniiokeal,

Fada lingkup unity satuan kerja, monitoving dapal dikaooldean melalui

beberapa wedia schugad Derikal

1.

pertemuian. rutin dengan  pimpinan  anitfsaman kerja nntuk
weenltbales . kensguan, leanbatan vang dibeadapd, daa penvesuaian
yang  perloe dilakukan uatuk  mcrespon perndasalatizo o alao
perkembangan lingkungan  strategis.  Pertenmiuan ind penting
mengingat reformasi birokrasi harus terus dimenitor eleh masing-
mAasing pimpinan unitfsatuan keria untik nenjaga
keberlbautanny . Pertennan rutin denesuy piopineu juga dilakukean
Palen wnil/ satuan kerjs vang melaksanakay) Cuick Wins, anluk
mcnibahas kemajuan, hambatan vang dibadapi, dan penyesuaian
yang perlu dilakukan untuk merespon  permasalahan atau
perkemhbangan lingknngan strategis;

pertemian dengan pimpinan umirfsathan kerja untuk merespon
permasalahan yang hars cepel diselesaikar,

sulvel werhadap kepuasan nasyarakal dan pengaduan wasyaealkad,
pengukuran target-target kKegiatan reformasi birokrasi sebagaimana
diuraikan dalam peta jakm dengan realisasinya; dan

pertemttan dalam rangka Penilaian Mandied Pelaksanaan Beformasi

Rirokorasi, yvang dikoordiossikan oleh Tnspekoorsa Jendearal,

I’ada lingkup wvang Ichih besar, tingkat Kementerian, monitering

dilalzukan melalui beberajpa media sebagai berilzut:

1.

perterneny rudin pada Uogkat e Pengaraly, dilaksanaken sedap 2
{dua) bulan;
pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana, dilaksanakan setiap 1

{sarm) milan;
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A pertemilan mtin pada fingkar Tim Kerja, dilsksanakan setiap 1 (sat)
g,

A sulvel Kepoasan tasya kil dan pengadouat wasvarakeig

o, pengukiran targel-ogel kegiatan relbrmasi bitokrasi scbagaiimeans
divraikarn dadamn peta jalaon dengaa realisasingy e

G pertcimiuan dalan rangka Pollaingg Mandind Polaksanaan Relorisast
Birckrasi, vang dikeordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada lingkup nasional, monioring dan evaluasi dilzskukan melahai

instrinern Perilai=n Mandind Pelaksaiaan Relenust Biokvas

Sesuai denpan sifat dan mipgas yang ada sebagal salah sam kegiaran di
dalam Eeformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi, maka kegiatan ini tidak akan dapat dikatakan berhasil apahila
pPelaksanaart program aea pelilelea relormast birekeast tcak berjakan
scpertl wapa vanlg Welahn direncarskan. Keberhasilan denl keggatzan
mennitening dan evaluasl akan saigal wergaaitung kepsda koaitncy
koordinaterfmanajer programm dan kcberhasilan pelaksanaan pregram

area perubahian reformasi birckrasi.

EVALUASI
Lyvaluasi lerhadap pelaksanaan refermasi bivokrasi di Kewenterian Hised,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilaksanakan sctiap bulan Juni dan

bulan Desember.

Evaluzsi dilaboubkenr untok menilad kesjoan pelakssametl velovnasi
birokrasi sccara kescluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitering
el dilakukan pada saal pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakolan welalol beberaps walegpan wondal dard ot kerja

seunpel pada Ungkat instanst, sebagal berikuls

1. evaluasi mlan Juni atau balan Tresember di finglat nnic kerja vang
dipimpin  aleh pimpinan unirfsatman Keepa anmk membahas
Kemaguan, hambata vang dihadapi, dan penyesiaian kegialan yang
perio dilakeudsan pada 6 fenaan) budan atao 1 fsata) taliun ke depeug,
sehingga Udale tegadt portnasadalian yang swune alau dalzon rangka
mercspon perkembangan lingkungan strategis. Kvaluasi dilakukan
secara menyveluruh terhadap selurul prieritas yang telah ditetapkan;

dan
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2oooevaluasi Dulan Jund aslan Dolan DescwDer i Keoteanderian Fised,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggl, yang dipimpin langsung oleh ketua
Tim Pelaksana Refrrmasi Binokrasi

Berboagal  nlorwasi  yang digupekenn  sebagal balwan pelgaanbilan

keputusin dapat diperoleln daoi:

1. hasil-hasil monitoring;
survel kepuasan mesyvataloal doan pergadwan masvarakal;
pergubiran targel-targel keglatan relennast birokias] scbagaimears
divraikar dalam peta jalan doengan realisasioy =,

4. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandirl Pelaksanaan Reformasi

Rirakrasi, yvang dikoordinazikan oleh Tnapektorat Jenderal.
Hasil evaluasi dilwrapkan dapad secara werus  meneras meaberikan
wasukail wrlewdap pelaksanaan relorinast irokiust dl lalwo-tadun

berikutnva.
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V. PENUTUP

Drokuwmen pela jalan refonnasi bivokeasi werapalean dekowen yane
mengiolegrasikan dan nensinergikan berlugai agenda refovmasi Livokiasi
Kewewieriagn Kiset,  Teknolegi,  dan Pendidikeony Tinggh veug  akan
dilaksanakan sccara sistcmatik dan terpadu dengan mendayagunakan
selnrith snmber daya yang ada nntuk melaksanakan herbagal agenda
reformasi birckrasi. Hsasnn melalni suat pendelkaran komprehensifl
dengan menghimpun data dan analisis unmik hisa wmenghasilkan suam
ageda perubabiagg sesual dengan apapall darl Perauran Menteri
Poadlay g uniaan Aparailur Nogars dan Fclorues] Birokras: Nomer 11 Tabian

2015 tentang Road Map Retormasi Birokrasi 2015-2019,

Pelabosariaany reloriesi birckrasi Kemenlerisny  Hiset,  Tekooloel,  dat
Poadilikany Tioged Larus maupo mendoroiy, perbaikan dan peningleatan
kinctja birokrasi pemorintaly. kinerja akan mcningkat apabila ada motivasi
yvang kuar secars keselumhan,  Motivasi akan muncul  jika  sefiap
pregramf kegintan vang dilaksanakan menghasilkan kelnaran {(ouiput), nilai
Lntibaly [ralue added), luasil (outcome), doan manfual (benefit) vong lebiln baik
dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem rewward and punishiment yang

dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,

Belormuasi  wertpakon suata proses  vedlp berkesinombungea dan
memperhatikan  berbagai  capaian-capaian  vang telah  diperolch  dari
Pl saal i agar dapal et gaddi (Hiakan dan perspekol peonlscosat i
rada masa depan selama lima b Aparatur harns sadar bahwa reformasi
birokrasi akan mengubah birckrasi pemerintah menjadi birokrasi vang knat
dan iwenjadi pemerititaliang kelas dunia, vang o memberikan Gasilitasi
dan pelayansn publik vaong primes dann bebas derd korupsi, kolusi dan
nepotisue. Untuk i, relorast birokrasi Larus dilakukan secaa sungeule-
sungguh, konsisten, melembaga, bortahap, dan berkelanintan. Dengan
demiikian, diharapkan akan terbentuk birckrasi vang mampu mendukung

dan mempercepa keberhasilan pembangunan diberlagai Bidaog,

Disadari bahwa  lkcberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  Risct,
Teknoleogi,dan Pendidikan Tinggi juga dihasilkan berkat adanyva dukungan
seldor  terkail  lainnyva  den masvaralea 1enuasnk seluruah peaangku
kepentingan. Kerja keras darvi selurnh jajaran Kementerian Riset, ‘M'eknologi,
dauy Pendidikarr Tinggl dan sinergisitas dengan selloa piliol vang erkail

sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran,
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program, dan kegiaae keenterian Riset, Tekoologt, dan Pendidikan Tioges
vang tertuang dalam DPeta Jalan Refermasi Girckrasi koementerian Risct,

Tekneclagi, dan Pendidikan Tinggi.

MENTEE]I EISET, TERKMOLOGLH 1DAN
PENIHTHICAN TING(7]

RETIRLIK INTHINFERTA,

T}

MOHAMAL NASIE



